BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar  Belakang Masalah

Pembangunan perumahan merupakan permasalahan yang sangat kompleks,  yang tidak hanya menyangkut aspek fisik membangun rumah, tetapi terkait sektor yang amat luas dalam pengadaannya, seperti pertanahan, industri bahan bangunan, lingkungan hidup dan aspek sosial ekonomi budaya masyarakat, dalam upaya membangun aspek-aspek kehidupan masyarakat yang harmonis. Pemenuhan kebutuhan rumah yang berkembang saat ini, pembiayaannya hanya terbatas untuk bentuk-bentuk pasar formal bagi golongan menengah ke atas yang jumlahnya hanya mencapai maksimal 20%, dan terbatas sekali bentuk-bentuk kredit dan bantuan subsidi untuk golongan menengah ke bawah. Pemenuhan kebutuhan karena kekurangan jumlah rumah yang harus dipenuhi adalah 8.000.000 (delapan juta) rumah pada posisi tahun 2008. 

Kebutuhan rumah selalu meningkat seiring dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Jumlah keluarga yang belum memiliki rumah (backlog) masih cukup besar. Pada tahun 2003 saja, diperkirakan  sekitar     6 (enam) juta unit dengan dasar data BPS tahun 2000 adalah sebanyak 4,3 juta unit. Pertumbuhan rumah bagi keluarga baru mencapai 800.000 unit pertahun. Namun demikian, karena sisi kemampuan ekonomi masyarakat masih sangat terbatas, karena sekitar 70% rumah tangga perkotaan masuk dalam kategori berpendapatan rendah dengan pendapatan kurang dari Rp.1,5 juta perbulan. 

Sesungguhnya, permasalahan utama perumahan dan rumah susun terdiri atas dua hal utama, yaitu di bagian hulu adalah pertumbuhan penduduk dan bagian hilir adalah sektor perbankan dalam penyediaan dana murah yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat (Tony Prasetiantono, 2009). Laju pertumbuhan penduduk merupakan cerminan laju kebutuhan rumah terutama di perkotaan dan implikasi selanjutnya adalah kebutuhan akan infrastrukur dan dan fasilitas sosial lainnya. 

Urbanisasi dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu pertumbuhan alami penduduk daerah perkotaan, migrasi dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan, dan reklasifikasi desa perdesaan menjadi desa perkotaan. Proyeksi penduduk daerah perkotaan pada proyeksi ini tidak dilakukan dengan membuat asumsi untuk ketiga faktor tersebut, tetapi berdasarkan perbedaan laju pertumbuhan penduduk daerah perkotaan dan daerah perdesaan (Urban Rural Growth Difference/URGD). Namun demikian, dengan membuat asumsi URGD untuk masa yang akan datang, berarti proyeksi ini secara tidak langsung juga sudah mempertimbangkan ketiga faktor tersebut. Untuk Indonesia, tingkat urbanisasi diproyeksikan sudah mencapai 68 % pada tahun 2025. Untuk beberapa provinsi, terutama provinsi di Jawa dan Bali, tingkat urbanisasinya sudah lebih tinggi dari Indonesia secara total. Tingkat urbanisasi di empat provinsi di Jawa pada tahun 2025 sudah di atas 80 %, yaitu di DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Banten. Tingginya tingkat urbanisasi ini,  membutuhkan jenis perumahan khusus yang tidak hanya dibangun secara horizontal, tetapi juga vertikal, dengan mekanisme pembiayaan khusus. Mekanisme pembiayaan khusus ini, antara lain dapat dilakukan dengan memberikan suku bunga yang affordable atau bisa dijangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. 

Fenomena perkembangan kota yang terlihat jelas adalah bahwa pertumbuhan kota yang pesat dan terkesan meluas, terdesak oleh kebutuhan masyarakat,
 menjadi kurang serasi dan terkesan kurang terencana. Kehidupan kota besar di Indonesia, semakin tidak nyaman akibat dari meningkatnya kepadatan penduduk, kurangnya wilayah hijau dan ruang-ruang terbuka,
  dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dengan cepat. Oleh karena itu, masalah lingkungan pada kawasan permukiman dan perumahan, yang umumnya muncul sebagai akibat dari tingkat urbanisasi dan industrialisasi yang tinggi, serta dampak pemanfaatan sumber daya dan teknologi yang kurang  terkendali. Kelangkaan prasarana dan sarana dasar, ketidakmampuan memelihara dan memperbaiki lingkungan permukiman, baik secara fungsional, maupun visual wujud lingkungan, merupakan isu utama bagi upaya menciptakan lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan. Hal ini merupakan prinsip utama pembangunan perkotaan yang harus ditingkatkan dan diselenggarakan secara berencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana umum tata ruang, pertumbuhan penduduk, lingkungan permukiman, lingkungan usaha dan lingkungan kerja, serta kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial lainnya agar terwujud pengelolaan perkotaan yang efisien dan tercipta lingkungan yang sehat, rapi, aman, dan nyaman. 


Pertumbuhan perkotaan juga mendorong migrasi, yang menunjukkan adanya perbedaan atau kesenjangan peluang antar tempat. Jika pertumbuhan dan pertambahan penduduk ingin diseimbangkan di antara berbagai jenis permukiman dan daerah serta pulau, maka yang perlu dilakukan adalah menciptakan kondisi agar semua tempat sama baiknya dalam memberikan peluang kepada penduduknya untuk hidup sejahtera. Pengadaan (dan pengendalian) ruang usaha bagi sektor informal merupakan tantangan besar bagi daerah perkotaan, sama halnya dengan pengadaan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Hal yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan tata-ruang dan sekaligus mencapai keadilan di dalamnya adalah menciptakan keadilan tata ruang melalui: (a) penguatan ruang lokal, di mana masyarakat lokal memiliki identitas territorial dan eksistensi dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya; dan (b) adanya akuntabilitas penataan ruang, melalui rujukan-rujukan tata ruang yang terbuka atau transparan.

Pembangunan perumahan yang dinilai sesuai dalam mendukung pertumbuhan kota adalah rumah susun. Pengelolaan pembangunan rumah susun perkotaan yang efektif dan efisien, mengacu pada rencana tata ruang perkotaan yang berkualitas, termasuk pengelolaan administrasi pertanahan yang tertib dan adil, dan ditunjang oleh (a) kelembagaan pemerintah yang siap melaksanakan otonomi daerah; (b) makin mantapnya kemitraan pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan; (c) meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya pendapatan per kapita dan kualitas hidup penduduk yang makin merata; (d) berkurangnya jumlah penduduk miskin di perkotaan; serta (e) meningkatnya kualitas fisik lingkungan di perkotaan. 

Kebijakan pembangunan rumah susun perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat serta menciptakan suasana kerukunan hidup keluarga dan kesetia-kawanan sosial masyarakat dalam membentuk lingkungan serta persemaian nilai budaya bangsa dan pembinaan watak anggota keluarga. Pembangunan rumah susun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, baik dalam jumlah maupun kualitasnya dalam lingkungan yang sehat serta kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa aman, damai, tenteram, dan sejahtera.


Pembangunan rumah susun perlu ditingkatkan dan diperluas hingga dapat makin merata dan menjangkau masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan senantiasa memperhatikan rencana tata ruang dan keterkaitan serta keterpaduan dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Disamping itu, pembangunan rumah susun harus dapat memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja serta mendorong berkembangnya industri bahan bangunan murah yang memenuhi syarat teknis dan kesehatan serta terbuat dari bahan dalam negeri. Kualitas tenaga pembangunan perumahan dan rumah susun perlu ditingkatkan dan kelembagaannya perlu dimantapkan.
Orientasi kebijakan dan pembangunan perumahan, terutama pembangunan rumah diperkotaan selama ini adalah pada pasokan perumahan baru dan perbaikan lingkungan permukiman serta penyediaan prasarana dasar pada lingkungan permukiman secara selektif. Dalam hal penyediaan/pasokan rumah susun,  yang secara resmi ditujukan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi dalam kenyataannya seringkali tidak tepat sasaran, karena kesempatan yang luas diberikan terhadap sektor swasta untuk terlibat di dalam pembangunan perumahan. Di dalam pembangunan rumah susun baru ini, yang lebih dikenal dengan apartemen, mekanisme pasar mendapatkan perannya yang besar untuk proses pengadaannya walaupun terdapat upaya-upaya yang terfragmentasi untuk melakukan pendekatan lain di dalam pembangunan perumahan, seperti pembangunan rumah susun sederhana milik ataupun rumah susun sederhana sewa. 

Proses pembangunan perumahan, termasuk pembangunan rumah susun selama ini, ternyata masih mengandung sejumlah kelemahan. Beberapa faktor yang merupakan kelemahan yang melekat pada sektor pemerintah dan masyarakat serta sektor swasta di dalam pembangunan perumahan selama ini telah menyebabkan tiga masalah besar, yaitu (1) tanah dan tata-ruang, (2) dikotomi dan konflik, serta (3) ketidakadilan.  Diperlukan suatu pengembangan kepranataan rumah susun secara luas, yang dapat memunculkan norma-norma kehidupan perkotaan yang menunjang kehidupan yang beraneka dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 

Salah satu masalah di dalam perkembangan dan pembangunan perumahan selama ini adalah adanya ketidakadilan, konflik dan marjinalisasi yang dirasakan sebagian besar kelompok masyarakat yang rentan dan kurang berdaya, yang terjadi akibat praktek diskriminasi (dilakukan sengaja maupun tidak sengaja) politik, ekonomi dan spasial terhadap kelompok masyarakat yang kurang berdaya oleh kekuatan-kekuatan hegemonik. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memberdayakan kelompok masyarakat tersebut dengan mengembangkan proses-proses dan mekanisme yang bersifat adil dan setara untuk mendapatkan berbagai peluang dan akses di dalam pembangunan perumahan, terutama rumah susun dan diberikannya hak-hak yang setara untuk mendapatkannya. Upaya yang perlu dilakukan untuk terncapainya iklim kesetaraan dan keadilan di dalam mendapatkan akses dan peluang di dalam pembangunan perumahan, terutama rumah susun adalah penciptaan kesetaraan di dalam mendapatkan:

(a) hak dan akses atas tanah dan rumah susun;

(b) hak atas pelayanan rumah susun;

(c) hak dan akses atas informasi dan transparansi pelayanan rumah susun;

(d) hak perlindungan hukum atas masalah rumah susun;

(e) hak meminta pertanggungjawaban terhadap pemerintah atas masalah rumah susun;

(f) hak pekerja industri atas perumahan dan pelayanan rumah susun;

(g) hak partisipasi masyarakat atas proses produksi dan pemeliharaan rumah susun.


Pengadaan rumah susun harus dapat menjawab tumbuhnya permintaan atau tuntutan yang semakin beraneka ragam, yang  tidak hanya terbatas pada menjawab menurut kebutuhan kategori kelompok pendapatan. Perumahan baru bagi masyarakat berpendapatan rendah semestinya tidak difokuskan pada tipe kecil, melainkan pada upaya agar kebutuhan ruang kelompok ini dapat terpenuhi. Artinya, pembangunan rumah susun harus memacu efisiensi agar diperoleh keadaan perumahan yang lebih sesuai dengan kebutuhan ruang dengan harga yang terjangkau, sehingga  murah tidak selalu diartikan kecil dan sederhana.

Pembangunan perumahan, termasuk rumah susun sangat terfokus pada penguasaan dengan cara pemilikan rumah, sementara jika dilihat pada mobilitas (sosial maupun fisik) penduduk perkotaan yang ada sekarang, terdapat gejala kuat akan kebutuhan rumah bukan milik. Kepranataan yang ada juga tidak secara signifikan mengakomodasi kebutuhan perkembangan lingkungan rumah susun yang ada (the existing stock) sebagai potensi penting bagi pemenuhan kebutuhan perumahan dan sarana bagi proses transformasi sosial maupun rumah-rumah individual. Sejak program pengadaan perumahan pertama kali diadakan, masalah utama yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah belum terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat dalam arti luas, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak tetap. Kelayakan tampaknya perlu pula dipahami dengan cara pandang lain, yaitu bukan secara teknis rational melainkan dengan memahami kehidupan atau sifat sosio-ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

B. Permasalahan Pokok


Perkotaan merupakan perwujudan akumulasi modal tetap terbesar dari proses pembangunan dan perjalanan sebuah bangsa, membentuk sebuah lingkungan fisik dan ruang kota yang di dalamnya perumahan dan pemukiman memiliki proporsi yang paling dominan dan sekaligus mewarnai ciri dan karakter kehidupan masyarakatnya. Kebiajakn sektor perumahan, masih sering dipandang sebagai sektor konsumsi rumah tangga dan menjadi beban sosial serta dinilai tidak produktif. Perumahan masih sering dianggap sebagai hasil atau akibat samping dari pertumbuhan ekonomi, sehingga masalah perumahan tidak pernah menjadi pilihan strategis dalam kebijakan publik karena masalah perumahan dianggap akan terselesaikan dengan sendirinya sejalan dengan kemajuan ekonomi. 


Pembangunan perumahan di perkotaan malah sering dianggap sebagai penyebab atau pemicu migrasi ke kota, dan secara ekonomi perumahan dianggap sebagai pemicu inflasi, membebani neraca pembayaran karena mempunyai banyak komponen impor dan memerlukan modal luar yang tinggi. Hinggi kini pendirian ini masih banyak dianut oleh beberapa kalangan penentu kebijakan negara.


Kebijakan pembangunan perumahan untuk publik (public housing) atau perumahan rakyat yang di kenal di Indonesia, dalam prakteknya selama ini telah terbukti memerlukan biaya yang besar. Di Inggris, perumahan publik (public housing) atau perumahan sosial (social housing) di negara-negara Eropa dalam sejarahnya dsangat dikenal sebagai kebijakan perumahan yang dominan dalam era pasca Perang Dunia Kedua hinggal tahun 1950an. Namun sering dilupakan bahwa kebijakan pembangunan perumahan sosial, meskipun menggunakan kata “sosial”, bukanlah semata-sama ditempuh sebagai untuk tujuan “batuan sosial,” melainkan sebagai instrumen dan dalam rangka tujuan pembangunan ekonomi.
 

Dalam perkembangan di tahun-tahun 1960-1970an pemikiran perumahan diwarnai dengan kesadaran bahwa rumah adalah hak dasar manusia. Dalam periode ini mulai diyakini peranan perumahan secara lebih penting dan lebih terpadu dengan sektor sosial-perkotaan lainnya. Diperoleh pengalaman bahwa perumahan mempunyai peranan langsung dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, membuka lapangan kerja, memperbaiki lingkungan kehidupan sosial dan menekan kriminalitas. Perumahan mulai diakui peranannya dalam peningkatan produktivitas masyarakat, sebagai penyeimbang bagi kecenderungan resesi ekonomi (counter-cyclical tool), pembentuk cadangan modal nasional dan penyumbang pertumbuhan ekonomi, dan mempunyai hubungan erat dari hulu ke hilir atau hubungan ke depan dan ke belakang (forward and backward linkages) dengan sektor industri lainnya.


Dalam tiga dasawarsa terakhir hingga sekarang perumahan telah lebih terintegrasi dengan pemikiran pengembangan perkotaan dan wilayah secara keseluruhan, sekaligus dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan, serta pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam paradigma pembangunan berkelanjutan. Perumahan menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan nasional dan terintegrasikan dengan mobilisasi sumber-sumber daya seluruh lapisan masyarakat dengan membangun berbagai kemitraan untuk mendorong industri perumahan dan konstruksi. Pertumbuhan ekonomi dapat didorong melalui belanja negara dalam sektor perumahan, terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia dimana mayoritas tenaga kerja adalah mereka yang masih bersifat agraris dan belum siap untuk sepenuhnya bekerja di sektor industri moderen dan pada umumnya menjadi migran di perkotaan yang bekerja di sektor informal. Di sinilah posisi strategis sektor perumahan. sebagai lokomotif dalam pembangunan secara massal yang memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi sebagaimana pengalaman sejarah negara-negara maju. Perumahan selalu dikaitkan dengan strategi pembangunan ekonomi dan telah terbukti menjadi kunci sukses bagi kemajuan ekonomi sebuah negara.


Perumahan memiliki karakteristik yang khas dalam ekonomi sebuah negara, yaitu sifatnya sebagai sektor domestik dan riil. Melalui strategi pembiayaan dalam negeri yang jitu maka sektor perumahan relatif dapat terjaga dari pengaruh goncangan luar. Oleh karena rumah merupakan kebutuhan dasar bagi individu dan keluarga, maka memiliki rumah menjadi salah satu prioritas utama untuk sebuah investasi kepemilikan aset, terutama bagi masyarakat di negara berkembang. Pada umumnya orang bersedia untuk menyisihkan pendapatannya dan mengorbankan konsumsi lainnya untuk melakukan investasi memiliki rumah. Apabila kekayaan yang dimiliki individu atau keluarga yang disimpan dalam bentuk berbagai aset yang tidak produktif (seperti emas atau simpanan tunai di rumah) atau yang dibelanjakan untuk barang konsumtif lainnya dapat dimobilisasi dan disalurkan secara lebih efektif dalam sebuah sistem pembiayaan dan penyediaan dana untuk perumahan, maka hal ini akan menjadi penggerak roda ekonomi domestik secara keseluruhan. Perumahan merupakan penyumbang terbesar bagi pemupukan tabungan dan mobilisasi dana masyarakat untuk pembentukan modal tetap ekonomi nasional (gross fixed capital formation). yaitu antara 40% sampai 70% dari sektor perumahan. Nilai tambah yang disumbangkan dalam keseluruah sektor industri konstruksi dan bangunan biasanya berkisar diantara angka 3% hingga 10% dari Pendapatan Domestik Bruto, dan dari angka tersebut umumnya sektor perumahan menyumbankan sepertiganya, atau sekitar 1% hingga 3% dari PDB. Harus dicatat untuk negara berkembang seperti Indonesia dengan tingkat penyediaan lapangan kerja di perkotaan yang masih rendah dan pembangunan rumah bisa mencapai hingga 90% dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, maka sumbangan sektor perumahan lebih tinggi dari angka-angka yang ditunjukkan.


Kebijakan keuangan untuk perumahan atau pembiayan pembangunan perumahan (dalam literatur disebut singkat sebagai housing finance) merupakan kebijakan yang mengatur keterpaduan sumber-sumber dan sistem pengelolaan yang meliputi tabungan (savings), pinjaman, subsidi, atau kombinasi dari itu semua termasuk asuransi, hipotik, sekuritas dan instrumen keuangan lainnya. Oleh para pakar pembiayaan perumahan tabungan merupakan indikator utama untuk menetapkan kemampuan dan kebersediaan (ability and willingness) rumah tangga untuk menyisihkan pendapatannya untuk membayar cicilan dan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan kredit. Pengalaman di negara berkembang lainnya seperti yang dilaporkan oleh UN Habitat (2009) di Filipina ataupun pengalaman di negara berkembang lain seperti Bolivia, tabungan masyarakat dalam sektor informal telah dapat dikelola sedemikian rupa sehingga memperoleh kelayakan fasilitas kredit secara formal. Juga organisasi-organisasi tabungan informal masyarakat telah mampu dikembangkan menjadi organisasi formal dan masuk kedalam sistem keuangan formal. Pembentukan lembaga-lembaga keuangan untuk perumahan (housing finance institutions) dan perangkat kebijakan yang tepat merupakan langkah yang ditempuh oleh hampir semua negara saat ini, baik negara maju maupun negara berkembang. 


Persoalan lain yang juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kebijakan perumahan, termasuk rumah susun adalah perlunya menempatkan keterpaduan yang bertujuan untuk pengembangan kota dan pembangunan ekonomi yang lebih luas memungkinkan adanya langkah-langkah yang lebih inovatif dalam penggalangan dana masyarakat, membangun kerjasama publik dan swasta, melibatkan secara lebih langsung peran pemerintah daerah dan masyarakat lokal, untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin dan membangun kualitas kehidupan sosial dan lingkungan hidup menuju peradaban bangsa Indonesia yang lebih manusiawi dan bermartabat. 


Dinamika kehidupan bangsa Indonesia dengan tingginya tingkat urbanisasi menuntut kesiapan kota untuk menyediakan ruang kehidupan sosial dan ekonomi demi peningkatan kesejahteraan warganya. Kelayakan hunian, kecukupan infrastruktur, dan keterjangkauan sarana untuk pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat perkotaan menjadi bagian penting dalam proses pengembangan kota (urban development) yang dinamis. Adanya jaminan ketersediaan rumah akan memberikan rasa aman bagi warga yang berikutnya akan meningkatkan produktivitas, menumbuhkan etos kerja dan tanggung jawab keluarga. 


Urbanisasi yang tinggi, juga memicu arus migrasi penduduk desa ke kota dalam jumlah dengan kecenderungan  yang terus meningkat. Mereka ini tidak dapat diserap oleh lapangan kerja di sektor formal, dan hanya tertampung dalam lapangan kerja dengan upah rendah/minimal dan/atau sektor informal. Kelompok sosial-ekonomi ini menjadi mayoritas warga penduduk kota, bersama-sama dengan warga kota lainnya yang relatif lebih mapan di sektor formal. Kedua kelompok ini saling mengisi dan menjadi bagian dari sistem ekonomi perkotaan yang mencirikan kehidupan kota di Indonesia (dan negara berkembang lain pada umumnya). Keadaan ini mengakibatkan adanya sejumlah besar atau mayoritas masyarakat perkotaan berpenghasilan menengah kebawah dengan keterbatasan daya beli yang menuntut kepastian tersedianya hunian yang layak bagi mereka dengan pelayanan prasarana dan sarana dasar yang memenuhi persyaratan. 


Urbanisasi yang berjalan pesat ini juga menimbulkan beban tinggi pada lingkungan dan berakibat turunnya kualitas lingkungan kehidupan perkotaan. Hal ini menuntut semua pihak untuk memulai menerapkan prinsip pembangunan perumahan dan rumah susun yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi dampak terhadap perubahan iklim global. Aplikasi konsep green design dan green building, termasuk diantaranya bangunan dan kawasan perumahan yang hemat energi dalam sebuah eco-zone atau eco-city perlu diupayakan untuk memberikan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan identitas bagi warga penguhuninya. 


Urbanisasi dan mobilitas penduduk yang tinggi juga mengubah hubungan antar individu maupun kerekatan keluarga dan perilaku sosial, selain membentuk dinamika baru dalam kelompok-kelompok sosial di lingkungan pemukiman dan perkotaan. Ancaman terhadap kerekatan sosial masyarakat perkotaan, menuntut tidak saja penyiapan rancangan tata bangunan rumah yang sesuai dengan kondisi psiko-sosial keluarga penghuni, tapi juga untuk mempertahankan keharmonisan komunitas dan lingkungan dan menghormati hak-hak azasi manusia dalam sebuah tata hubungan kebersamaan di antara komunitas dan warga kota umummya, maupun di antara para warga penguhuni perumahan khususnya. 

Penyediaan hunian, sarana dan prasarana bagi masyarakat perkotaan akan memerlukan mobilisasi sumber-sumber daya dan dana dalam jumlah besar dan harus dikelola untuk memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat terbanyak. Penyediaan sumberdaya dengan pendekatan kemitraan dan peranserta masyarakat dapat meningkatkan kinerja pemenuhan kebutuhan perumahan dengan memaksimalkan pendayagunaan sumberdaya tanah perkotaan dan pendayagunaan sumber daya pendanaan, baik yang dikuasai/dimiliki oleh atau bersumber dari negara, swasta, dan perorangan. Berkembangnya hunian perkotaan yang mengalami kekurangan dukungan infrastruktur ketidak-efisienen dalam pelayanan sosial, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, dan merosotnya kenyamanan lingkungan. Keadaan ini menuntut paradigma baru mengatur hubungan antara perumahan, infrastruktur, dan perkotaan secara lebih holistik. 


Secara lebih spesifik bagi rumah susun, karena sifatnya yang dibangun secara vertikal dan dihuni bersama dalam jumlah relatif besar di lokasi yang relatif sempit, dapat menjadi pilihan baru sebagai salah satu instrumen untuk membentuk struktur tara ruang perkotaan dengan tingkat kepadatan yang lebih tinggi (high density development) dan memberikan pilihan baru untuk mengarahkan pola pengembangan kota dan wilayah sekitarnya dalam suatu pola pengembangan yang lebih dinamis sesuai dengan tuntutan kebutuhan. 


Keseluruhan upaya penyediaan hunian yang layak bagi warga kota berpenghasilan menengah kebawah dan bagi lapisan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan miskin dilakukan menghormati hak-hak azasi manusia dan dengan paradigma sebagai kesatuan proses secara utuh, terpadu dan bersifat saling melengkapi dengan pengembangan sektor perkotaan formal. Kepaduan atau harmoni, keteraturan, keterjangkauan, kelayakan, dan keberlanjutan adalah paradigma kebijakan pembangunan perumahan dan pemukiman untuk pengembangan kawasan perkotaan dan pembangunan kota Indonesia yang bermartabat, berkemanusiaan, modern, dan mampu bersaing. 

Selama ini, pengaturan pembangunan dan pengelolaan Rumah Susun, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun ( UU Rusun), dimana tujuan pembangunan rumah susun adalah untuk memenuhi kebutuhan hunian sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Selanjutnya lahir Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang pada dasarnya hanya suatu aturan yang bersifat umum, yang seharusnya sudah ada sebelum UU Rusun, demikian juga beberapa produk hukum dan perundang-undangan dibidang perumahan dan permukiman telah banyak dikeluarkan. 

Seiring dengan pemberlakuan kedua UU tersebut,  maka perlu dikaji efektifitasnya dalam mengatur penetapan rumah susun. Hal ini dikarenakan UU Rusun telah berlaku dalam jangka waktu yang relatif lama, dengan dilatarbelakangi suasana perpolitikan dan kenegaraan yang jauh berbeda, serta keadaan sosial budaya masyarakat yang makin berkembang jauh berbeda, dimana baik secara jumlah maupun pola pikir masyarakat dewasa ini jauh lebih kompleks dan kritis. UU Rusun dirasakan tidak mampu mengatur dan mengantisipasi adanya dinamika perubahan kehidupan perkotaan, perumahan, permukiman dan rumah susun yang terus berkembang. Perubahan sosial-ekonomi-budaya-politik yang diwarnai dengan peraturan perundang-undangan baru beserta turunannya menuntut penyesuaian berbagai sektor kehidupan, termasuk perumahan dan rumah susun.

Secara teknis permasalahan yang sering kali timbul dalam pengelolaan rumah susun adalah:

a. Mahalnya harga tanah di pusat-pusat kota yang berdekatan dengan  tempat bekerja dan berusaha, sehingga harga jual rusunawa masih mahal walau telah disubsidi.

b. Belum adanya standar ideal dan kurang tepatnya desain dan interior ruangan, karena keterbatasan luasan per satuan unit rumah susun.

c. Kurangnya pengawasan pada saat pelaksanaan pembangunan, perawatan dan jaminan ketahanan dan kekuatan bangunan sehingga sering terjadi kerusakan, kebocoran, yang berakibat menimbulkan ketidaknyamanan bagi penghuni.

d. Kurangnya penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai untuk bersosialisasi dan berinteraksi.

e. Belum  semua bangunan rumah susun yang dilengkapi dengan ramp untuk penyandang cacat.

Disamping pola pemanfaatan lahan perumahan dan permukiman, khususnya rumah susun belum memberikan rasa keadilan kepada penduduk berpenghasilan rendah, sehingga selalu tersingkir ke luar kota dan jauh dari tempat kerja. Sementara tuntutan pemberdayaan dan keberpihakkan pada masyarakat berpenghasilan rendah tersebut semakin besar. Oleh karena itu, maka permasalahan yang menjadi obyek dalam naskah akademik ini adalah:
1. Apakah konsep pembangunan, kepemilikan, dan pengelolaan rumah susun yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 telah mampu mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat akan hunian yang layak secara vertikal.

2. Bagaimana konsep pembangunan, kepemilikan, dan pengelolaan yang dapat diterapkan dan diimplementasikan dalam penyelenggaraan rumah susun? 

3. Bagaimana peran pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengelolaan rumah susun? 

C.   Tujuan Dan Kegunaan

Penyusunan Naskah Akademik ini  bertujuan untuk :

1. Menjadi dasar bagi perumusan pengaturan mengenai pembangunan, kepemilikan, dan pengelolaan rumah susun yang tidak terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 agar dapat mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat akan hunian yang layak secara vertikal.
2. Menjadi dasar perumusan pengaturan peran pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan rumah susun? 

D. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan kajian terhadap UU Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun adalah dengan menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan untuk menghimpun data primer dilakukan melalui wawancara terbatas ke beberapa stakeholder yang berkepentingan. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada yang terkait dengan masalah pembangunan dan pengelolaan rumah susun, buku-buku literatur maupun penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, serta membicarakan atau mendiskusikan secara mendalam tentang permasalahan yang dikaji beserta aturan hukumnya di dalam tim. 

E. Alur Pikir Naskah Akademik


BAB II

URGENSI

A.  Umum

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia. Selain sebagai pelindung terhadap gangguan alam maupun cuaca serta makhluk lainnya, rumah juga memiliki fungsi sosial sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, nilai kehidupan, penyiapan generasi muda, dan sebagai manifestasi jati diri. Dalam kerangka hubungan ekologis antara manusia dan lingkungan pemukimannya, maka terlihat bahwa kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh kualitas perumahan dan pemukiman, termasuk rumah susun, dimana manusia menempatinya. Rumah susun merupakan salah satu tipologi perumahan yang cukup penting dalam upaya membangun manusia seutuhnya, terutama diperkotaan yang padat penduduk, yang memiliki kesadaran untuk selalu menjalin hubungan antara sesama manusia, lingkungan tempat tinggal, berperan sebagai pendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, dan senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Rumah dan rumah susun sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia idealnya dapat dimiliki oleh setiap keluarga dengan kondisi yang layak. Namun hal ini sulit diwujudkan, terlebih bagi Indonesia yang jumlah penduduknya merupakan salah satu yang terbesar di dunia, Pemenuhan kebutuhan akan rumah susun bagi masyarakat tidaklah mudah, terutama mereka yang tinggal di daerah padat penduduk diperkotaan. Upaya pengadaan perumahan tidak harus diwujudkan dalam pemilikan rumah, akan tetapi sekurang-kurangnya dapat diwujudkan dalam mendapatkan kesempatan mempergunakan rumah antara lain dengan cara sewa, atau menghuni dengan cara lain yang ditetapkan pemerintah untuk kelompok masyarakat yang sangat miskin. Pengadaan perumahan khususnya di daerah padat penduduk perlu memperhatikan keterbatasan lahan sehingga prasarana  pembangunan rumah susun dapat menjadi salah satu alternatif.

Perbaikan mutu hidup masyarakat, terutama diperkotaan yang padat penduduk, dapat diwujudkan melalui pembangunan rumah susun,  yang harus diikuti dan disertai secara seimbang dengan perbaikan mutu perumahan. Perbaikan bukan saja, dalam pengertian kuantitatif, tetapi juga  kualitatif dengan  memungkinkan terselenggaranya perumahan yang sesuai dengan hakekat dan fungsinya.

Pembangunan rumah susun menghadapi tantangan sosial dan budaya yang semakin kompleks dan belum seluruhnya terakomodasi dalam pengembangan perumahan secara luas. Isu strategis yang kini dihadapi oleh pembangunan rumah susun adalah meningkatnya kebutuhan lahan bagi perumahan diperkotaan yang cenderung mahal. Hal ini disebabkan antara lain karena peningkatan kebutuhan rumah per-tahun bagi rumah tangga baru yang akan memasuki pasar perumahan. Pencanangan program pemerintah 1000 menara rumah susun sederhana, peremajaan perumahan kumuh diperkotaan, dan implementasi konsep lingkungan hunian berimbang yang aturannya telah dikeluarkannya sejak tahun 1992, merupakan kebijakan yang harus dilaksanakan. 

Pembangunan rumah susun harus mampu memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja serta mendorong berkembangnya industri bahan bangunan murah yang memenuhi syarat teknis dan kesehatan serta terbuat dari bahan dalam negeri. Kualitas tenaga pembangunan perumahan dan rumah susun perlu ditingkatkan dan kelembagaannya perlu dimantapkan.

Penciptaan lingkungan rumah  susun yang layak, bersih, sehat, dan aman perlu ditingkatkan melalui regulasi yang menjamin penyediaan dan pengelolaan air bersih, fasilitas sosial dan ibadah, fasilitas ekonomi dan transportasi, fasilitas rekreasi dan olahraga, serta prasarana lingkungan termasuk fasilitas air limbah, disertai upaya peningkatan kesadaran dan tanggungjawab warga masyarakat agar makin banyak masyarakat yang mendiami rumah sehat dalam lingkungan yang sehat.

B. Khusus

1. Meskipun pembangunan rumah susun  dan permukiman di Indonesia dinilai telah mencapai keberhasilan melalui kebijakan pembangunan perumahan massal yang dikenal sebagai pola pasokan yang diawali dengan penugasan kepada Perum Perumnas untuk menyediakan perumahan sederhana pada tahun 1974, dan kemudian dikembangkan oleh para pengembang swasta yang hanya melayani masyarakat golongan menengah ke atas, termasuk dalam pembangunan rumah susun yang berkembang menjadi apartemen mewah yang tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah. 

2. Sistem penyelenggaraan di bidang rumah susun dinilai masih belum cukup optimal, baik di tingkat pusat, wilayah, maupun lokal ditinjau dari segi sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan dukungan sarana  serta prasarana.

3. Terbatasnya pembiayaan dan pelayanan, serta akses terhadap kepemilikan rumah susun, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Kemampuan  pemerintah daerah juga masih relatif terbatas untuk dapat melaksanakan secara efektif penyelenggaraan administrasi pertanahan yang dapat menjamin ketersediaan lahan, khususnya  mengembangkan pasar lahan secara efisien dan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan.

4. Inefisiensi pasar rumah susun, seperti ditunjukkan melalui kondisi dan proses perizinan pembangunan perumahan dan pengaturan hak atas tanah yang masih kurang menunjang pembangunan rumah susun, relatif mahal, dan kurang transparan, belum adanya standarisasi dokumen KPR, seleksi nasabah, penilaian kredit, dan dokumen terkait lainnya, serta proses sita jaminan yang masih berlarut-larut, ikut mempengaruhi ketidakpastian pasar perumahan. Untuk lebih menjamin pasar rumaha susun  yang efisien, perlu dihindari intervensi yang mengganggu penyediaan dan menyebabkan distorsi permintaan perumahan, termasuk pasar sewa rumah susun dengan mengingat kebutuhan khusus dari kelompok masyarakat yang rentan.

5. Tingginya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau masih belum dapat diimbangi, karena terbatasnya kemampuan penyediaan, baik oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Secara nasional kebutuhan perumahan masih relatif besar, sebagai gambaran status kebutuhan perumahan berdasarkan hasi Survey Sosial Ekonomi Nasional tahun 2004, terdapat 55 juta keluarga dari jumlah penduduk indonesia sebesar 217 juta jiwa 5,9 juta keluarga belum memiliki rumah, sementara setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru rata-rata sekitar 820.000 unit rumah. Selain itu masih terdapat 3,1 juta keluarga atau 12,5 juta tidak layak. Sementara itu terdapat pula 17,2 juta jiwa yang tinggal di 10.065 lokasi dengan luasan mencapai 54.000 Ha (Renstra Kementerian Negara Perumahan Rakyat Tahun 2005-2009).

6. Ketidakmampuan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau serta memenuhi standar lingkungan permukiman yang respontif (sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan). Hal ini disebabkan, karena terbatasnya akses terhadap sumber daya kunci termasuk informasi, terutama yang berkaitan dengan pertanahan dan pembiayaan rumah susun.

7. Belum tersedianya dana jangka panjang bagi pembiayaan perumahan  dan rumah susun yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian pendanaan dalam pengadaan perumahan. Di samping itu, sistem dan mekanisme subsidi perumahan bagi kelompok masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah masih perlu diupayakan, baik melalui mekanisme pasar formal maupun melalui mekanisme perumahan yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat. Mobilisasi sumber-sumber pembiayaan perumahan perlu diefektifkan dengan mengintegrasikan pembiayaan perumahan kedalam sistem pembiayaan yang lebih luas dan memanfaatkan instrumen yang ada  atau mengembangkan yang  lebih memperhatikan kebutuhan pembiayaan bagi penduduk yang mempunyai keterbatasan akses kredit kepada perbankan.

8. Secara fisik lingkungan, banyak ditemui kawasan perumahan dan rumah susun  yang telah melebihi daya tampung dan daya dukungnya, menghadapi dampak saling keterkaitkannya dengan kawasan lain disekelilingnya, serta masalah keterpaduannya dengan sistem prasarana dan sarana, baik perkotaan maupun  perdesaan, sehingga diperlukan solusi alternatif melalui pembangunan rumah susun. Hal ini dilakukan untuk menghindari dampak dari  menurunnya daya dukung lingkungan diantaranya adalah meningkatnya lingkungan permukiman kumuh pertahunnya. 

C. Pengaturan Saat ini

Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan lahan yang tersedia sangat terbatas, maka pembangunan rumah dibuat bertingkat atau yang kita kenal dengan rumah susun. Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat, karena pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah, membuat ruang-ruang terbuka kota yang lebih lega dan dapat digunakan sebagai suatu cara untuk peremajaan kota bagi daerah yang kumuh. 

Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rumah susun, yaitu Undang-undang No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun (“UURS”). Definisi rumah susun menurut Pasal 1 butir (1) UURS adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Arah kebijaksanaan rumah susun di Indonesia tercantum dalam UURS berisi 3 (tiga) unsur pokok, yaitu:

1. Konsep tata ruang dan pembangunan perkotaan, dengan mendayagunakan tanah secara optimal dan mewujudkan pemukiman dengan kepadatan penduduk;

2. Konsep pembangunan hukum, dengan menciptakan hak kebendaan baru yaitu satuan rumah susun yang dapat dimiliki secara perseorangan dengan pemilikan bersama atas benda, bagian dan tanah dan menciptakan badan hukum baru yaitu Perhimpunan Penghuni, yang dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya dapat bertindak ke luar dan ke dalam atas nama pemilik satuan rumah susun, berwenang mewujudkan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan rumah susun;

3. Konsep pembangunan ekonomi dan kegiatan usaha, dengan dimungkinkannya kredit konstruksi dengan pembebanan hipotik atau fidusia atas tanah beserta gedung yang masih dibangun.

Berdasarkan arah kebijaksanaan tersebut, maka tujuan pembanguan rumah susun adalah:

1. Untuk pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat;

2. Untuk mewujudkan pemukiman yang serasi, selaras dan seimbang;

3. Untuk meremajakan daerah-daerah kumuh;

4. Untuk mengoptimalkan sumber daya tanah perkotaan;

5. Untuk mendorong pemukiman yang berkepadatan penduduk. 

Di dalam Penjelasan Umum UURS ditegaskan bahwa pembangunan rumah susun ditujukan terutama untuk tempat hunian, khususnya bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Namun demikian pembangunan rumah susun harus dapat mewujudkan pemukiman yang lengkap dan fungsional, sehingga diperlukan adanya bangunan bertingkat lainnya untuk keperluan bukan hunian yang terutama berguna bagi pengembangan kehidupan masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itu, ada pembangunan rumah susun yang digunakan bukan untuk hunian melainkan fungsinya memberikan lapangan kehidupan masyarakat, misalnya untuk tempat usaha, pertokoan, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Hal ini diatur dalam Pasal 24 UURS yang menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan dalam UURS berlaku dengan penyesuaian menurut kepentingannya terhadap rumah susun yang dipergunakan untuk keperluan lain, mengingat bahwa dalam kenyataannya terdapat kebutuhan akan rumah susun yang bukan untuk hunian tetapi mendukung fungsi pemukiman dalam rangka menunjang kehidupan masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UURS disebutkan bahwa penghuni wajib membentuk PPRS sebagai badan hukum berdasarkan UURS ini, guna mengurus kepentingan bersama milik para penghuni, berupa tanah bersama, benda bersama dan bagian bersama sejak Rumah Susun dapat dijual dan mendapatkan izin layak huni. Disamping PPRS, perlu dibentuk the Strata Title Commisioner  sebagai pengawas apabila tidak dilaksankannya hak dan kewajiban rancangan UURS dan peraturan pelaksananya (sebagai pengawas dan pengendali adalah Pemerintah dan Pemda) sesuai PP No. 38 tahun 2007 dan the Strata Title Board (dibentuk lembaga pengadilan khusus/adhoc judicial) sebagai lembaga yang menyelesaikan perkara yang diserahkan oleh Pemerintah dan Pemda terkait hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam rancangan UURS.

Dalam Pasal 33, 37 dan 72 PP No. 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun, mengatur bahwa Pemda perlu segera menyusun Perda tentang Rumah Susun. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal PP tersebut dikeluarkan Permendagri No. 3 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Perda tentang Rumah Susun. Dalam Pasal 1 dan 5  Permendagri ini disebutkan bahwa Permen ini dibentuk agar Perda punya pedoman dalam menyusun Perda tentang rumah susun yang antara lain mengatur tentang tata cara perizinan rumah susun, pengesahan pertelaan, izin layak huni, akta pemisahan satuan rumah susun dan pengesahan PPRS. Dan Kepala daerah menetapkan pembentukan PPRS, guna mengatur penghunian, penggunaan dan pemeliharaan rumah susun. 

Meskipun di daerah perkotaan sudah banyak dibangun rumah susun seperti Medan, Palembang, Banjarmasin, Semarang, Jakarta, Batam, Yogyakarta, Makasar, Bandung dan Surabaya. Namun, baru 2 (dua) kota yang baru memiliki Perda tentang Rumah Susun yaitu Pemda propinsi DKI dengan Perda No. 1 tahun 1991 tentang Rumah Susun dan Perda Kotamadya Daerah Tkt II Medan No. 11 tahun 1991 tentang Rumah Susun. DKI Jakarta dalam rangka menunjang percepatan pembangunan Rusuna 1000 Tower sudah memiliki Pergub No. 136 tahun 2007 tentang percepatan pembangunan Rusuna. Kedepan, seiring dengan revisi UURS, maka seyogyanya setiap daerah kawasan perkotaan segera mempersiapkan Perda tentang Rumah Susun seperti halnya Pemda DKI.

Dalam pasal 20 UURS tentang pengawasan seyogyanya diubah menjadi pengawasan dan pengendalian atas UURS dan peraturan pelaksanaanya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemda. Dan Pasal 21 UURS tentang ketentuan pidana diubah menjadi ketentuan sanksi adminsitratif, perdata dan pidana yang lebih berat hukuman/dendanya sebagai efek jera (Law enforcement) bagi yang melanggarnya.

Secara rinci, beberapa persoalan yang dinilai sebagai kelemahan UURS ini adalah sebagai berikut:

1. UU 16/1985 belum dapat menjadi kegiatan industri atau pasar perumahan yang efisien dalam rangka menjadikan ruang perkotaan yang sumber daya tanahnya terbatas dapat dihuni sebanyak mungkin warga masyarakat yang bekerja didalamnya secara lebih nyaman, aman, dan manusiawi. 

2. Penerima manfaat (Beneficiary) dari keberadaan UU 16/1985 ternyata lebih didominasi oleh kalangan masyarakat berpenghasilan menengah-atas. Hal ini terbukti dari fakta bahwa sampai dengan sebelum diluncurkannya program 1.000 tower, tahun 2007, stok rumah susun milik didominasi oleh rumah susun mewah dan menengah.  Stok rumah susun untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah hanya berupa rumah susun sederhana sewa, yang sebagian besar disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah DKI, dan Perum Perumnas (government provision).  Ketersediaan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah tersebut lebih mirip dengan perumahan sosial yang pengelolaannya belum diselenggarakan secara professional, seperti dengan jangka waktu penghunian yang tidak bisa dikendalikan, harga sewa yang tidak didasarkan kepada biaya operasi dan pemeliharaan rumah susun yang pada gilirannya menjadikan kondisi hunian rumah susun tidak terpelihara, dsb. Bahkan hak penghunian telah banyak yang berpindah penghuni dari kelompok masyarakat menengah-bawah kepada masyarakat menengah-atas (filtering up).

3. Rumah susun belum menjadi instrumen  untuk mengarahkan dan mengembangkan kota yang ramah lingkungan, seperti penghematan terhadap lahan, penghematan biaya transportasi, kedekatan dengan lokasi pekerjaan, dan lain sebagainya. Terlebih lagi untuk lingkungan rumah susun yang mixed-use atau komprehensip yang hanya mampu dibeli atau dihuni oleh kalangan masyarakat menengah-atas. Kondisi ini semakin meningkatkan kesenjangan sosial antara masyarakat menengah-atas dengan masyarakat menengah-bawah. 

4. Sifat kondominium, sebagaimana yang dianut dalam UU 16/1985 semakin kurang mendapat tanggapan masyarakat berpenghasilan menengah-bawah, karena persoalan daya beli dan keterjangkauan affordability yang memang terbatas. Strata tittle sebagaimana diiklankan dalam penjualan rumah susun milik selama ini tidak memiliki landasan pengaturan perundangan. Padahal, pemilikan satuan rumah susun dengan konsep strata tittle disamping dapat menjadikan harganya lebih dapat terjangkau, penerapan konsep ini dapat sekaligus nmembuka peluang pemilikan oleh orang asing tanpa harus memiliki tanah tempat berpijaknya bangunan rusun. Hal ini demikian karena peraturan perundang-undangan bidang pertanahan sangat membatasi pemilikan oleh orang asing. Padahal banyak manfaat yang diperoleh oleh investasi yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia, khususnya dalam menggerakan perekonomian melalui sector industri perumahan.

5. Dukungan pemerintah daerah dalam mendukung proses yang terkait dengan sisi pasokan/ supply masih dirasakan sangat terbatas. Hal ini ditunjukkan oleh pemanfaatan tata ruang dan prasarana yang tidak efisien dan kurang mendukung  bangunan hunian vertikal, perijinan yang high cost, skema pembiayaan konstruksi yang tidak market-friendly, sistem penghitungan tarif air dan listrik yang masuk katagori komersial. 

6. Dukungan pemerintah dalam mendukung proses yang terkait dengan sisi permintaan belum efisien, seperti ditunjukkan pada sistem pembiayaan kepemilikan rumah susun sederhana milik (rusunami) yang high cost, mekanisme subsidi yang belum mantap dan tidak market-friendly, dan premium fee yang besarnya diluar kewajaran, misalnya adanya biaya view, dan lain sebagainya. Khusus terkait dengan tarif air, listrik dan gas tersebut menjadikan biaya operasional tinggal di rumah susun menjadi relatif mahal, sehingga kalangan masyarakat, khususnya dari kalangan menengah-bawah kurang terinsentif untuk tinggal di rumah susun. Disamping harga rumah susun yang semakin kurang terjangkau oleh masyarakat menengah-bawah, biaya hidup di rumah susun ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan tinggal di rumah tapak (landed house), hal ini menjadikan masyarakat menengah-bawah semakin kurang terinsentif untuk tinggal di rumah susun.

7. Pemerintah daerah belum terlibat secara aktif dalam urusan penyelenggaraan rumah susun.  Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun yang seharusnya ada sebelum sebuah bangunan rumah susun milik berdiri sering tidak dimiliki oleh pemkab/kota yang nyata-nyata membutuhkan hunian vertikal.

8. UU 16/1985 hanya mengatur rumah susun milik, sedangkan ketentuan tentang rumah susun sewa belum diatur. Hal ini menyebabkan hampir tidak ada badan usaha swasta yang masuk ke dalam bisnis rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah. Disamping itu, Koperasi juga belum terlibat aktif sebagai Badan Usaha yang menjalankan usahanya sebagai pembangun dan/atau pengelola rumah susun.

9. Keberadaan pengaturan tentang PPRS (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun) seringkali belum mampu mengatasi permasalahan pengelolaan rumah susun sehingga sering merugikan penghuni. Pembentukan PPRS seringkali diwarnai bias oleh kepentingan Pengembang yang ingin mendapatkan keuntungan finansial tertentu dalam pengelolaan rumah susun, khususnya yang terkait dengan pemanfaatan benda-bersama, bagian-bersama, dan tanah-bersama.

10. Lokasi rumah susun seringkali kurang mendukung kemudahan pencapaian lokasi pekerjaan, khususnya bagi kelompok masyarakat menengah-bawah, sehingga kurang diminati oleh masyarakat kelompok sasaran. Pembangunan rumah susun di daerah perkotaan sering terkendala oleh ketersediaan tanah.

11. Pada UU 16/1985 belum diatur ketentuan tentang kegiatan perbaikan, pemugaran dan peremajaan rumah susun, padahal faktanya banyak bangunan rumah susun yang telah habis jangka waktu umur teknisnya dan dapat membahayakan penghuninya. Namun demikian upaya permajaan tersebut sering terkendala karena tidak ada dukungan dari penghuni atau kurangnya minat badan usaha yang akan melakukan peremajaan (renewal) rumah susun tersebut.

12. Di samping itu, setelah diundangkannya UU nomor 16/1985, berbagai peraturan perundangan terkait rumah susun banyak yang berubah atau muncul peraturan perundang-undang baru,  yang menuntut perlunya revisi UU nomor 16/1985, antara lain: UU nomor 39/1999 tentang HAM, UU nomor 28/2002 tentang Bangunan Gedung, UU nomor 32/2004 tentang Otonomi Daerah, UU nomor 11/2005 tentang Pengesahan Kovenan International tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, UU nomor 24/1992 yang telah diganti dengan UU nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang, UU nomor 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diganti dengan UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

D. Pengaturan yang Diharapkan

Berdasarkan review atas UURS, maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal UURS dalam bentuk PP juga harus direview/disesuaikan dengan hasil review atau UURS tersebut di atas. Termasuk juga peraturan di bawah PP-nya, Permen/Kepmennya, Perdanya dan yang terkait dengan UURS juga mesti direview agar konsisten/harmonis dengan semangat legal review UURS tersebut di atas. Karena menurut Maria SW Sumardjono bahwa merupakan azas umum dalam penyusunan suatu per-UU-an, dimana suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (sinkron secara vertical) dan peraturan lain yang sederajat (sinkron horizontal). 

Pokok yang diatur harus mempunyai landasan filosofis, yuridis dan sosilogis, sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga rancangan UURS nantinya dapat ditaati oleh semua pemangku kepentingan atau stakeholder dan tidak ada celah hukum atau “loop hole” yang dapat digunakan oleh pengembang yang tidak bertanggung jawab atau stakeholder. Terkait dalam manajemen dan pemeliharaan pembangunan rumah susun kedepannya yang efisien, efektif, transparan, adil serta berkelanjutan (Good governance dan good corporate governance), dalam penyusunan rancangan UURS ini perlu mengacu kepada UU No. 10 Tahun 2004 dan Perpres No. 68 tahun 2005.
Disamping itu, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 H, ayat (2), undang-undang tentang rumah susun ini diharapkan dapat menjadi affirmative action Negara yang memberikan jaminan dan memprioritaskan pengadaan perumahan yang layak bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah, dan rakyat yang sangat miskin, yang sampai saat ini terpinggirkankan oleh meluasnya penguasaan perumahan dan rumah susun oleh pengembang besar.  Salah satu bentuk affirmative action ini adalah adanya kebijakan pemberian kemudahan dan/atau bantuan kepada masyarakat berpenghasilan menengah bawah (MBM), termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah susun layak huni. Kemudahan dan/atau bantuan yang dapat diberikan oleh  Pemerintah melalui penyediaan program fasilitas likuiditas yaitu berupa pemberian pinjaman kepada lembaga keuangan bank dengan tingkat suku bunga sangat lunak. Program tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat suku bunga KPRS, khususnya KPRSS Bersubsidi.
 

Tujuan pemberian subsidi perumahan pada dasarnya untuk meringankan beban angsuran debitur, karena subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan menengah termasuk masyarakat berpenghasilan rendah umumnya berupa subsidi selisih bunga, artinya Pemerintah menanggung angsuran sebagian bunga KPRS yang ditetapkan oleh bank. Namun demikian tujuan tersebut tidak sesuai sebagaimana yang diharapkan, selama ini debitur hanya mendapat bantuan dalam beberapa tahun pertama atau tidak sepanjang tenor pinjaman. Oleh karena itu, dalam upaya membantu lebih banyak lagi masyarakat berpenghasilan menengah termasuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah susun, Pemerintah merasa perlu melakukan intervensi untuk menurunkan tingkat suku bunga KPRSS Bersubsidi dan mengingat intervensi yang dilakukan selama ini kurang berjalan efektif maka diperlukan cara lain untuk menurunkan tingkat suku bunga KPRSS Bersubsidi. Pemerintah menyadari permasalahan yang dihadapi oleh Bank  penerbit KPRS adalah karena tingginya Cost of Fund yang secara tidak langsung disebabkan oleh adanya mismatch antara masa tenor sumber pendanaan Bank dengan masa tenor pinjaman KPRS. 

Sehingga, diperlukan intervensi kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) berupa pemberian pinjaman sangat lunak (fasilitas likuiditas) dengan tenor yang disesuaikan dengan umur pinjaman. Agar fasilitas likuiditas tersebut sesuai dengan tujuannya, maka fasilitas tersebut hanya dapat dimanfaatkan bagi pembiayaan perumahan, baik untuk membiayai kredit konstruksi maupun KPRS. Untuk mengelola fasilitas likuiditas ini, perlu dipertimbangkan sebuah lembaga yang sudah ada atau lembaga baru yang mengurusi pembiayaan perumahan dan rumah susun yang dibentuk oleh Pemerintah. Dalam keadaan mendesak apabila diperlukan Pemerintah dapat membentuk Special Purpose Vehicle (SPV) atau lembaga lainnya yang diberi tugas dan kewenangan mengatur penggalangan, pemupukan dan pemanfaatan dana baik yang bersumber dari APBN, APBD, Bapertarum, YKPP, ASABRI, Jamsostek, Hibah/Bantuan luar negeri atau dana lainnya yang sah. 

Disamping itu, melalui affirmative action ini juga diharapkan akan terjadi efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan perumahan serta rumah susun, terutama di kawasan perkotaan. Pelaksanaannya harus dilakukan secara terpadu (sektornya, pembiayaannya, maupun pelakunya) berdasarkan suatu program jangka menengah lima tahunan yang disusun secara transparan dengan mengikutsertakan berbagai pihak yang terlibat (pemerintah, badan usaha, dan masyarakat) berdasarkan suatu rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Perubahan terhadap undang-undang ini diharapkan dapat diatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya kecenderungan warga masyarakat dari berbagai kelompok penghasilan yang ingin bertempat tinggal di perkotaan semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan bahwa pada saat ini 50 % lebih dari jumlah penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Dengan ketersediaan tanah untuk permukiman di perkotaan yang  semakin terbatas, sementara kebutuhan tempat tinggal yang layak di perkotaan yang semakin meningkat, maka rumah susun perlu didorong menjadi solusi andalan bagi pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman bagi warga masyarakat di perkotaan

2. Perlu dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bertempat tinggal di rumah susun, baik dari kalangan masyarakat menengah –atas maupun dari kalangan menengah-bawah. Untuk itu perlu dikembangkan berbagai jenis rumah susun, seperti (1) rumah susun komersial bagi masyarakat berpenghasilan menengah-atas yang dapat diperjualbelikan sebagai barang komoditas dan mengikuti mekanisme pasar; (2) rumah susun umum (publik) yang pembangunannya mendapatkan fasilitas kemudahan dan bantuan pemerintah agar dapat dijangkau sesuai daya beli kalangan masyarakat berpenghasilan menengah-bawah; dan (3) rumah susun khusus untuk keperluan sosial atau tempat tinggal temporer/sementara, seperti rumah singgah, rumah susun sewa atau bebas sewa, seperti asrama mahasiswa, asrama bagi PNS, TNI, Polri, Pekerja perusahaan beserta keluarganya.
3. Pemantapan sistem pengelolaan rumah susun perlu dilakukan agar dapat dihindarkan praktek pengalihan kepemilikan kepada yang tidak berhak serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi penghuni, masyarakat di sekitarnya dan bagi penataan perkotaan yang serasi, seimbang dan berwawasan lingkungan.
4. Pembangunan rumah susun disamping bertujuan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan bagi seluruh lapisan masyarakat, perlu diuapayakan agar dapat sekaligus mengendalikan perkembangan perumahan dan permukiman serta mengarahkan pembangunan perkotaan yang serasi, seimbang yang memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan rumah susun yang serasi, seimbang dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diharapkan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan sosial yang mungkin muncul di masyarakat.
5. Disamping asas pelekatan yang dianut dalam UU 16/1985, dalam revisi UU Rumah Susun ini diharapkan juga mengakomodasi asas pemisahan horisontal sebagaimana dianut dalam UU 4 Tahun 1992 [pasal 6 ayat (2)] tentang perumahan dan Permukiman yang menganut azas pemisahan horizontal. Sehingga pengertian tentang “Pemilik” satuan rumah susun tidak harus selalu memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Ketika seseorang hanya memiliki satuan rumah susun yang tanah-bersama dimana rumah susun tersebut berdiri berupa tanah sewa, maka yang bersangkutan hanya harus memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas bangunan rumah susun. Namun bila status hak atas tanah-bersama berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai, maka yang bersangkutan memang harus memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas bangunan sekaligus atas tanah sesuai UUPA. Terkait dengan bukti kepemilikan atas satuan rumah susun, diusulkan bahwa bukti kepemilikan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu (1) untuk satuan rumah susun yang status tanah-bersamanya berupa HM, HGB, HP; dan (2) satuan rumah susun yang tanah-bersamanya berupa Hak Sewa atau menggunakan tanah milik orang/badan lain.  Pada kedua macam satuan rumah susun ini, kiranya dapat diterbitkan sertifikat hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang terpisah dengan sertifikat hak atas tanah bersama. S Sertifikat hak kepemilikan atas satuan rumah susun diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota atau Badan yang dibentuk Pemerintah untuk itu. Sedangkan sertipikat bukti hak milik atas tanah-bersama diterbitkan oleh Kantor Pertanahan kab/Kota.

6. Pengaturan kepemilikan tersebut akan memberikan keuntungan sebagai berikut:

a. Bagi MBR: (1) komponen harga tanah yang terpisah akan membuat harga satuan rumah susun menjadi lebih terjangkau.  Hal ini dimungkinkan karena kepemilikan bangunan satuan rumah susun dengan kepemilikan tanah bersama terpisah karena menganut asas pemisahan horizontal; (2) Sertifikat hak kepemilikan atas (bangunan) satuan rumah susun tersebut diharapkan dapat memberikan 3 (tiga) manfaat sekaligus yaitu dapat dinikmati, dapat digunakan, dan dapat dialihkan.
b. Bagi orang Asing: Kepemilikan satuan rumah susun oleh orang asing yang tanpa kepemilikan tanah bersama diharapkan dapat semakin membuka peluang orang asing memiliki rumah di Indonesia.
c. Dapat mengurangi praktek spekulasi tanah, hal ini dapat terjadi karena tanah untuk pembangunan rumah susun dapat dilakukan dengan cara sewa atau penyertaan saham dari pemilik tanah.
d. Pada gilirannya permintaan dan penawaran rumah susun akan meningkat yang mendukung tiga sasaran pembangunan nasional yaitu pro-growth, pro-job, dan pro-poor.
7. Perlu diatur tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah agar dapat secara komprehensif mendukung penyelenggaraan rumah susun, khususnya dari sisi penawaran (seperti perijinan maupun penyediaan prasarana, sarana dan utilitas bangunan dan lingkungan).

8. Perlu diatur tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah agar dapat secara komprehensif mendukung penyelenggaraan rumah susun, khususnya dari sisi permintaan, seperti dalam dukungan pembiayaan KPR dan berbagai fasilitas dan kemudahannya. Perlu ada pengaturan tarif khusus untuk pelayanan prasarana, sarana dan utilitas bangunan dan lingkungan agar tidak memberatkan masyarakat berpenghasilan menengah-bawah dalam menghuni rumah susun, sehingga kelompok masyarakat ini semakin terinsentif tinggal di rumah susun.

9. Perlu diamanatkan agar setiap pemerintah daerah yang daerahnya berpotensi untuk dibangun rumah susun dalam jangka waktu selambat-lambatnya dua tahun setelah UU ini diundangkan harus sudah mengesahkan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun.

10. Perlu dibuka peluang dalam UU ini bagi Badan Usaha, koperasi maupun Masyarakat untuk menyelenggarakan rumah susun sewa, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah dengan berbagai insentif dari Pemerintah dan atau pemerintah daerah. Disamping itu, untuk menggairahkan industri rumah susun, kiranya UU yang baru dapat memberikan kesempatan bagi suatu badan hukum untuk dapat memiliki bangunan rumah susun seutuhnya atau sejumlah unit/ satuan rumah susun untuk disewakan kepada orang lain atau pegawai/karyawan badan tersebut.

11. Perlu pengaturan yang lebih komprehensif tentang pembentuan PPRS maupun ketentuan tentang pengelolaan rumah susun, khususnya yang berkaitan dengan dengan pemanfaatan benda-bersama, bagian-bersama, dan tanah-bersama sehingga tidak merugikan kepentingan penghuni rumah susun serta tidak bias kepentingan pengembang.

12. Perlu mewajibkan pemerintah daerah menetapkan lokasi pembangunan rumah susun yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah dekat dengan tempat pelayanan umum dan tempat mencari nafkah atau mudah menciptakan lapangan kerja (job-creation) dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang kota.

13. Diatur usaha bank tanah oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Keberadaan bank tanah ini disamping untuk memastikan ketersediaan tanah untuk pembangunan rumah susun, juga sekaligus untuk mengendalikan harga sewa tanah untuk pembangunan rumah susun di perkotaan.

14. Perlu diatur ketentuan hak dan kewajiban para pihak, baik penghuni maupun badan usaha yang akan melakukan peremajaan rumah susun tersebut, sehingga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait

15. Perlu memperhatikan berbagai amanat peraturan perundang-undangan yang dimaksud, agar keberadaan UU yang baru dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya khususnya dalam pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman khususnya melalui penyelenggaraan rumah susun sesuai pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

BAB  III

LANDASAN PEMIKIRAN

A. Landasan Filosofis

Dasar filosifis yang pertama dari rancangan undang-undang tentang rumah susun ini adalah pada pandangan hidup Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Rumusan Pancasila ini yang merupakan dasar hidup Negara Indonesia dituangkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia. Ditekankan dalam dasar Negara Indonesia, bahwa Indonesia adalah Negara hukum (rechstaat) bukan berdasarkan kekuasaan (machstaat). 

Pancasila sebagai norma filosofis hukum Indonesia harus dapat tercerminkan dalam undang-undang yang dibentuk di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lima butir Pancasila harus dapat diterjemahkan dan terumuskan dalam tata hukum yang bertujuan untuk mememajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam pengaturan rumah susun secara filosofis kelima sila dari Pancasila itu secara langsung maupun tidak langsung menjadi dasar pembentukan aturan-aturan yang dibuat. 

Ketuhanan yang Maha Esa, secara filosofis menunjukkan bahwa segala kegiatan di Indonesia harus berdasarkan pandangan bahwa segala yang di dunia ini mengikuti aturan tertentu yang dibuat oleh supreme being. Sila ke-dua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila ke-tiga Persatuan Indonesia harus tercermin dalam pengaturan rumah susun yang tidak akan menimbulkan segregasi sosial dan spasial. Beberapa penelitian yang dilakukan (Leisch, 2002, Firman, 2002, Winarso 2005, 2007) menunjukan bahwa segregasi sosial dan spasial terjadi dalam pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia, yang telah menimbulkan keresahan sosial pada beberapa tahun terakhir ini (Winarso 2005). Keadaan itu jelas bertentangan dengan pandangan yang telah disebutkan dalam dua Sila di atas karena tidak menunjukkan adanya nilai-nilai kemanusiaan yang berujung pada hal yang membahayakan persatuan Indonesia. 
Sila ke-empat, yang menunjukkan pandangan bangsa Indonesia yang memperhatikan nilai-nilai kerakyatan untuk mencapai keadilan sosial, dengan jalan musyawarah dan sebagaimana dinyatakan pada sila ke-lima harus pula menjadi dasar pengaturan rumah  susun untuk mencapai keadilan sosial. Dalam pandangan filosofis ini jelas bahwa bangsa Indonesia menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoneisa harus memperhatikan kesempatan bagi segmen masyarakat yang kurang beruntung secara sosial dan ekonomi untuk mendapatkan kesempatan yang lebih dalam menghuni rumah yang layak, dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan  teratur.

Kebutuhan akan rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan tersebut akan terus ada dan berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak sifatnya. Perbaikan mutu hidup masyarakat yang diwujudkan melalui pembangunan nasional harus diikuti dan disertai secara seimbang dengan perbaikan mutu perumahan. Perbaikan bukan saja, dalam pengertian kuantitatif, tetapi juga  kualitatif dengan  memungkinkan terselenggaranya perumahan yang sesuai dengan hakekat dan fungsinya. Upaya pengadaan perumahan diwujudkan dalam mendapatkan kesempatan mempergunakan rumah antara lain dengan cara sewa. Pengadaan perumahan khususnya di daerah padat penduduk perlu memperhatikan keterbatasan lahan sehingga prasarana pembangunan rumah susun dapat menjadi salah satu alternatif.

Kebutuhan akan rumah sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia  akan terus ada dan berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban. Perbaikan mutu perumahan yang diwujudkan melalui pembangunan nasional harus ditujukan untuk meningkatkan mutu kehidupan. Perbaikan tersebut bukan saja dalam pengertian kuantitatif, tetapi juga kualitatif dengan  memungkinkan terselenggaranya perumahan yang sesuai dengan hakekat dan fungsinya. 

Perumahan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina, serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Perumahan dan rumah susun tidak dapat dilihat sebagai sarana kebutuhan kehidupan semata‑mata, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya, dan menampakkan jati diri. Oleh karena itu, perumahan dan pemukiman merupakan salah satu upaya membangun manusia Indonesia   seutuhnya, yang memiliki kesadaran untuk selalu menjalin hubungan antar sesama manusia, lingkungan tempat tinggalnya dan senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penyelenggaraan rumah susun diarahkan untuk mengusahakan dan mendorong terwujudnya kondisi setiap orang atau keluarga di Indonesia yang mampu bertanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan perumahannya yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya masyarakat serta lingkungan yang berjati diri, mandiri, dan produktif.

Mengacu kepada hakekat, bahwa keberadaan rumah akan sangat menentukan kualitas masyarakat dan lingkungannya di masa depan, serta prinsip pemenuhan kebutuhan akan rumah susun adalah merupakan tanggung jawab masyarakat sendiri, maka penempatan masyarakat sebagai pelaku utama dengan strategi pemberdayaan merupakan upaya yang sangat strategis. Sehingga harus melakukan pemberdayaan masyarakat dan para pelaku kunci lainnya di dalam penyelenggaraan perumahan dan rumah susun dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya pendukung penyelenggaraan perumahan.

Sementara pemerintah harus lebih berperan sebagai fasilitator dan pendorong dalam upaya pemberdayaan bagi berlangsungnya seluruh rangkaian proses penyelenggaraan perumahan demi terwujudnya keswadayaan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau secara mandiri sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam rangka pengembangan jati diri, dan mendorong terwujudnya kualitas lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan, baik di perkotaan maupun di perdesaan

B. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis rumah dilihat sebagai tempat suatu keluarga membentuk jati dirinya, menjadi mempunyai kebanggaan. Berangkat dari keadaan itu dapat diharapkan suatu keluarga menjadi keluarga yang lebih sejahtera. Dalam padangan sosiologis, rumah dan permukiman seringkali dianggap dapat memberikan citra pada pemiliknya. Tinggal di kawasan permukiman yang tertata dan mahal dapat menunjukkan status sosial tertentu.

Persoalan perumahan muncul dan akan bertambah buruk dapat disebabkan oleh beberapa faktor, namun alasan yang paling mendasar adalah bahwa perumahan diproduksi, dibiayai, dimiliki, dijalankan, dan dijual dengan tujuan untuk melayani kepentingan modal privat. Adanya rumah sebagai komoditas sektor privat menyebabkan pembangunan perumahan dan rumah susun akan didominasi oleh stakeholder yang menggunakan berbagai cara dalam mengolah perumahan sebagai komoditas utamanya untuk meraih keuntungan. Para stakeholder tersebut mencakup pengembang real estate, kontraktor, produsen bahan bangunan, hipotik, dan penyedia perumahan lain seperti pemberi kredit rumah, investor, spekulan, tuan tanah, dan pemilik rumah itu sendiri. Konsekuensi yang harus ditanggung oleh konsumen antara lain tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk memiliki atau menempati rumah

Pembangunan perumahan terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kependudukan, pertanahan, daya beli masyarakat, perkembangan teknologi dan industri jasa konstruksi, kelembagaan, dan peraturan perundangan. Kependudukan merupakan faktor yang memberikan pengaruh yang paling besar, terutama di kota besar dimana ledakan pertambahan penduduk dan urbanisasi merupakan hal yang sangat sulit untuk diprediksikan.

Pertanahan, terkait dengan penyediaan lahan, dan. di perkotaan, permasalahan menjadi sangat pelik, karena lahan yang terbatas dan harga yang semakin meningkat. Pesatnya perkembangan kota, terutama yang terjadi di pulau Jawa menyebabkan bertambah mahalnya harga tanah, sehingga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah tidak mampu untuk membeli rumah. Akibat kenaikan harga tanah tersebut, diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan. 

Sejak zaman orde baru sampai saat sekarang, masalah daya beli masyarakat, terutama golongan ekonomi menengah ke bawah, merupakan faktor yang sangat dominan dan mempengaruhi kelancaran pengadaan rumah, disamping masalah ke-pendudukan dan pertanahan. Berbagai faktor yang mempengaruhi harga jual rumah, antara lain adalah harga tanah, bangunan, prasarana (jalan, listrik, air bersih,dll.) dan tingkat suku bunga, dimana terjadi kecenderungan bahwa harga tersebut dari waktu ke waktu semakin meningkat yang  enyebabkan kenaikan harga jual rumahnya. Sementara itu, masalah kelembagaan, Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pemegang kebijaksanaan, pembinaan dan pelaksanaan. Dalam menunjang kelembagaanini, peraturan perundangan merupakan landasan hukum bagi penerapan kebijakan dasar dan petunjuk pelaksanaan pembangunan perumahan.

Rumah terkait dengan nilai dan harkat-martabat penghuninya, dimana manusia yang tinggal di dalamnya merupakan mahluk sosial, ekonomi, politik sekaligus sebagai mahluk budaya. Dalam hubungan dengan proses modernisasi dan perubahan tata nilai kehidupan, sebagai mahluk sosial, manusia memandang fungsi rumah dalam lingkup pemenuhan kebutuhan sosial budaya dalam masyarakat. Disamping itu sebagai mahluk ekonomi, rumah dipandang memiliki nilai investasi jangka panjang yang memberikan jaminan penghidupan di masa datang, hal ini sering terjadi di perkotaan dimana keluargakeluarga baru akan berpisah dari keluarga besar mereka dengan membeli atau menyewa rumah sambil mencari untuk membeli rumah baru.

Sebagai mahluk politik, rumah merupakan kebutuhan dasar yang sifatnya struktural, yakni bagian dari peningkatan kualitas kehidupan, penghidupan dan kesejahteraan. Oleh sebab itu pembangunan perumahan bukan hanya merupakan target kuantitatif semata, namun juga harus memandang pencapaian sebagai sasaran kualitatif penghuninya yang sesuai dengan hakekat dan fungsi rumah itu sendiri. Masyarakat Indonesia merupakan masyara kat majemuk, dikenal dengan budayanya yang majemuk pula, secara berkelanjutan mengalami proses modernisasi, dimana proses modernisasi terjadi begitu cepatnya di perkotaan. Masyarakat modern mempunyai ciri-ciri, antara lain memiliki intelektualitas yang tinggi, produktif, efisien, penghargaan waktu, motivasi tinggi dan mandiri. Ciri tersebut berbarengan dengan berkurangnya jumlah anggota keluarga melalui pembatasan jumlah anak.

Pengadaan perumahan di Indonesia sudah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda dengan pembentukan ‘N.V. Volkshuisvesting’ (Perusahaan Perumahan Rakyat) dengan modal pemerintah pusat 25% dan Pemerintah Daerah (‘Gemeente’) 75%. Sedangkan Perum Perumnas didirikan melalui peraturan Pemerintah no.29 tahun 1974 tanggal 18 Juli 1974, sebagai tindak lanjut dari hasil lokakarya nasional tentang kebijaksanaan Perumahan dan Pembiayaan Pembangunannya, yang diselenggarakan pada bulan Mei tahun 1972. Dari lokakarya tersebut diuraikan bahwa untuk melaksanakan pengadaan perumahan sebagai pengusahaan perlu adanya Badan Pembangunan Perumahan di tingkat Pusat dan Daerah. Badan tersebut merupakan suatu badan dengan tugas dan kewenangan yang lebih luas dari pada badan usaha lainnya (Yudohusodo, dkk.,1991 :151). 

Undang-Undang nomor 16 Tahun 1985 tentang Ruma Susun sebagai dasar hukum penyelenggaraan penyelenggaraan rumah susun di Indonesia saat ini dianggap sudah tidak dapat lagi mengakomodir penyelenggaraan rumah susun saat ini.  Pada tahun 1992, pembangunan perumahan, termasuk rumah susun sedang dalam titik tertinggi dan Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas selain dari pada itu peta politik Indonesia pada saat itu masih bersifat sentralistik.  Oleh karena itu pada masa yang akan datang perlu dikembangkan kepranataan dan instrumen penyelenggaraan perumahan dan rumah susun yang lebih berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan sosial, peningkatan serta pengembangan dibidang perumahan dan rumah susun yang professional baik bagi aparat pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun bagi para pemangku berkepentingan dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

Peningkatan urbanisasi dan industrialisasi yang tidak diikuti dengan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi mengakibatkan kondisi rumah yang tidak layak huni dalam lingkungan perumahan tidak memadai.  Selain dari pada itu, kurangnya sarana dan prasarana lingkungan, ketidakmampuan masyarakat dalam memelihara dan memperbaiki lingkungan perumahan yang ada, dan masih rendahnya kualitas perumahan baik secara fungsional, lingkungan, maupun visual wujud lingkungan semakin memperburuk kualitas lingkungan perumahan dan rumah susun. Hal tersebut merupakan masalah yang  utama dalam rangka  menciptakan lingkungan perumahan yang sehat, aman, serasi, seimbang dan berkelanjutan. Permasalahan lingkungan juga menjadi lebih berkembang dikaitkan dengan belum diterapkannya secara optimal pencapaian standar pelayanan minimal perumahan dan permukiman yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan ekologis dan berbasis pada pembangunan yang berkelanjutan di masing-masing daerah.

Selain dari kurangnya peran serta masyarakat, penyelenggaraan perumahan dan permukiman khususnya di daerah disebabkan oleh keterbatasan kinerja tata pemerintahan di seluruh tingkat administrasi, sehingga berdampak langsung pada lemahnya implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan yang inkonsistensi dalam pemanfaatan lahan untuk perumahan dan rumah susun, dan munculnya dampak negatif terhadap lingkungan.  Urbanisasi di daerah yang tumbuh cepat juga merupakan tantangan bagi pemerintah, baik nasional maupun lokal, untuk menjaga pertumbuhannya yang tidak merata, termasuk dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah secara fisik sangat dibutuhkan peraturan-peraturan yang memberikan peluang kepada masyarakat baik dalam penyelanggaraan perumahan maupun masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah disisi lain. 

Fenomena yang ada membuktikan, bahwa kesenjangan antar wilayah mengakibatkan terjadinya pusat-pusat pertumbuhan yang tidak merata. Pusat-pusat kota di Pulau Jawa seperti Jakarta dan Surabaya lebih mempunyai peluang dalam hidup dan penghidupan yang berimplikasi pada penyelenggaraan rumah susun, hal ini berakibat pada:

a. arus migrasi ke kota tidak diimbangi dengan penyediaan perumahan

b. konsentrasi investasi di kota besar justru mendesak keluar permukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 

c. menyusutnya peluang penghidupan di pedesaan.

Kondisi sosiologis tersebut menunjukkan adanya hal-hal yang memerlukan perhatian baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan antara lain:

1. Alokasi ruang hunian dan tempat kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menyediakan jasa dan barang yang terjangkau oleh masyarakat kota;

2. Adanya pengembangan kawasan kota tanpa mencegah terjadinya gentrifikasi dan marginalisasi. 

3. Belum terealisasinya hak bermukim bagi seluruh warga negara yang berimbas pada tidak adanya kepastian bermukim (security of tenure) – land and housing
4. Penanggulangan permukiman kumuh hampir tidak pernah ditangani secara manusiawi.

5. Belum terbinanya potensi swadaya masyarakat dalam pengadaan perumahan susun 

6. Kurangnya koordinasi penanganan kasus-kasus pelanggaran terhadap hak bermukim

Disamping itu, sebagai sebuah kebijakan, penyelenggaraan rumah susun jangka panjang adalah pengembangan perumahan yang ditunjang oleh: 

a. kepranataan pembangunan rumah susun yang partisipatif, transparan dan dapat dlipertanggungjawabkan (accountable), yang memiliki penekanan pada  pengadaan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau under-served, dan pengendalian pembangunan dan perkembangan rumah susun untuk mencegah monopoli oleh mekanisme pasar di dalam prosesnya dan untuk mencegah tidak terintegrasinya pembangunan dan perkembangan rumah susun dengan pembangunan tata ruang.

b. proses pembangunan dan perkembangan rumah susun  yang dapat memberdayakan seluruh kelompok masyarakat, khususnya yang selama ini terpinggirkan; efisien, adil dan efektif dalam pengalokasian sumber-sumber daya ruang, keuangan, dan infrastruktur; dan menghasilkan perkembangan rumah susun yang terintegrasi secara ruang, lingkungan, sosial dan infrastruktur.

c. Peningkatan peran dan tanggung-jawab Pemerintah Daerah dan mengembangkan kemampuannya di dalam pengelolaan pembangunan dan perkembangan rumah susun.

C. Landasan Yuridis 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H 

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabai.

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapa pun.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 40 menyebutkan bahwa ”setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”. 

Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Tahun 1945 tersebut telah diterbitkan Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun dan Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman dimana tujuan kedua Undang-undang tersebut adalah untuk pengaturan pemenuhan salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu rumah bagi seluruh masyarakat Indonesia baik dalam bentuk rumah tunggal maupun rumah susun.

Perubahan lingkungan startejik yang terjadi setelah diundangkannya kedua Undang-undang baik pengaturan tentang rumah susun maupun untuk perumahan dan permukiman meliputi tatanan sosial, budaya, ekonomi, politik membuat tuntutan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dan kehidupan demokrasi yang jauh berbeda.  Perubahan paradigma dalam pengaturan penyelenggaraan perumahan dan rumah susun merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum. Melalui pembaharuan perundang-undangan ini, diharapkan dapat terwujud suatu ide atau tatanan, yang mampu menjawab tuntutan perubahan  dan dinamika  masyarakat yang bertujuan memberi rasa aman dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan rumah susun. Adapun perbaikan ini dalam kepustakaan teori hukum disebut tool of social engineering melalui proses-proses legislasi dalam bentuk legal  reform yakni pembaharuan dalam sistem perundang-undangan atau materi hukum (substance). (Soetandyo wignjosoebroto, 2002)

Efektifitas aturan hukum sangat penting dalam kaitannya dengan bekerjanya aturan hukum tersebut dalam praktek. Clarence J.Dias menyatakan bahwa efektifitas suatu sistem hukum ditentukan oleh lima syarat sebagai berikut :  

1 mudah tidaknya dapat dipahami makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap dan dipahami.

2. luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum itu.

3. efisiensi dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan :

a. aparat Administrasi yang menyadari kewajibannya untuk melibatkan diri kedalam proses mobilisasi

b. para warga masyarakat yang merasa harus partisipasi didalam proses mobilisasi hukum.

4. adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa-sengketa itu

5. adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnyalah berdaya kemampuan efektif.

Sebagai bagian dari masyarakat Internasional yang turut menandatangani Deklarasi Rio de Janeiro, Indonesia selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diprakarsai oleh United Nations Centre for Human Settlements (UNCHS Habitat). Jiwa dan semangat yang tertuang dalam Agenda 21 maupun Deklarasi Habitat II bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan menjadi hak bagi semua orang untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau (adequate and affordable shelter for all). 

Dalam Agenda 21 ditekankan pentingnya rumah sebagai hak asasi manusia, hal ini telah pula ditekankan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 40 dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”.

Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Tahun 1945 tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1955 tentang Rumah Susun dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992  tentang Perumahan dan Permukiman, dimana tujuan kedua Undang-Undang tersebut adalah sebagai dasar pengaturan bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia akan rumah, baik dalam bentuk rumah tinggal maupun rumah susun.

Penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang tentang Perumahan dan Pemukiman yang merupakan penggabungan sekaligus perbaikan terhadap UU No. 16/1985 tentang Ruman Susun dan UU No. 3/1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, perlu memperhatikan beberapa hukum positif yang yang berlaku, sehingga substansi pengaturan rancangan undang-undang ini nantinya tidak akan bertentangan dengan peraturan tersebut. Hasil inventanisir peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perumahan dan Pemukiman adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;

2. UU No 13/1980 tentang Jalan;

3. UU No 15/1985 tentang Listrik; 

4. Undang-undang No.16 Tahun 1985 tentang Perumahan dan Pemukiman; 

5. Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah;

6. Undang-undang No.42 Tahun 1998 tentang Jaminan Fidusia;

7. Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

8. UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

9. Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

10. UU No 19/2003 tentang BUMN;

11. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;

12. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

13. UU 11/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;

14. Undang-undang No 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

15. UU No 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025;

16. Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 

17. Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

18. Undang-undang No 7/2008 tentang Persampahan;

19. UU No 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 

20. Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

21. Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

22. Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Penyusunan Rancangan Undang-Undang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hukum positif yang akan banyak memberikan warna pada substansinya. Penyusunan naskah akademis ini adalah melaksanakan inventarisir peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dilakukan legal review/analisa hukum guna diperoleh pemahaman yang lebih baik bagian-bagian mana dari perubahan Undang-Undang yang masih relevan, perlu diubah, harus ditambahkan atau dihilangkan, dan apa keterkaitannya dengan Undang-Undang yang terkait. 

a.  Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria 

Rumah Susun dalam hukum Indonesia dewasa ini merupakan rumah yang dibentuk dengan Sistem Condominium sebagaimana ditemukan dalam penjelasan umum PP No. 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun, yang menyebutkan: “sistem pemilikan perseorangan dan hak bersama (Condominium). Dengan sistem Condominium ini terdapat pemilikan individuil dan juga pemilikan bersama. 

Dalam Sistem Condominium ini terdapat pemilikan individuil atas satuan rumah susun yang merupakan hak penghuni, dan di samping itu terdapat hak pemilikan bersama atas tanah di mana bangunan tersebut terletak (common areas), hak milik bersama atas sarana-sarana bangunan (common-elements) misalnya corridor, lift, instalasi listrik, kebun, tempat rekreasi, kolam renang, lobi, garasi dan lain sebagainya yang dapat digunakan bersama oleh para penghuni. 

Dengan Sistem Condominium ini jelas sulit sekali memisahkan bangunan Rumah Susun dengan tanahnya, oleh karena itu Rumah Susun termasuk dalam jenis benda bukan tanah yang sifatnya tetap. Adapun sarana Rumah Susun yang melekat pada setiap satuan rumah susun, disini berlaku asas aksesi, sehingga tidak ada rumah susun tanpa hak atas sarana bersama. 

b.   Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah
HMSRS dapat dijadikan sebagai jaminan kredit,  yang ditegaskan dalam Pasal 13 UURS yang menyatakan bahwa HMSRS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) UURS dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan jika tanahnya hak milik atau HGB, atau fidusia jika tanahnya hak pakai atas tanah negara. Namun menurut Ko Tjay Sing dan Teng Tjin Leng setelah berlakunya UUPA, hipotik hanya dapat meliputi tanahnya saja, dan tidak dapat dibebankan juga pada bangunan dan tanaman milik yang punya tanah kecuali dengan fidusia (‘fiduciaire eigendomsoverdracht’ atau sering disingkat FEO).  Memungkinkan  bangunan dan tanaman dihipotikan bersama-sama dengan tanahnya  adalah bertentangan dengan Pasal 5 UUPA.
Dengan lahirnya UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT), sebagai implementasi dan Pasal 51 UUPA, maka lembaga hipotik dan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 UURS tersebut telah digantikan dengan UUHT. Pasal 27 UUHT menyebutkan bahwa “Ketentuan UUHT ini berlaku terhadap pembebenan hak jaminan atas Rumah Susun dan HMSRS”. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) UUHT menegaskan bahwa hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebankan hak tanggungan. Adapun tentang lembaga fidusia telah diatur secra tersendiri dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia). Pasal 3 ayat (a) UU Fidusia menyatakan bahwa UU ini tidak berlaku terhadap hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan per undang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan.
Boedi Harsono kurang setuju dengan pendapat Ko Tjay Sing dan Teng Tjin Leng, karena hukum adat yang menjelma dalam hukum tanah sekarang ini yang berlandaskan azas pemisahan horizontal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UUPA tersebut di atas, sudah meluas meliputi daerah perkotaan, yang realitanya berbeda dengan suasana pedesaan tempo dulu. Jadi tidaklah bertentangan makna azas pemisahan horizontal, jika dalam hal-hal kongkrit dimana masyarakat membutuhkannya, peraturan mengenai tanah dapat juga berlaku terhadap bangunan-bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Implikasi dan hal-hal kongkrit yang dibutuhkan masyarakat modern perkotaan sekarang ini, terlebih lebih di era otonomi daerah, globalisasi perdagangan bebas dan investasi yang terjadi sekarang, maka semakin “booming” dan dinamis pembangunan gedung-gedung bertingkat ke atas atau vertikal di kota-kota besar di Indonesia tersebut di atas seperti ruko/rukan, apartemen, kondominium, flat atau townhouse dengan menggunakan sistem strata title (sistem kepemilikan bangunan).  Namun dalam prakteknya, Kreditur/Bank belum dapat memberikan pinjaman kredit kepada pemilik SRS/bangunan gedung bertingkat dengan menggunakan FEO karena dasar hukumnya hanya berlandaskan kepada keputusan hakim/jurisprudesi, yang dapat dilihat dalam kasus “Bierbrouwerij Arrest” dan tidak memiliki asas publisitas dimana perbuatan hukum yang berkaitan dengan pemberian jaminan kredit tersebut tidak diketahui oleh pihak ketiga/publik karena hanya berdasarkan Akta Notaris saja sehingga agak beresiko bagi pihak kreditur/bank dimana aktanya bisa dibuat dan ditandatangani di Bandung dan Jakarta, misalnya dalam satu obyek hukum jaminan kredit yang sama. Sampai sekarang peraturan pelaksana dan Pasal 15 UURS dan contoh akta fidusia belum ada.

Hal ini juga berlaku terhadap praktek pinjaman kredit kepemilikan bangunan/SRS dengan konsep Stratta title, karena belum ada peraturan perundang-undangannya sampai sekarang ini. Dengan demikian bank/kreditur hanya mau memberikan pinjaman kredit atas kepemilikan hak tanah pada SRS dalam kerangka hukum benda hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti UURS, UUHT, UU Fidusia dan Hipotik. Fidusia sudah diatur dengan UU Fidusia, maka sudah seyogyanya dalam rangka menjamin kepastian hukum jaminan pemberian kredit dari pihak kreditur/bank atas kepemilikan hak tanah pada SRS dalam kerangka hukum benda atau kepernilikan bangunan gedung bertingkat tersebut di atas dengan konsep strata title dalam rangka percepatan pembangunan infrastaruktur perumahan dan pemukiman serta Rumah Susun sebagaimana yang dimaksud dalam RPJM tersebut di atas, maka Pemerintah bersama-sama dengan DPR perlu  menerbitkan  suatu peraturan perundangan-undangan yang menjamin kepastian hukum  kepemilikan hak tanah path SRS/ gedung-gedung bertingkat dalam kerangka hukum benda dengan konsep strata title tersebut di atas.

c.  Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia
Dewasa ini dalam praktek, suatu bangunan dapat dijaminkan terpisah dari tanahnya dalam hal tanahnya merupakan hak sewa atau tanah hak pakai. Misalnya penjaminan kios-kios pertokoan atau kios pasar, pabrik-pabrik yang lepas dan hak tanahnya dan lembaga yang dipergunakan biasanya dalam praktek perbankan lembaga fidusia (sudah dicabut UUHT).
Dalam praktek, dana perbankan untuk KPR pada umumnya berasal dan tabungan, giro, deposito yang merupakan dana jangka pendek, akan tetapi digunakan untuk kebutuhan dana jangka panjang. Misalnya melalui cicilan KPR Rumah Susun. Akibatnya, apabila Bank menggunakan dana jangka pendek untuk investasi jangka panjang beresiko seperti salah satu penyebabnya krismon Juli 1997 adalah dan sector property yang menggunakan dana bank jangka pendek tapi untuk investasi jangka panjang. Oleh karena itu, kedepan dalam rancangan RUURS menyangkut pengaturan agunan Rumah Susun/SRS sebagaimana diatur dalam UU Rumah Susun tidak bisa semata digantungkan pada UUHT tapi juga melalui secondary morgate facility/SMF sebagaimana diatur dalam Kemenkeu No. 132/KMK 014/1998 tentang perusahan fasilitas pembiayan perumahan Jo. Perpres No. 19 tahun 2005 tentang pembiayaan sekunder perumahan, dimana kedepan Perpres dan kepmen ini sebaiknya dibentuk dalam bentuk UU dan PP atau segera diterbitkan UU Sekuritas Pasar Modal yang hingga sekarang belum lahir.
Sebagai perbandingan pengalaman, yang merupakan hasil studi Bank Dunia, SMF telah sukses ditetapkan di Malaysia, yaitu Malaysia Cagamas Berhad, perusahaan Morgate Nasional yang didirikan tahun 1980 yang khusus menyediakan “housing loan” bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pertumbuhan Cagamas sangat cepat sekali dimana keuntungan kotornya pada saat krismon Juli 1997 sebesar 1.4 miliar ringgit Malaysia, tiga kali lebih besar dan tahun 1993 dan 9 kali lebih besar dan tahun 1989 sebelum krismon Juli 1997 yang melanda negara-negara Korsel, Indonesia, Malaysia, Thailand dan Singapura bahkan Vietnam yang baru saja merdeka sudah bangkit dan krismon meninggalkan bangsa Indonesia dalam persaingan antar Negara di era global sekarang ini.

d.  Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Dalam penjelasan Pasal 6 UURS Jo. Bab III PP No. 4 tahun 1988 diatur tentang persyaratan teknis dan administratif bangunan gedung Rumah Susun, yang menyatakan  bahwa persyaratan teknis mengatur mengenai ruang, struktur, komponen dan bahan bangunan, kelengkapan rumah susun, bagian dan benda serta tanah bersama, kepadatan dan tata letak bangunan dan prasarana, sarana dan utilitas umum. Aspek persyaratan teknis tentang Rumah Susun ini sudah diatur dalam Permen PU No. 66/PRT/1992 tentang Persyaratan teknis pembangunan rumah susun. Sebagai peraturan pelaksana dan Pasal 29 PP No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun. Jo. Permen PU No. 05/PRT/M/2007 tentang pedoman teknis pembangunan rumah susun sederhana bertingkat tinggi. Dengan demikian sekarang ini ada 2 (dua) Permen PU yang satu mengacu kepada PP No. 4 Tahun 1988 dan satu lagi kepada Kepres No. 22 Tahun 2006 sebagaimana dimuat dalam konsiderannya, yang salah satunya berlandaskan hukum UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana tertuang dalam mengingat Permen PU tersebut. Adapun persyaratan adminsitratif meliputi izin lokasi (SIP3L & SIPPT), advice planning, IMB, ijin layak huni dan sertifikat tanahnya. Persyaratan teknis dan adminsitratif ini merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi penyelenggara pembangunan Rumah Susun. Dalam Pasal 18 UURS, satuan rumah susun baru dapat dijual untuk dihuni setelah mendapatkan ijin kelayakan untuk dihuni oleh Pemda. Namun dalam praktek banyak dilanggar pengembang karena pengembang sudah dapat menjual satuan rumah susun kepada konsumen meskipun bangunan gedung Rumah Susun belum terbangun berdasarkan Kepmenpera No. 11/KPTS/1994 tentang PPJB dalam rangka mendapatkan dana segar dan masyarakat konsumen bagi kepentingan kontruksi pembangunannya. Namun berdasarkan Pasal 71 PP No. 36 tahun 2005 tentang Bangunan Gedung, Pemda akan memberikan sertifikat baik fungsi terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun tanpa dipungut biaya apapun dan bukan izin laik huni dan dipungut biaya sehingga membebani konsumen, karena harga jual satuan rumah susun menjadi lebih mahal karena ongkos ijinnya dihitung oleh pengembang.

e. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Dalam Pasal 2 ayat (4) d PP No. 38 tahun 2007, sebagai petunjuk pelaksanaan dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa salah satu yang menjadi urusan wajib pemerintah adalah sektor perumahan. Urusan wajib Pemerintah tersebut harus berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan atau susunan pemerintahan. Urusan wajib Pemerintah dan Pemda berdasarkan PP No. 38 tahun 2007 diatas, berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan  pemerintah secara bertahap (Pasal 8 ayat (1)). 

Dalam Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan tentang pembagian wewenang pemerintah pusat dan daerah tersebut sebagai konsekuensi hukum perubahan sistim pemerintah yang bersifat sentralistis berdasar UU No.5 Tahun 1974 tentang Pemda (dulu) dimasa UURS dilahirkan pada tahun 1985 di era rezim Orde Baru berkuasa 22 tahun yang lalu menjadi desentralisasi/otonomi daerah khususnya di Daerah Kabupaten/Kota (UU No.32 tahun 2004, khususnya Pasal (2), (3) dan (4)).

Salah satu yang menjadi urusan wajib Kementerian Perumahan Rakyat adalah percepatan pembangunan infrastruktur di sektor pembangunan perumahan dan pemukiman khususnya Rumah Susun, guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan papan yang layak dalam lingkungan yang sehat sebagaimana termuat dalam lampiran PP No. 7 tahun 2005 tentang RPJM Jo. Kepres No. 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan. Kawasan perkotaan yang dimaksud di atas meliputi wilayah-wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk di atas 1,5 juta jiwa. Tim Koordinasi ini bertanggung-jawab kepada Presiden.

Pembangunan perumahan dan rumah susun (papan) merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Perumahan dan pemukiman tidak dapat hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan hidup tetapi lebih dan itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan tatanan hidup untuk masyarakat dan dirinya dalam menempatkan jati dirinya. Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 Amandemen ke-4 Jo Pasal 28 ayat 1 H UUD 1945 amandemen ke-4 ayat 1 H, yaitu untuk guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan papan yang layak dalam lingkungan yang sehat guna menciptakan masyarakat yang adil dan makmur khususnya di kawasan perkotaan. Masyarakat yang adil dan makmur tersebut diartikan tidak hanya cukup sandang, pangan dan papan, tetapi justru harus diartikan sebagai cara bersama untuk memutuskan masa depan yang dicita-citakan dan juga turut secara bersama mewujudkannya masa depan tersebut. Semangat untuk mewujudkan masa depan tersebut merupakan amanah dan mukadimah UUD 1945 alinea ke 4 juncto Pasal 33 UUD 1945 Jo Pasal 28 ayat 1 H UUD 1945 amandemen ke-4.
Rumah Susun dibangun sebagai upaya Pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan akan papan yang layak dalam lingkungan yang sehat dan sekaligus sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah pengadaan lahan yang sangat langka atau sulit didapat karena semakin mahal harganya (land economic value depend on infrastructure) di wilayah-wilayah kota-kota besar Indonesia yang sangat padat penduduknya akibat urbanisasi seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Semarang. Di samping itu, Pembangunan Rumah Susun sekaligus sebagai solusi bagi penataan kawasan kumuh, dimana menurut Lampiran Perpres No. 7 tahun 2005 tersebut di atas, menyebutkan bahwa di wilayah perkotaan telah meningkat luas permukiman kumuh dan 40.053 Ha pada tahun 1996 menjadi 47.500 Ha pada tahun 2000, mengatasi kemacetan lalu-lintas dan dapat menekan serta menghemat biaya tranportasi yang pada akhirnya dapat menekan inefisiensi di dalam pembangunan ekonomi Indonesia (high cost economy).
Dalam UURS disebutkan, bahwa tujuan Pembangunan Rumah Susun adalah :(a) untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatannya; dan (b) untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna tanah di daerah perkotaan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan menciptakan lingkungan permukiman yang lengkap, serasi dan seimbang. 

Instrumen hukum pada UURS, telah berlaku efektif selama kurun waktu 24 tahun sejak diundangkan tanggal 21 Desember 1985. Oleh karena itu, perubahan paradigma dari model pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik sesuai semangat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta globalisasi perdagangan bebas dan investasi asing (WTO/AFTA/APEC), menuntuntut tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sebagai tuntutan masyarakat global yang terjadi sekarang ini.
Esensi dari UU Pemerintahan Daerah adalah pemberdayaan masyarakat di daerah (public participation/public private partnership) bukan peningkatan PAD. Pemberian sebagian kewenangan atau urusan Pemerintah kepada daerah harus diterjemahkan sebagai pemberian kewenangan “melayani” (public service) sebagian kebutuhan masyarakat, berupa pemenuhan secara optimal kebutuhan pokok (basic need) dan kebutuhan pengembangan sektor unggulan (core competen), diantaranya sektor perumahan dan pemukiman termasuk Rumah Susun, yang merupakan juga urusan wajib Pemda sesuai amanah PP No. 38 Tahun 2007. 

f.   Undang-Undang  No. 32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Hampir semua kawasan metropolitan dan megapolitan di negara berkembang mempunyai masalah serius akan pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi penghuninya. Tingginya pertumbuhan penduduk, cadangan lahan yang tersedia, dan banyaknya pendatang yang berpendidikan dan berketrampilan rendah menjadi penyebab utamanya. Akibatnya mereka akan menempati hunian yang tidak layak dan berada pada kategori serta berlokasi di wilayah kumuh yang dihuni oleh masyarakat miskin perkotaan. Dalam menghadapi kondisi tersebut Pemerintah biasanya akan bersikap dengan membuat kebijakan perumahan yang positif (Positive Housing Policies) atau kebijakan pembiaran (Laissez Faire Policies) (Drakakis-Smith, 1980). Kebijakan positif mencakup kebijakan reaksioner (kebijakan preventif dan kuratif), kebijakan asing (meniru dari luar wilayahnya), dan kebijakan asli lokal (Indigeneous Policies). Pembangunan rumah susun, pembangunan kota baru (New Town Development), dan peremajaan kota (Urban Renewal) merupakan bagian dari kebijakan asing (Hadi Sabari. 2000).

Dalam konstruksi hukum Indonesia, pembangunan perumahan dan rumah susun merupakan bagian dari strategi pemenuhan kebutuhan rumah layak. Implementasinya dilakukan melalui peningkatan daya guna dan hasil guna tanah di perkotaan.  Dalam peningkatan daya guna dan hasil guna tanah tersebut kelestarian sumberdaya alam dan penciptaan lingkungan permukiman yang lengkap, serasi dan seimbang merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan (Pasal 3: 2; UU 16/1985 tentang PP). Kelestarian sumberdaya alam dapat dimaknai sebagai jaminan untuk tetap menyisihkan sumberdaya alam secara sadar dan terencana dengan memadukan seluruh aspek untuk menjamin keutuhan, keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan. Penciptaan lingkungan yang lengkap, serasi dan seimbang dapat diartikan sebagai upaya secara sadar dan terencana dengan mempertimbangkan seluruh aspek guna mewujudkan bentuk dan fungsi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan kultur bertempat tinggal sesuai budaya nasional sebagai pendukung rumah susun, sehingga nyaman untuk dihuni (Pasal 1; UU 32/2009 tentang PPLH). 

Dalam konteks tersebut berarti bahwa pembangunan rumah susun telah secara tidak langsung mempertimbangkan perlindungan lingkungan hidup atau telah secara tidak langsung menerapkan prinsip berkelanjutan untuk menjamin keutuhan, keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan. Mengingat melindungi dan mengelola lingkungan hidup telah menjadi kewajiban pemerintah (Pasal 15; UU 32/2009 tentang PPLH), maka menuangkan secara tegas tentang kewajiban menerapkan ‘prinsip berkelanjutan’ dalam salah satu pasal dalam revisi 16 RUU 16 menjadi mutlak. Pertimbangan ‘berkelanjutan’ menjadi syarat mutlak dalam menjadikan rumah/rumah susun sebagai hunian yang mampu menjadi tempat pembentukan karakter keluarga dan komunitas dalam pembangunan peradaban masyarakat Indonesia.

Konsekuensi dari menjadikan ‘berkelanjutan’ sebagai salah satu prinsip yang akan diacu dalam pembangunan rumah susun adalah bahwa pembangunan perumahan, pemukiman, dan rumah susun harus dilihat tidak hanya dari sudut pandang bangunannya saja, tetapi juga dari lingkungan dan kawasan yang menjadi bagian dari wilayah ekologis yang mendukungnya. Dengan mempertimbangkan fungsi bangunan rumah/rumah susun dan lingkungan serta kawasannya dalam satu ‘entitas ekosistem’, maka kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan kawasan perumahan dan rumah susun akan dipertimbangkan dalam satu bagian yang tak terpisahkan. Dengan demikian masalah-masalah potensial yang dimungkinkan terjadi di kemudian hari seperti  dukungan air bersih regional, masalah lalu lintas, masalah sosial dan masalah-masalah sampah dan limbah regional serta kekumuhan ke depan telah diantisipasi jauh sebelumnya. 

Dalam Pasal 4 (UU 16/1985) disebutkan bahwa sebagian urusan pembangunan rusun diserahkan kepada daerah. Hal tersebut seolah mempunyai makna bahwa inisiator pembangunan rusun masih berada pada Pemerintah Pusat. Menurut PP 38/2007 ditegaskan bahwa perumahan merupakan urusan wajib daerah. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa yang menjadi pemrakarsa dan pelaksana dalam pembangunan perumahan dan rumah susun adalah Pemerintah Daerah, sedangkan Pemerintah Pusat terbatas pada fungsi untuk memfasilitasi perwujudannya.  Sejauh rusun belum diundangkan sebagai ‘hal strategis’ yang dapat dilaksanakan oleh Pusat, maka ketentuan PP 38 tersebut yang harus dilaksanakan. Namun, apabila urusan pembangunan perumahan dan rumah susun akan dilakukan oleh Pusat, maka perlu dituangkan secara tegas dalam pengaturan pada revisi undang-undang 16 yang baru. 

Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu peraturan perundangan yang mempunyai keterkaitan penting dengan Undang-undang 16 Tahun 1985 yang akan direvisi. Kedua perundangan tersebut mendudukkan ‘substansi amanat pasal 28H UUDNRI 1945 serta menganut prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan’ sebagai  pertimbangan utama pada konsideran. Namun karena pada saat diundangkan, UU 16/1985 belum terdapat rumusan amandemen UUD RI 1945 pasal 28H, maka pasal tersebut belum dituangkan dalam UU 16/1985 tersebut. Dalam substansi pengaturan UU 32/2009, rumah susun tidak disebutkan secara langsung sebagai obyek yang terkait, tetapi terdapat beberapa pasal yang mengatur beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan perumahan dan rumah susun, padahal pembangunan perumahan dan rumah susun berpotensi besar mengubah lingkungan hidup. Oleh karena itu pencantuman secara tegas pasal 28H sebagai salah satu konsideran dalam revisi UU 16/1985 menjadi mutlak.

Pasal 15 UUPPLH menyebutkan bahwa ‘prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program’.  Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan merupakan salah satu komponen muatan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis).  Komponen daya dukung dan daya tampung tersebut merupakan salah satu hal penting yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan rumah susun ke depan. Mengingat KLHS diwajibkan untuk disusun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah (pasal 15), dan bahkan menjadi dasar yang wajib dipenuhi untuk menyusun rencana tata ruang wilayah (pasal 19), maka dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan penting dalam menentukan lokasi dan ruang pembangunan rumah susun oleh Pemerintah Daerah.

Pembangunan perumahan dan rumah susun merupakan satu program/kegiatan yang dapat mengubah bentuk lahan dan lingkungan. Pembangunan perumahan dan rumah susun juga mempunyai dampak penting tidak hanya terhadap lingkungan hidup secara fisik, tetapi terhadap perubahan kultur berkehidupan suatu komunitas pada wilayah tersebut.  Untuk itu Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) menjadi kewajiban yang harus dipenuhi sebelum pembangunan perumahan dan rumah susun dilakukan. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 22 bahwa ‘setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal’. Indikator berdampak penting tersebut dijelaskan berdasar kriteria pasal 22 (2).  Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal disebutkan dalam pasal 23, antara lain yang dapat mengubah bentuk lahan dan bentang alam,  dan penggunaan teknologi yang berpotensi besar mempengaruhi lingkungan hidup. Muatan dokumen amdal yang antara lain mencakup pengkajian terhadap dampak, evaluasi kegiatan di sekitar lokasi, prakiraan terhadap besaran dampak serta rencana pengelolaan dan pemantauan disebutkan secara jelas dalam pasal 25. Penyusunan amdal dapat dilakukan oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat dan dapat meminta bantuan pihak lain yang bersertifikat (pasal 26,27 dan 28).

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata (pasal 66). Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (pasal 67). Kedua pasal tersebut mengharuskan seluruh stakeholder pembangunan rumah susun melakukan upaya preventif dan kuratif atas dampak yang dimungkinkan atas dibangunnya rumah susun, agar tidak dituntut oleh masyarakat, dan sekaligus menjadikan pembangunan perumahan dan rumah susun mengena sasarannya. Oleh karena itu perlu disebutkan secara tegas tentang kewajiban atau persyaratan melakukan Amdal oleh tenaga ahlinya.

Luasan Ruang Terbuka Hijau/RTH pada gilirannya berkontribusi dalam dampak emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama pemanasan globalperubahan iklim. Dan seluruh kekuatan bangsa-bangsa kini sedang secara bersama-sama melakukan penguruangan emisi gas rumah kaca, maka pengaturan rasio RTH dalam pembangunan rumah susun menjadi perlu untuk dipertimbangkan secara formal dalam revisi UU 16/1985.  

g.  Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Rumah susun terkait erat dengan pengembangan perkotaan. Bila selama ini rumah susun dibangun hanya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat perkotaan (berpenghasilan menengah keatas), korban bencana perkotaan dan menampung relokasi penduduk di bantaran sungai (berpenghasilan rendah),  kedepan nantinya rumah susun dituntut peran aktifnya untuk menjadi pengarah pengembangan kota. Undang-undang No 26 tahun 2007 yang antara lain memberikan pengaturan penataan ruang di wilayah perkotaan ini memungkinkan peran baru rumah susun dikaitkan dengan pengembangan kota. 

Beberapa kelebihan pembangunan rumah susun yang dikaitkan dengan peningkatan kualitas masyarakat perkotaan dapat dicapai, karena Undang-undang No 26 tahun 2007 memberikan arahan setidak-tidaknya kepada i) keharusan menyediakan ruang terbuka hijau perkotaan dan ii) keharusan menjalankan insentif/insentif melalui instrumen perijinan dan penyediaan prasarana sarana utilitas. Selanjutnya, peraturan zonasi dapat digunakan sebagai instrumen untuk mendorong hunian vertikal di perkotaan, baik dalam rangka intensifikasi ruang, peningkatan kualitas hidup  masyarakat, maupun dalam rangka pengembangan kota. 

Dalam pasal 29 ayat (2) dikatakan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, sedangkan di ayat (3) proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Hal ini dapat dicapai bila hunian vertikal diperkenalkan, baik untuk wilayah perkotaan yang sudah atau terutama yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Untuk wilayah perkotaan yang sudah memenuhi ketentuan ini, maka rumah susun dapat berfungsi untuk menjaga agar ruang terbuka hijaunya tetap dapat dipreservasi. Untuk wilayah yang belum memenuhi ketentuan ini, rumah susun dapat menjadi andalan upaya peremajaan dan pembangunan kembali bagian kota yang kepadatannya mencapai keadaan yang tidak manusiawi lagi.  

Sejalan dengan semangat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 26 tahun 2007 juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang, antara lain, meliputi:

· pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;

· pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota. 

Ada pun wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang meliputi:

· perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;

· pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan

· pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Kewenangan ini membuat pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memanfaatkan ruang wilayah kabupaten/kota melalui pembangunan rumah susun dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakatnya. 

Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. Kumpulan bangunan rumah/rumah susun di bagian wilayah kota dalam jumlah tertentu yang disertai dengan sarana yang lengkap dapat menjadi pusat permukiman.

Pasal 32 menyatakan bahwa pemanfaatan ruang dilakukan  melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana. Dengan demikian mendudukkan rumah susun sebagai instrumen pengembangan kota (pemanfaatan ruang wilayah kota) dimungkinkan bila dimiliki program dan pembiayaan yang jelas, terutama untuk membangun rumah susun yang dilengkapi  dengan sarana dan prasaarana.

Pada Pasal 35 dinyatakan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Memperhatikan pasal ini, maka diperlukan pengendalian yang jiwanya tidak membatasi (restrictive) secara membabi buta, sejauh memenuhi i) standar pelayanan minimal bidang penataan Ruang, ii). standar kualitas lingkungan; dan iii) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (pasal 34). Hal ini dimungkinkan bila pada saat perencanaan ruang wilayah sudah memperhatikan hunian vertikal sebagai salah satu instrumen penampung pertumbuhan penduduk dan peningkat kualitas hidup. 

Pasal 38 menyatakan bahwa agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, maka dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Insentif yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa, antara lain: pembangunan serta pengadaan infrastruktur dan kemudahan prosedur perizinan. Dalam kaitan dengan pasal ini, pembangunan rumah susun atau kumpulan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah yang merupakan tekad pemerintah daerah (tercermin dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berpihak) berhak untuk mendapatkan insentif.

D. Asas dan Prinsip

1. Asas

Penyelenggaraan perumahan dan rumah susun harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan sistem, yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai pendekatan yang relevan secara efektif, dan yang implementasinya dapat disesuaikan berdasarkan kondisi lokal yang ada. Asas dalam undang-undang ini adalah:

a. Pembangunan berkelanjutan 

Pembangunan rumah susun, yang memanfaatkan ruang terbesar dari kawasan baik di perkotaan, merupakan kegiatan yang bersifat  terus menerus. Pengelolaan pembangunan rumah susun harus senantiasa memperhatikan ketersediaan sumber daya pendukung serta dampak akibat pembangunan tersebut. Dukungan sumber daya yang memadai, baik yang utama maupun penunjang diperlukan agar pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan, disamping dampak pembangunan rumah susun terhadap kelestarian lingkungan serta keseimbangan daya dukung lingkungannya yang harus senantiasa dipertimbangkan. Kesadaran tersebut harus dimulai sejak tahap perencanaan dan perancangan, pembangunan, sampai dengan tahap pengelolaan dan pengembangannya, agar arah perkembangannya tetap selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Oleh karena itu,  dalam penyelenggaraan rumah susun, permasalahannya selain menyangkut fisik juga terkait dengan penataan ruang. Di dalamnya termasuk pengadaan prasarana dan sarana lingkungan, serta utilitas umum untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini diperlukan agar dapat mendorong terwujudnya keseimbangan antara pembangunan di perkotaan dan perdesaan, serta perkembangan yang terjadi dapat tumbuh secara selaras dan saling mendukung.

b.   Penyelenggaraan secara multisektoral 
Pembangunan rumah susun mencakup banyak kegiatan, antara lain pengalokasian ruang, penyediaan lahan, kelembagaan, kegiatan teknisteknologis, pembiayaan, dan sistem informasi. Disamping secara holistik, penyelenggaraan rumah susun harus dilakukan secara multisektoral karena memerlukan koordinasi dengan berbagai bidang lain yang terkait dengan kegiatan pembangunan perumahan dan rumah susun dan tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja.

c.    Desentralisasi
Dalam kerangka desentralisasi, penyelenggaraan rumah susun tidak dapat terlepas dari agenda pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di tingkat lokal, yaitu yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan, penegakan hukum, serta efisiensi dan efektivitas. 

Penyelenggaraan rumah susun yang tertata rapi, baik di tingkat pusat, wilayah maupun lokal, baik ditinjau dari segi sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, maupun dukungan prasarana serta sarananya, merupakan kebutuhan mutlak. Prinsip desentralisasi juga memberikan tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dalam hal kebijakan, dan pemerintah daerah dalam hal teknis penanganan dan penyelenggaraan rumah susun.

Dalam kaitan itu, melalui undang-undang ini diharapkan (a) terjadi desentralisasi yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan prasarana perumahan dan permukiman, (b) pemantapan wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pembiayaan prasarana perumahan dan permukiman, dan (c) peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya.
d. Pembangunan Berwawasan Kesehatan Lingkungan 

Persoalan kesehatan lingkungan rumah susun sangat mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat yang menghuninya. Selain secara fisik rumah susun harus memenuhi syarat rumah sehat, perilaku hidup sehat dari masyarakat juga sangat penting dan strategis untuk terus didorong dan ditumbuhkembangkan dalam penyelenggaraan perumahan. Aktualisasi pembangunan yang berwawasan kesehatan sangat diperlukan dalam upaya penanganan permukiman kumuh, dan pencegahan terjadinya lingkungan yang tidak sehat serta menghambat penciptaan lingkungan permukiman yang responsif.

2.  Prinsip


Disamping asas yang menjadi dasar penyelenggaraan rumah susun, kebijakan pembangunan rumah susun diselenggarakan dengan tiga prinsip pokok, yaitu :

a.  Keseimbangan Pertumbuhan Makro Dan Mikro

Migrasi menunjukkan adanya perbedaan atau kesenjangan peluang antar tempat tinggal. Jika pertumbuhan dan pertambahan penduduk ingin diseimbangkan di antara berbagai jenis permukiman dan daerah serta pulau, maka yang perlu dilakukan adalah menciptakan kondisi agar semua tempat sama baiknya dalam memberikan peluang kepada penduduknya untuk hidup sejahtera.

Hal yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan tata-ruang dan sekaligus mencapai keadilan di dalamnya adalah menciptakan keadilan tata ruang melalui penguatan ruang lokal, di mana masyarakat lokal memiliki identitas teritorial dan eksistensi dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya; dan  akuntabilitas penataan ruang, melalui rujukan-rujukan tata ruang yang terbuka atau transparan.

b.  Reorientasi Pembangunan Dan Perkembangan Rumah susun

Pengadaan perumahan harus dapat menjawab tumbuhnya permintaan atau tuntutan yang semakin beraneka ragam; tidak hanya terbatas pada menjawab menurut kebutuhan kategori kelompok pendapatan. Perumahan baru bagi masyarakat berpendapatan rendah semestinya tidak diorientasikan kepada tipe kecil, melainkan kepada upaya agar kebutuhan ruang kelompok ini dapat terpenuhi. 

Kepranataan yang ada juga tidak secara signifikan mengakomodasi kebutuhan perkembangan lingkungan rumah susun yang ada (the existing stock) sebagai potensi penting bagi pemenuhan kebutuhan perumahan dan sarana bagi proses transformasi sosial maupun rumah-rumah individual.

  3.    Prinsip Dasar Kepemilikan bagi MBR

Salah satu masalah di dalam perkembangan dan pembangunan rumah susun selama ini adalah ketidakadilan, konflik dan marjinalisasi/ pengucilan yang dirasakan kelompok oleh sebagian besar masyarakat yang rentan dan kurang berdaya. Sehingga, upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memberdayakan kelompok masyarakat tersebut dengan mengembangkan proses-proses dan mekanisme yang bersifat adil dan setara untuk mendapatkan berbagai peluang dan akses di dalam pembangunan dan perkembangan PP, dan diberikannya hakhak yang setara untuk mendapatkannya. Prinsip-prinsip dasarnya adalah 

1. Hak bagi setiap orang untuk mendapatkan tempat tinggal merupakan landasan bagi tanggung jawab nasional untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi seluruh rakyat secara progresif dan berkelanjutan.

2. Pemerintah melakukan reformasi mendasar dalam hal sistem kelembagaan, sistem kebijakan dan strategi, sistem peraturan dan kerangka program untuk mengelola sumber-sumberdaya kunci perumahan dan permukiman, yaitu berupa tanah, infrastruktur permukiman dan pembiayaan perumahan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.

3. Ketika pemerintah belum mampu memenuhi hak dasar perumahan bagi seluruh rakyat, maka negara menghormati dan melindungi hak dasar tersebut dengan mengakui rumah-rumah yang tidak layak di lingkungan permukiman kumuh dan informal sebagai bagian dari cadangan perumahan nasional, serta memberi kesempatan penanganannya melalui pengembangan beragam pilihan kebijakan, strategi dan program-program penanganannya secara manusiawi, berbudaya, berkeadilan dan ekonomis.

4. Negara menyadari adanya kompleksitas masalah dan keragaman pelaku dalam bidang perumahan dan permukiman yang memerlukan keterpaduan dan koordinasi di tingkat nasional, dan oleh karena itu menyadari pula pentingnya strategi nasional pembangunan perumahan rakyat sebagai bagian terpadu dari: pengembangan permukiman yang berkelanjutan dan pembangunan ekonomi nasional di satu sisi, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat komunitas dan lingkungan permukiman di sisi lainnya, sebagai wujud pendekatan terpadu by state, by market and by people)

5. Untuk menjamin seluruh isu dan permasalahan rumah susun ditangani secara terpadu dan terkoordinasi, pemerintah bersama-sama para pelaku lainnya mengembangkan sistem kebijakan dan jejaring kelembagaan yang saling memberdayakan, baik di tingkat nasional, wilayah maupun daerah. 

6. Strategi dan pendekatan pemberdayaan di bidang rumah susun merupakan komponen penting dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, sehingga mengarahkan pengelolaannya dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan memiliki ketahanan terhadap dampak bencana alam, terutama di dalam pemanfaatan tanah untuk perumahan dan penggunaan energi dan sumberdaya alam untuk proses produksi perumahan.

BAB IV

LANDASAN TEORI DAN KONSEP

A.    Agenda Global Sektor Perumahan 

Semangat yang tertuang dalam Agenda 21 maupun Deklarasi Habitat II, The Global Strategy for Shelter menekankan bahwa masalah hunian merupakan kebutuhan dasar manusia dan sebagai hak bagi semua orang untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau (Shelter for All). Disamping itu, dalam Agenda 21 maupun Deklarasi Habitat II tersebut juga menyatakan perlunya pembangunan perumahan dan permukiman sebagai bagian dari proses pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development) dan mengedepankan strategi perberdayaan (Enabling Strategy) dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman.

Indonesia juga telah ikut menandatangani Deklarasi Cities Without Slums Initiative yang mengamanatkan pentingnya upaya perwujudan daerah perkotaan yang bebas dari permukiman kumuh. Deklarasi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan langkah kongkrit dalam mewujudkan daerah perkotaan yang bebas dari permukiman kumuh yang mengedepankan strategi pemberdayaan melalui pelibatan seluruh unsur stakeholders dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Upaya penanganan permukiman kumuh ini adalah dalam rangka mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan serta terwujud masyarakat yang mandiri, produktif dan berjatidiri.

B. 
Rumah Susun dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman  

Sebagai bagian dari penyelenggaraan perumahan dan permukiman, pembangunan rumah susun harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan sistem, yang pelaksanaannya secara berkelanjutan dan dapat memanfaatkan berbagai pendekatan yang relevan dan implementasinya dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

Pembangunan berkelanjutan dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman dilaksanakan dengan pencapaian tujuan pembangunan lingkungan, pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Secara praktis, konsep Pembangunan berkelanjutan, yang sudah berkembang sebagai asas pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, secara prinsip bertujuan memberdayakan   masyarakat, secara sosial dan ekonomi serta lingkungan. Pendekatan ini dilakukan dengan memadukan kegiatan-kegiatan penyiapan dan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi, serta pendayagunaan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan.

Pembangunan rumah susun, yang memanfaatkan ruang terbesar dari kawasan perkotaan, merupakan kegiatan yang bersifat berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan pembangunan rumah susun senantiasa memperhatikan ketersediaan   daya dukung  serta dampak terhadap kelestarian lingkungan. Kesadaran tersebut harus dimulai sejak tahap perencanaan, perancangan dan pelaksanaan pembangunan, sampai dengan tahap pengelolaan dan pengembangannya, agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara  ekonomi, sosial dan lingkungan.

Dalam kerangka itu penyelenggaraan rumah susun mencakup juga tata ruang, pengadaan prasarana dan sarana lingkungan, serta utilitas umum untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini diperlukan agar dapat mendorong terwujudnya keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan, agar dapat tumbuh secara selaras dan saling mendukung. Dengan keseimbangan tersebut dapat diharapkan perkembangan ruang-ruang permukiman yang responsif turut mengendalikan terjadinya migrasi penduduk. Oleh karenanya, diperlukan pengembangan perencanaan dan perancangan, serta pembangunan perumahan dan permukiman yang kontributif terhadap pencapaian penataan ruang yang disusun secara transparan dan partisipatif serta memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama. 

Penyelenggaraan rumah susun merupakan persoalan strategis, namun belum mendapat  perhatian yang cukup berarti dari berbagai kalangan, sehingga perlu dikembangkan sistem insentif. Hal ini dimaksudkan untuk memacu laju pembangunan perumahan dan permukiman, di dalam penyelenggaraannya dikembangkan sistem insentif, untuk mampu mendorong berbagai pelaku pembangunan, baik lembaga formal maupun lembaga informal untuk terlibat secara aktif. Upaya yang dikembangkan antara lain, melalui kegiatan program stimulan, perintisan, dukungan pembiayaan, dan bantuan teknis bagi pelaku pembangunan yang responsif dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman, termasuk kegiatan pendampingan dalam penyiapan dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat karena pembangunan rusun dapat mengurangi penggunaan tanah, membuat ruang-ruang terbuka kota yang lebih lega dan dapat digunakan sebagai suatu cara untuk peremajaan kota bagi daerah yang kumuh. 
Pembangunan rusun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, dengan meningkatnya daya guna dan hasil guna tanah di daerah-daerah yang berpenduduk padat dan hanya tersedia luas tanah yang terbatas. Dalam pembangunannya diperhatikan antara lain kepastian hukum dalam penguasaan dan keamanan dalam pemanfaatannya, kelestarian sumber daya alam yang bersangkutan serta penciptaan lingkungan pemukiman yang nyaman, lengkap, serasi dan seimbang.

Kebijakan pembangunan perumahan sejak reformasi mengalami perubahan yang signifikan, yaitu terkait dengan perubahan sistem ketata-negaraaan dari Sentralisasi menjadi Desentralisasi. Era Desentralisasi ini dapat dijakdikan momentum untuk membagi peran pembangunan rumah susun kepada setiap Daerah. Dalam PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota daerah memiliki wewenang dan kewajiban menyediakan perumahan rakyat mulai dari pembiayaan, pembinaan perumahan formal dan swadaya, pengembangan kawasan, pertanahan, pembinaan teknologi, hingga pengembangan pelaku pembangunan perumahan. Permasalahan yang muncul adalah tidak adanya landasan hukum yang memperkuat struktur di Pusat untuk melakukan intervensi kebijakan. Sehingga pembangunan bidang perumahan dan permukiman hanya diserahkan ke Daerah saja tanpa ada pengawalan yang tersistem dari struktur Pemerintah Pusat.

C.    Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang itu mencakup perencanaan struktural dan pola pemanfatan ruang yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya. Perencanaan struktur dan pola pemanfatan ruang merupakan kegiatan penyusunan rencana tata ruang yang produknya menitikberatkan kepada pengaturan hierarkhi yang menurut Hans Kelsen bahwa suatu norma hukum dibuat menurut norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi ini pun dibuat menurut norma hukum yang lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya sampai kita berhenti pada norma hukum yang tertinggi yang tidak dibuat oleh norma lagi melainkan ditetapkan terlebih dahulu keberadaannya oleh masyarakat atau rakyat. 

Dalam pembangunan rumah susun rencana tata ruang merupakan landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) telah menetapkan norma – normaspatial pemanfaatan ruang nasional. Penataan ruang  berfungsi sebagai alat keterpaduan dalam pengembangan wilayah dan pembangunan daerah; sebagai alat untuk usaha pemanfaatan ruang kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan agar terintegrasi; sebagai alat untuk  mewujudkan kesatuan  pembangunan Ipoleksosbudhankam dan wilayah dalam wawasan nusantara; sebagai arahan/rujukan kegiatan pembangunan sektor, antar daerah, daerah – daerah, dunia usaha dan masyarakat secara menyeluruh. (R. Bambang Irawan,   2000;73)

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kegiatan pembangunan dan laju urbanisasi yang tidak terkendali di perkotaan telah mempersempit ruang gerak warga kota. Kebutuhan akan lahan untuk pemukiman, industri, perdagangan, pemerintahan dan prasaran perkotaan meningkat dengan tajam dan sementara kondisi lahan relatif tetap, disinilah akan melahirkan benturan berbagai kepentingan antara berbagai pihak. (Bagong Suyanto, 1996; 38). Dalam konflik tersebut rakyat kecil selalu sebagai pihak yang terkalahkan, sementara kepentingan pemodallah lebih diuntungkan dalam pertarungan memperebutkan ruang  perkotaan. Beberapa fakta perebutan ruang (spasial)  di atas nampak jelas dalam masalah ini :

a.   Mulai terlihat adanya pergeseran lahan pertanian yang subur menjadi tempat industri;

b.   Perebutan kepentingan publik (public interest), fungsi ruang terbuka hijau, trotoar dan jalan dengan kepentingan pribadi (individual interest) yakni pemanfaatan lahan resapan air untuk tujuan ekonomi yaitu pusat perdagangan seperti pusat perbelanjaan, perumahan mewah dan sebagainya sehingga karakteristik ruang menjadi bertolak belakang;

c.   Mulai ditemukannya kasus – kasus pencemaran lingkungan dan beberapa aliran sungai yang sudah terkontaminasi limbah cair yang berbahaya dan  banjir jika musim penghujan tiba;

d.   Timbulnya daerah kumuh (slum area) di sekitar pusat kegiatan industri, terutama disebabkan perencanaan kegiatan industri yang tidak diikuti dengan perencanaan perumahan buruh maupun jasa penunjang lainnya.

D. 
Pengertian Rumah Susun

Rumah susun adalah bangunan bertingkat untuk hunian yang satuannya dapat dimiliki secara terpisah. Sebagai bangunan hunian yang dapat dimiliki secara terpisah, penghuni rumah susun mempunyai batasan-batasan dalam memanfaatkan ruang dan benda yang terdapat dalam rumah susun. Dalam rumah susun dikenal adanya bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Ketiga hal tersebut merupakan hak bersama dari rumah susun yang tidak dapat dimiliki secara individu, karena merupakan satu kesatuan fungsional dari bangunan rumah susun yang tidak dapat dipisahkan.

Istilah rumah susun dapat dijumpai dalam berbagai pengertian. Kondominium menunjuk pada suatu bentuk pemilikan yang melibatkan lebih dari seorang pemilik bangunan. Sebelum istilah kondominium ini banyak digunakan, pada waktu lampau sering dikenal istilah seperti co-proprietors ownership, tergantung pada asal negaranya ( Maria S. W. Sumardjono, 2007). Penggunaan istilah condominium dalam bahasa Latin diawali dengan pencantumannya pada peraturan perundang-undangan di Italia pada tahun 1930an. Secara Harafiah condominium berarti pemilikan bersama. Dominium berarti to have control (over a certain property) dengan cara con atau jointly with one or more others persons. Dari pengertian kondominium ini, di samping  dikenal adanya milik bersama, juga dikenal bagian-bagian bangunan yang merupakan satu kesatuan yang dapat dihuni atau digunakan secara terpisah yang disebut apartemen.

Di negara-negara Spanyol, Italia, Jerman, Belgia, dan Perancis telah lama dikenal hak-hak dan kewajiban dalam bentuk pemilikan kondominium tersebut. Demikian juga di Amerika Latin, terutama di Brasil dan Chile, pengaturan tentang hal tersebut sudah dikenal pada sekitar tahun 1930 dan di seantero Amerika Latin sekitar akhir tahun 1940an dan 1950an. Di Negara-negara ini peraturan perundang-undangannya jarang digunakan istilah condominium, tetapi dikenal nama-nama seperti horizontal property, platform property dan yang paling mutakhir dikenal istilah strata title, yang secara spesifik merujuk pada pembagian secara horizontal suatu stratum. 
Dalam prakteknya rusun dapat disebut juga apartemen, flat dan kondomunim. Keberagaman penggunaan istilah rusun di negara kita merupakan suatu kewajaran, karena berbagai negara di dunia juga menggunakan istilah yang berbeda-beda, berikut beberapa istilah beserta negara yang menggunakannya antara lain (1) Kondomunim merupakan istilah yang digunakan di Italia; (2) Joint Property digunakan di Inggris dan Amerika; (3) Strata Title digunakan di Singapura dan Australia.

Pasal 1 angka 1 UURS memberikan pengertian rusun yaitu bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama dan tanah bersama. Satuan Rusun adalah bagian dari rusun yang tujuan peruntukkan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana ke jalan umum. Bagian bersama adalah bagian rusun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam satu kesatuan fungsi dengan satuan rusun. Bagian bersama ini merupakan struktur bangunan dari rusun yang terdiri atas: pondasi; kolom-kolom; sloof; balok-balok luar; penunjang; dinding-dinding struktur utama; atap; ruang masuk; koridor; selasar; tangga; pintu-pintu dan tangga darurat; jalan masuk dan jalan keluar dari rusun; jaringan-jaringan listrik, gas dan telekomunikasi; ruang untuk umum. Bagian-bagian bersama ini tidak dapat dihaki atau dimanfaatkan sendiri-sendiri oleh pemilik satuan rusun tetapi merupakan hak bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satuan rusun yang bersangkutan.

Benda bersama adalah benda-benda yang bukan merupakan bagian rusun tetapi dimiliki bersama serta tidak terpisah untuk pemakaian bersama. Benda bersama yang melengkapi rusun agar berfungsi sebagaimana mestinya terdiri atas: jaringan air bersih; jaringan listrik; jaringan gas (untuk hunian); saluran pembuangan air hujan; saluran pembuangan air limbah; saluran dan atau pembuangan sampah; tempat kemungkinan pemasangan jaringan telepon/alat komunikasi lain; alat transportasi yang berupa lift atau eskalator sesuai tingkat kebutuhannya; alat pemadam kebakaran; alat/sistem alarm; generator listrik (untuk yang menggunakan lift); pertamanan yang ada diatas tanah bersama; pelataran parkir; penangkal petir; fasilitas olahraga dan rekreasi diatas tanah bersama. Sementara, tanah bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah, yang diatasnya berdiri rusun dan ditetapkan batasnya dengan persyaratan izin bangunan.

E.   
Penguasan Rumah Susun

Kepemilikan atas Satuan Rusun berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang untuk selanjutnya cukup disebut dengan UUPA, bahwa bangunan dapat didirikan diatas tanah dengan beberapa macam hak, seperti, Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan. Kepemilikan atas satuan rusun pada saat sekarang ini dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), sedangkan bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk kepemilikan haknya hanya sampai pada hak pakai, sekarang ini kepemilikan atas satuan rusun diharapkan dapat diperoleh oleh WNA dengan ketentuan WNA tersebut tidak dapat menguasai kepemilikan rusun tersebut.

Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 1985 menetapkan bahwa rusun hanya dapat dibangun diatas tanah yang berstatus Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai atas tanah Negara, dan Hak Pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut akan diuraikan jenis-jenis hak atas tanah yang dapat digunakan untuk pembangunan rusun yakni Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan.

Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan badan-badan hukum tertentu yang ditunjuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, seperti: (a). Bank-Bank Pemerintah; (b). Koperasi Pertanian; (c). Badan-badan Keagamaan; (d). Badan-badan sosial. Kesemuanya dengan catatan ditunjuk Pemerintah setelah mendengar Menteri yang mempunyai yurisdiksi atas badan-badan tersebut diatas. Mengingat bahwa pemilik rusun dan pemilik satuan rusun harus memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah dimana rusun didirikan, maka satuan rusun yang dibangun di atas tanah dengan hak milik hanya terbatas pemilikannya pada perseorangan warga negara Indonesia dan badan-badan hukum yang ditunjuk berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 1963 tersebut.

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, untuk jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun lagi. Subyek Hak guna Bangunan adalah Warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi kewenangan dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Jangka waktu Hak Pakai paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang 30 tahun untuk kemudian dapat diperbaharui lagi.

Subjek hukum Hak Pakai adalah (a). Warga Negara Indonesia (WNI); (b). Warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia; (c). Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; (d). Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Hak Pengelolaan merupakan hak atas tanah yang tidak dikenal dalam UUPA Tahun 1960. Adanya Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional kita tidak disebut dalam UUPA, tetapi tersirat dalam pernyataan dalam Penjelasan Umum, bahwa dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan diatas, Negara dapat memberikan tanah yang demikian (yang dimaksudkan adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lain) kepada seseorang atau badan-badan dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing (pasal 2 ayat 4). Kemudian eksistensi Hak Pengelolaan tersebut mendapat pengukuhan oleh Undang-Undang nomor 16 Tahun 1985 tentang Rusun (Pasal 7 dan Penjelasannya).

Hak Pengelolaan ini lahir dan berkembang sesuai dengan terjadinya perkembangan suatu daerah. Secara yuridis formal pengaturan tentang Hak pengelolaan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan Perusahaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian pemberian Hak atas Tanah, Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftaran Tanah. Selain Peraturan Nomor 9 Tahun 1969, pemberian bidang usaha yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria mempergunakan Hak Pengelolaan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa:

Dengan mengingat bidang usaha, keperluan dan persyaratannya yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang bersangkutan, kepada perusahaan dapat diberikan sesuatu hak atas tanah negara sebagai berikut: (a) jika perusahaannya berbentuk badan hukum: Hak Pengelolaan, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai; (b). Jika perusahaannya merupakan usaha perorangan dan pengusaha berkewarganegaraan Indonesia: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

UURS ini memperkenalkan suatu lembaga pemilikan baru sebagai suatu hak kebendaan, yaitu Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) yang terdiri dan hak perorangan atas unit SRS dan hak bersama atas tanah, benda dan bagian bersama yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan-satuan yang bersangkutan. Menurut hukum, suatu benda/bangunan dapat dimiliki seseorang, dua orang atau bahkan lebih, yang dikenal dengan istilah kepemilikan bersama. Dalam pemilikan bersama atas suatu benda/bangunan dikenal 2 (dua) bentuk pemilikan, yaitu:
1) Pemilikan bersama yang terikat (gebonden mede eigendom) yaitu ada ikatan hukum terlebih dahulu di antara pemilik benda bersama, misalnya harta perkawinan atau harta peninggalan. 

2) Pemilikan bersama yang bebas (vrije mede eigendom), yaitu antara pemilik bersama tidak terdapat ikatan hukum terlebih dahulu selain dan hak bersama menjadi pemilik dan suatu benda. Disini ada kehendak bersama-sama menjadi pemilik atas suatu beda untuk digunakan bersama. Bentuk pemilikan bersama ini menurut hukum romawi disebut Condominium, yang penerapannya diatur dengan UU. 

Rumah Susun di dalam kerangka hukum benda diatur/ditemukan dalam Pasal 8 UU No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, yaitu:

3) Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perorangan dan terpisah 

4) Hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana yang dimaksud dalam    butir 1 diatas meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kesatuan yang bersangkutan. 

5) Hak atas bagian bersama, benda bersama dan hak atas tanah bersama tersebut diatas didasarkan atas luas atau nilai satuan rumah susun yang bersangkutan pada waktu satuan rumah susun tersebut diperoleh pemiliknya bersama.

Dengan adanya hak bersama atas tanah dalam kepemilikan SRS di atas, maka menimbulkan permasalahan hukum, yaitu pemberian hak kepemilikan SRS kepada para penghuni menjadi tidak konsisten dengan asas pemisahan horizontal yang dianut oleh hukum tanah Indonesia yang bersumber kepada hukum adat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UUPA. Hukum tanah di Indonesia menganut asas pemisahan horizontal karena memakai dasar hukum adat. 

Pasal 5 UUPA menyatakan dengan tegas bahwa: 

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. 

Konsep pengusaan hak atas tanah dalam UUPA mengakomodasikan asas pemisahan horizontal yang memisahkan hak kepemilikan atas tanah dengan bendabenda yang berada di atasnya, atau dengan kata lain dimungkinkan pemegang hak atas tanah berbeda dengan pemegang hak atas bangunan atau benda-benda yang berada di atasnya. Pasal 5 UUPA ini sejalan dengan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman yang menyatakan bahwa pembangunan rumah atau perumahan oleh bukan pemilik hak atas tanah dapat dilakukan atas persetujuan dan pemilik hak atas tanah dengan suatu perjanjian tertulis. Demikian juga dalam Pasal 8 ayat (2 ) yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau bagian bangunan gedung. 

Pasal 12 PP No. 36 tahun 2005 tentang Bangunan Gedung menyatakan bahwa status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan Pemda dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Adapun mengenai surat bukti kepemilikan bangunan gedung diatur dalam Perpres yang sampai sekarang belum terbit. Sebagai perbandingan, di Jepang yang sama-sama menganut azas pemisahan horizontal dengan Indonesia, sertifikat tanah dan sertifikat bangunan gedung dapat diagunkan di dalam mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga tanah serta untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat Jepang, khususnya di kawasan perkotaan akibat urbanisasi. Jadi tanah dan bangunan memiliki identitas yang berbeda disana dapat diagunkan ke Bank serta memiliki azas publisitas sebagaimana dianut dalam hukum benda tanah di Indonesia karena terdaftar. Misalnya Tanah didaftarkan di Kantor BPN dan Bangunan di Dinas Tata Kota dan Bangunan/PU. 

Hal ini berbeda dengan asas pelekatan (accessie) sebagaimana yang dimaksud Pasal 571 di dalam buku II KUHPerdata tentang hukum benda, yang menyatakan hak kepemilikan atas tanah beserta benda-benda yang melekat di atasnya adalah juga pemegang hak atas benda-benda yang berada di atas tanah tersebut. Dengan demikian kepemilikan hak atas tanah SRS sebagaimana yang diatur dalam UURS tidak konsisten atau bententangan dengan semangat UUPA/UU Perumahan dan Pemukiman/UU tentang Bangunan gedung tersebut.
Rumah Susun/SRS dengan sistim kondominium sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian dan Hukum Perdata khususnya Hukum Benda sebagaimana yang diatur dalam Buku II KUHPerdata, yaitu dalam hal: 

6) Persoalan macam serta status benda yang menjadi obyek hukum yang bersangkutan, yang dalam hukum kondominium ini tentunya ialah segala macam yang dimiliki lebih dari seorang atau lebih dari satu pemilik dengan suatu pemilikan bersama yang berpola apartgestelde mede—eigendom atau vrije mede-eigendom. Hukum kondominium adalah hukum yang mengatur perihal hak milik bersama yang obyeknya meskipun terwujud dalam suatu konstruksi, namun terbagi-bagi atas bagian-bagian tertentu yang masing-masing dimiliki secara individuil oleh masing-masing pemiliknya yang bersangkutan secara terpisah. 

7) Persoalan penjaminan hutang yang menggunakan benda-benda tersebut.

8) Persoalan pemindahtanganan benda yang bersangkutan dan satu pihak ke pihak lain. 

9) Persoalan macam serta status benda yang menjadi obyek hukum yang bersangkutan, yang dalam hukum kondominium ini tentunya ialah benda tetap, yaitu tanah dan bangunan kondominium yang berdiri diatasnya beserta seperangkat fasilitas penggunaannya yang selamanya harus dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah dan bangunan tersebut. 

10) Persoalan pembuktian hak kepemilikan atas satuan rumah susun tersebut. 

Seiring dengan pencabutan ketentuan di atas dan pemberlakuan UUPA, yang berdasarkan konsepsi hukum adat mengenai tanah dengan azas pemisahan horizontal, maka berarti konsepsi hak-hak atas tanah yang diatur dalam KUHPerdata, khususnya asas pelekatan, yang bertumpu pada tanah menjadi tidak relevan dan tidak berlaku lagi.
Dengan diundangkan UU No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria/ UUPA, maka Buku II KUHPerdata/BW dicabut sepanjang mengenai bumi/Tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya kecuali ketentuan mengenai hipotik. Namun, dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, sebagai  implementasi  dan ketentuan Pasal 51 UUPA, maka praktis ketentuan mengenai Hipotik yang diatur dalam Buku II BW, sepanjang mengenai tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah menjadi tidak berlaku lagi. Demikianlah rumusan pasal 29 UU Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996. 
Dengan berlakunya UUPA mengakibatkan atau menyebabkan tidak berlaku  lagi  ketentuan mengenai benda tidak begerak, sepanjang mengani tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas tanah, hak pakai sepanjang mengenai tanah dan benda-benda yang berkaiatan dengan tanah, perlekatan sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sepanjang mengenai tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, hipotik sepanjang menganai tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan lain sebagainya. 

Konsep penguasaan hak atas tanah dalam UUPA mengakomodasikan asas pemisahan horizontal yang memisahkan hak kepemilikan atas tanah dengan benda-benda yang berada di atasnya, atau dengan kata lain dimungkinkan pemegang hak atas tanah berbeda dengan pemegang hak atas bangunan atau benda-benda yang berada di atasnya. Pasal 5 UUPA ini sejalan dengan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman yang menyatakan bahwa pembangunan rumah atau perumahan oleh bukan pemilik hak atas tanah dapat dilakukan atas persetujuan dari pemilik hak atas tanah dengan suatu perjanjian tertulis. Demikian juga dalam Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau bagian bangunan gedung. 

Hal ini berbeda dengan asas pelekatan (accessie) sebagaimana yang dimaksud Pasal 571 di dalam buku II KUHPerdata tentang hukum benda, yang menyatakan hak kepemilikan atas tanah beserta benda-benda yang melekat di atasnya adalah juga pemegang hak atas benda-benda yang berada di atas tanah tersebut. Dengan demikian kepemilikan hak atas tanah SRS sebagaimana yang diatur dalam UURS tidak konsisten atau bertentangan dengan semangat UUPA/UU Perumahan dan Pemukiman dan UU tentang Bangunan Gedung.

Seiring dengan pencabutan ketentuan di atas dan pemberlakuan UUPA, yang berdasarkan konsepsi hukum adat mengenai tanah dengan azas pemisahan horizontal, maka berarti konsepsi hak-hak atas tanah yang diatur dalam KUHPerdata, khususnya asas pelekatan, yang bertumpu pada tanah menjadi tidak relevan dan tidak berlaku lagi. 

Menurut Arie S Hutagalung, pada beberapa negara maju termasuk Australia, Selandia Baru, Singapura, Malaysia dan Hongkong, problema penyediaan pemilikan tanah bagi pembangunan rumah secara horizontal dipecahkan dengan pembangunan perumahan secara vertikal dengan menggunakan sistem Strata Title yaitu sistem yang mengatur tentang bagian tanah yang terdiri dari lapisan-lapisan (strata) yaitu lapisan bawah dan atas, dengan strata. Strata adalah bentuk plural dan stratum diartikan sebagi berikut: 

stratum means any part of land consisting of a space of any shape below on or above the surface of the land, the dimensions of which are delineated.
Menurut Maria S.W. Sumardjono, Strata title adalah suatu sistem yang memungkinkan pembagian tanah dan bangunan dalam unit-unit yang disebut satuan (parcels), yang masing-masing merupakan hak yang terpisah, namun disamping pemilikan secara individuil itu dikenal pula adanya tanah, benda serta bagian yang merupakan milik bersama (common property). Di dalam UU Perumahan dan Pemukiman, common property ini disebut/dikenal oleh masyarkat sebagai fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).

Menurut Djuhaendah Hasan agar terdapat kesatuan dasar pemikiran pengaturan tentang hukum benda yang berkaitan dengan pembangunan rumah susun di masa depan, maka akan lebih bermanfaat apabila menggunakan sistem StrataTitle daripada menggunakan sistem Condominium.
Oleh karena itu, perlu revisi UURS agar dimungkinkan penggunaan sistem Strata Title selain sistem Condominium dan disesuaikan dengan kebutuhan peraturan rancangan UUPA/UU Perumahan dan Pemukiman yang terbaru yang telah direform (Reformasi UUPA dan UU Perumahan dan Pemukiman) oleh Pemerintah dan DPR serta semangat UU tentang Bangunan Gedung, yang menganut azas pemisahan horizontal sesuai dengan tuntutan masyarakat perkotaan yang modern dan berkembang pesat serta dinamis di era OTDA dan globalisasi bisnis dan investasi yang terjadi sekarang ini. 

Dalam UURS disebutkan bahwa penyelenggara pembangunan Rumah Susun dapat dilakukan di atas tanah berstatus Hak Milik, HGB, Hak Pakai atas tanah Negara dan diatas tanah HPL sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dan wajib menyelesaikan status HGB atau Hak pakai diatas HPL sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebelum menjual Satuan Rumah Susun kepada konsumen (Pasal 7 UURS). Namun mengenai tata cara perolehan tanah untuk pembangunan Rumah Susun tersebut belum diakomodir/diatur seperti halnya Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa Ayat (1) penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan pemukiman diselenggarakan dengan:
11) penggunaan tanah yang langsung dikuasai negara;

12) konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
13) pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah yang dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku (Pasal 32 ayat (1)); atau

14) penyerahan hak atas tanah khusus untuk tanah-tanah dengan Hak Milik.
Ayat (2) tata cara penggunaan tanah yang langsung dikuasai negara dan tata cara konsolidasi tanah oleh pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) di atas diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).
Masalahnya, PP tentang tata cara konsolidasi tanah oleh pemilik tanah belum ada  sampai sekarang kecuali PMA No.4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah Jo. SE Ka. BPN No.410-4225 tertanggal 7 Desember Tahun 1991 tentang Juklak Konsolidasi Tanah. PMA No. 4 Tahun 1991 juklaknya ini hanya mengatur konsolidasi tanah untuk kawasan pedesaan (rural development) dan bukan untuk kawasan perkotaan (urban development) seperti dilakukan di kota-kota besar di negara-negara maju seperti Taiwan, USA, Jepang atau Eropa.
Disamping itu, kurangnya pemahaman tentang pengertian HPL, dimana HPL bukan merupakan suatu hak atas tanah, melainkan hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Salah satu kewenangan pemegang HPL adalah menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukkan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang. Hal inilah yang membuat rumah susun yang dibangun diatas tanah HPL kurang diminati investor karena tidak bankable dan investor friendly, termasuk hak pakai tanpa batas waktu dan dengan batas waktu sebagaimana diatur dalam PP No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Jo. PMA No. 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan HPL.

PP No. 24 tahun 1997 yang merupakan revisi atas PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagai peraturan pelaksanaan dan Pasal 19 UUPA yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UURS di atas, yang menganut asas hukum adat dalam hal ini asas pemisahan horizontal. Dengan ditempatkannya HMSRS sebagai obyek pendaftaran tanah, tentunya mengandung kekhawatiran atau ketidakkonsistenan dalam penganutan asas kondominium, yang jelas-jelas mempergunakan asas pelekatan seperti yang dianut KUHPerdata dulu, yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi pada saat UUPA diterbitkan.

Dalam Pasal 3 ayat (1) UURS dinyatakan secara tegas bahwa pembangunan rumah susun ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tinggal di kawasan perkotaan serta untuk menjamin kepastian hukum. Dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) ini dapat ditafsirkan bahwa pembangunan Rumah Susun ditujukan untuk MBR sesuai dengan Perpres No. 7 tahun 2005 tentang RPJM yang mengatur tentang Rumah Susun, termasuk Rusunawa dan Rusunami, antara lain melalui pola kemitraan (Public-private partnership). Pembangunan Rusunawa dan Rusunami ini konsisten dengan Pasal 3 ayat (1) UURS Jo. Permenpera No. 7 Tahun 2007. Namun, dalam kenyataan di lapangan banyak ditemukan bangunan apartemen kondominium/mewah yang dibangun pengembang kepada konsumen dengan konsep strata title. Hal ini jelas merupakan pembohongan publik karena konsep strata title tidak diatur dalam UURS. UURS menganut sistem kondominium dan bukan strata title. Oleh karena itu kedepannya perlu revisi UURS (konsep dan rumusan) agar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini.

Konsep mengenai pemilikan gedung bertingkat (strata-title) muncul pada tahun 1978 karena pengaruh sistem hukum yang berasal dan Inggris. Kemudian diaplikasikan dan dikembangkan oleh negara-negara jajahan Inggris seperti Australia, Selandia Baru, Malaysia, Singapura dan Hongkong. Di dalam mengatasi problem penyediaan pemilikan tanah bagi pembangunan perumahan secara vertikal dengan menggunakan sistim Strata title.
Menurut hukum negara bagian New South Wales, Australia yang dimaksud strata title adalah:

“A Strata scheme is a legal recoqnized arrangement whereby a building and the land upon which it is erected is subdivided into lots or lots and common propery, the lots (units as they area commonly called) having separate title, the transfer of which is not in herently, restricted, the common property being used by the occupiers of the lots but owned by a body coporate as agents for the owners of the lots in specified proportions”

Strata title dimaksud di atas adalah suatu pengaturan hukum dimana suatu gedung dan tanah dibagi ke dalam unit-unit atau unit dan kepemilikan properti, unit-unit kepemilikan bersama mempunyai hak yang terpisah, pengalihan haknya tidak sama atau dibatasi, kepemilikan properti bersama digunakan oleh para penghuni unit-unit tetapi dimiliki oleh suatu badan perusahaan sebagai agen dan para pemilik unit-unit tersebut secara proporsional.

Dengan kata lain, dalam sistim kepemilikan SRS yang menggunakan model strata title untuk MBM kepemilikan unit bangunan SRS (strata title unit/strata lot)  dipisahkan secara tegas dengan kepemilikan tanah bersama dimana bangunan rumah susun/SRS tersebut dibangun. Jadi dalam kepemilikan satuan rumah susun model Strata Title ini, unsur tanah tidak diperhitungkan.

Dalam literatur hukum Indonesia, sistim kepemilikan bangunan di atas tanah milik orang lain tersebut, diatur dalam suatu perjanjian tersendiri yang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Perumahan dan Pemukiman Jo. buku ke III BW tentang Hukum Perikatan, Jo PERMENDAGRI No. 3 tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak ke III (Public Private Partnership)Jo. Perda, misalnya dalam bentuk BOT/BOO/Turn Key Proyek (diganti dengan UU No 32 tahun tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jadi UURS belum mengaturnya, sehingga perlu direformasi/disesuaikan/diamandemen  dengan semangat azas pemisahan horizontal (Pasal 5 UUPA). Misalnya Pasal 6 UU Perumahan dan Pemukiman menyatakan bahwa, “Pembangunan rumah atau perumahan oleh bukan pemilik hak atas tanah dapat dilakukan atas persetujuan dan pemilik hak atas tanah dengan suatu perjanjian tertulis”. Sementara dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 28 tahun 2002 Jo Pasal 12 PP No.36 tahun 2005 tentang Bangunan Gedung menyatakan bahwa:

· Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau bagian bangunan gedung. 

· Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Pemda.

Dalam Pasal 5 ayat (2) UURS disebutkan bahwa pembangunan Rumah Susun dapat diselenggarakan oleh BUMN/BUMD/BUM Swasta/Swadaya Masyarakat, Koperasi, kerjasama antara badan-badan tersebut sebagai penyelenggara. Namun Pasal 5 ayat (2) UURS ini belum mengakomodasi penyelenggara pembangunan Rumah Susun yang melibatkan Dinas Perumahan, Dirjen Cipta Karya-Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat sesuai dengan tupoksinya (PP No 38 Tahun 2007) serta pola kerjasama Public Private Partnership Public Participation di dalam pembangunan perumahan dan permukiman khususnya Rumah sesuai PP No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah Jo PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Seyogyanya hal ini perlu diatur dalam reformasi UURS nantinya seperti contohnya UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan (Pasal 50 dan 51 dan 62).

Dalam Pasal 8 UURS, pemilikan SRS meliputi hak atas tanah bersama, maka SRS hanya dapat dimiliki perorangan/badan hukum yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah bersama yang bersangkutan. Hak bersama itu adalah HM, HGB, Hak pakai dan HPL. Badan hukum hanya bisa memiliki HGB dan tidak bisa Hak Milik kecuali Badan hukum tertentu, yaitu Bank Milik Negara, Perhimpunan Koperasi, Badan Keagamaan dan Badan Sosial (PP No. 38 Tahun 1963). Untuk Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia/orang asing cuma bisa memperoleh hak pakai. Implikasi hukumnya, banyak terjadi “penyelundupan  hukum”  yang dilakukan WNA, sebagaimana dikenal dalam hukum perdata internasional dengan cara pernikahan dengan WNI untuk dapat memiliki SRS. Kedepannya, menurut Arie S Hutagalung, Rumah Susun sebaiknya dibangun di atas hak atas tanah bersama dengan status Hak Pakai. 

Pengaturan tentang kepemilikan Rumah Susun oleh orang asing tentunya perlu diatur dalam UU ini, bahwa orang asing tersebut hanya boleh membeli apartemen untuk MBA dan bukan MBR. Perolehannya bisa berbentuk jual beli, tukar menukar atau hibah/lelang eksekusi. Namun juga perlu diatur masalah sewa/ sewa beli/ leasing karena dalam UURS ini belum diatur, termasuk mengenai Rusunami dan Rusunawa.
Menurut Pasal 9 ayat (2) UURS Jo Pasal 31 PP No.24 tahun 1997 terlihat jelas bahwa UURS masih menggunakan asas pelekatan sebagaimana yang dirnaksud dalam Pasal 571 KUHPerdata (yang telah dicabut UUPA), sehingga SRS tidak jelas pemilikan atas tanahnya tetapi tetap diperhitungkan berdasarkan hak atas tanah di mana SRS itu berdiri satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain.

Menurut Arie S. Hutagalung dan Djuhaendah Hasan Sertifikat HMSRS adalah salah satu produk dari suatu rangkaian proses perizinan pada sistem rumah susun sebagaimana ditetapkan UURS dan PP No. 4 tahun 1988, sehingga sangat tergantung  dan produk-produk perizinan yang dihasilkan, antara lain izin lokasi dan IMB. Berbagai perizinan ditetapkan PP No. 4 Tahun 1988 harus diatur oleh Pemda, sehingga harus ada Perda sebagai landasan pengaturannya. Rangkaian perizinan yang akhirnya sampai dengan sertifikasi HMSRS sebagaimana terlampir.
Bentuk dan tata cara pengisian serta pendaftaran akta pemisahan Rumah Susun diatur dalam Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1989, dimana dalam Pasal 3 disebutkan bahwa akta pemisahan Rumah Susun dibuat dan diisi sendiri oleh penyelenggara pembangunan rumah susun dan tata cara pengisian akta pemisahannya sesuai dengan Peraturan Kepala BPN ini. Adapun  untuk bentuk dan tata cara pembuatan buku tanah serta penerbitan sertifikat HMSRS mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1989.

Selanjutnya, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dalam pemilikan SRS maka diterbitkan tanda bukti hak berupa Sertifikat HMSRS berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU No. 16 tahun 1985 tentang Rurnah Susun jo Pasal 31 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sertifikat HMSRS terdiri dari :

· Salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah bersama menurut Pasal 19 UUPA; 

· Gambar denah tingkat rumah susun yang bersangkutan yang menunjukkan satuan rumah susun yang dimiliki ; dan

· Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang bersangkutan, yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UURS menyatakan bahwa SRS baru dapat dijual dan dihuni setelah mendapatkan izin layak huni dan sertifikat HMSRS. Namun izin layak huni sudah diganti dengan layak fungsi dan status sertifikat kepemilikan bangunan sesuai UU tentang Bangunan Gedung dan peraturan pelaksananya di atas. Dalam hal ini menyulitkan bagi pengembang karena pengembang membutuhkan dana segar dan konsumennya guna membangun percepatan Rumah Susun. Beda halnya dengan pengembang di negara-negara maju yang sudah maju tidak membutuhkan dana segar dulu dan konsumen untuk membangunan Apartemen. Oleh karena itu, dikeluarkan Surat Keputusan No. 11/KPTS/1994 tentang PPJB Satuan Rumah Susun, dimana dimungkinkan pemasaran/penjualan satuan Rumah Susun sebelum rumah susun bersangkutan selesai pembangunan kontruksinya. Namun, masalahnya SK Menpera ini belum diatur dalam UURS sehingga bertentangan dengan semangat Pasal 18 ayat (1) UURS dan kelemahan hukum “loop hole” ini dalam praktek sering disalahgunakan pihak pengembang nakal/fiktif untuk tidak taat pada SK Menpera tersebut, sehingga merugikan konsumen. Hal ini tidak boleh terjadi karena sudah ada UU tentang Perlindungan Konsumen yang melindungi kepentingan konsumen. Dalam PPJB ini antara lain diatur mengenai obyek jual beli, pengelolaan dan pemeliharaan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, kewajiban pengembang, kewajiban pembeli/pemesan dan penyelesaian perselisihan melalui BANI.

Selanjutnya dalam Pasal 10 dan 13 UURS dinyatakan bahwa HMSRS dapat beralih dengan cara pewarisan dan pemindahan hak. Dan dapat dijaminkan dalam bentuk Hipotik dan Fidusia. Pemindahan hak itu bisa berbentuk jual beli, tukar menukar atau hibah/lelang eksekusi. Pemindahan hak tersebut harus dilakukan dihadapan PPAT dan didaftarkan ke kantor BPN kecuali lelang eksekusi didaftarkan langsung ke kantor BPN. Sesuai PP No. 24 Tahun 1997 (Bukan PP No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam UURS). Masalahnya dalam Pasal 10 UURS ini belum diatur mengenai alih debitur KPR yang dimungkinkan UUHT dilakukan di bawah tangan asalkan atas kesepakatan antara Bank/Kreditur dan Debitur KPR. Dan juga aturan tentang Hipotik dan Fidusia sudah dicabut sebagaimana telah diuraikan di atas. Dalam Pasal 12 UURS menyatakan Rumah Susun berikut tanah dan bangunan serta benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan Rumah Susun dapat dijadikan jaminan hutang dengan Hipotik jika tanah HM/HGB dan Fidusia jika tanahnya Hak Pakai atas tanah Negara. (Sudah dicabut dengan UUHT). Dalam Pasal 12 UURS mengatur ketentuan baru bahwa yang diajaminkan bukan tanahnya tapi juga bangunannya karena masuk akal juga yang sudah ada dapat juga dapat ikut dibebani cuma masalahnya harus diperjanjikan secara tegas dalam akta pemberian hak tangungan karena hukum tanah menganut azas pemisahan horizontal. Dan bukan azas pelekatan (acessie). Sebelum lahir UURS cuma tanah yang bisa dijadikan obyek agunan kredit dalam bentuk Hipotik. Dengan lahirnya UU tentang bangunan gedung (Pasal 8 ayat (2) dan (3), semangat Pasal 12 UURS kontradiktif sehingga mesti disesuaikan/diakomodir semangat UU tentang Bangunan Gedung dan peraturan pelaksananya yang konsisten dengan azas pemisahan horizontal.

Jika ditelusuri mengenai nama yang melekat pada Hak Pengelolaan, maka nama tersebut bukan pemberian dari UUPA itu sendiri. Namun demikian, perkataan Hak Pengelolaan sebenarnya berasal dari terjemahan bahasa Belanda yang berasal dari kata Beheersrecht. Akan tetapi, arti Beheersrecht adalah Hak Penguasaan. Hak Penguasaan tersebut secara yuridis diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 1953 tentang Hak Penguasaan Tanah-Tanah Negara. Dalam PP Nomor 8 Tahun 1953 pada prinsipnya dipergunakan istilah Hak Penguasaan yang berisikan: (a). merencanakan, peruntukan, penggunaan tanah tersebut; (b). menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya; (c). menerima uang pemasukan/ganti rugi dan atau uang wajib tahunan.

Hak Penguasaan yang diatur oleh PP Nomor 8 Tahun 1953 tersebut ditindaklanjuti oleh Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK VI/5/Ka tanggal 20 Januari 1962, yang menyebutkan:

Menetapkan sebagai hak-hak yang disamping Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1961 (LN Tahun 1961 No. 28): (1). Hak Penguasaan (beheer) oleh suatu departemen, Jawatan atau daerah swatantra atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara, berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 1953 (LN Tahun 1953 No. 14) atau peraturan perundang-undangan lainnya sebelum berlakunya PP tersebut. (2). Hak Pakai yang jangka waktunya lebih dari 5 tahun, dengan pengertian bahwa jika jangka waktunya tidak ditentukan, maka dianggap sebagai lebih dari 5 tahun.

Berkaitan dengan pengaturan Hak Penguasaan tanah-tanah negara yang dilakukan oleh kotapraja/kabupaten, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria no. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan ketentuan-ketentuan kebijaksanaan selanjutnya. Dalam Pasal 1 Kepmen Agraria pada prinsipnya dinyatakan bahwa:

Hak Penguasaan (vide PP No. 8 Tahun 1953) yang dipergunakan untuk keperluan sendiri dari departemen-departemen, direktorat-direktorat dan daerah swatantra dikonversi menjadi hak pakai. Pada prinsipnya selain untuk instansi sendiri, tanah tersebut juga dimaksudkan untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka Hak Penguasaan itu dikonversi menjadi Hak Pengelolaan dan berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan instansi yang bersangkutan.
Dalam Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1965 dinyatakan bahwa Hak Pengelolaan memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk: (a). merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut; (b). Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya; (c). Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai berjangka waktu 6 (enam) tahun; (d). Menerima uang pemasukan/ganti kerugian dan atau uang wajib tahunan.

Sementara itu, subjek yang dapat diberikan Hak Pengelolaan adalah lembaga-lembaga pemerintah, baik yang berada di pusat, yaitu kantor-kantor departemen dan pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota, dan di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota termasuk di dalamnya kantor-kantor yang terdapat di daerah tersebut serta otorita Batam dan Perum Pelabuhan. Berkaitan dengan pemberian hak atas tanah untuk Hak Pengelolaan, maka pemberian penggunaan tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan untuk pemberian Hak Pengelolaan yang berasal dari Hak Pakai, tetap mengacu kepada ketentuan dalam UUPA.

Hak Pengelolaan juga dapat dibebani dengan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang prosedurnya tetap mengacu pada PP Nomor 10 Tahun 1961 (sekarang PP Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), yaitu melalui surat akta pejabat dengan tetap mempergunakan formulir PPAT yang resmi menurut Surat Keputusan Kepala BPN No. 640.3752 tanggal 20-9-1989 dan peraturan Kep. BPN No 6/1989, yang dibuat oleh PPAT.

Hak Pengelolaan didaftar dan diterbitkan sertipikat sebagai tanda bukti haknya. Tetapi sebagai “gempilan” Hak Menguasai Negara, tidak dapat dipindahtangankan. Maka tidak memenuhi syarat untuk dapat dijadikan jaminan utang. Karena itu oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Hak Pengelolaan tidak ditunjuk sebagai obyek Hak Tanggungan.

Melihat ketentuan dalam UUPA, khususnya Pasal 21 yang mengatur tentang subyek hukum yang dapat memiliki tanah Hak Milik, yaitu hanya Warga Negara Indonesia dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan untuk tanah Hak Guna Bangunan menurut Pasal 36 dapat dipunyai oleh Warga Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, sedangkan untuk tanah Hak Pakai juga dapat dimiliki oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia dan badan-badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Kepemilikan satuan rumah susun oleh orang asing tersebut harus memperhatikan juga peraturan mengenai kewarganegaraan yang berlaku di negara ini. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indoesia (selanjutnya disebut UUKW). Pasal 12 UUKW menjelaskan bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) adalah orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Warga negara asing dapat menjadi warga negara Indonesia dengan cara (a). Pewarganegaraan yaitu dengan cara mengajukan permohonan untuk menjadi WNI.; (b). Bagi orang asing yang telah berjasa dan dengan alasan kepentingan negara dapat diberikan kewarganegaraan Indonesia sepanjang tidak menyebabkan kewarganegaraan ganda.

UU Nomor 16 Tahun 1985 memungkinkan orang-orang atau badan-badan hukum asing yang berkedudukan di Indonesia memiliki satuan rusun, asal mereka memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah bersama diatas mana bangunan gedungnya berdiri. Pada prinsipnya orang asing dan badan-badan hukum asing dapat memiliki satuan rusun yang dibangun diatas tanah Hak Pakai. Pengaturan mengenai Hak Pakai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menjadi dasar kepemilikan rumah bagi orang asing di Indonesia yang memberikan jaminan kepemilikan rumah bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia.

Pasal 1 PP Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia, menentukan bahwa orang asing yang berkedudukan di Indonesia dapat memiliki sebuah rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan hak atas tanah tertentu. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia tersebut adalah orang asing yang kehadirannya di Indonesia memberikan manfaat bagi pembangunan nasional, yaitu orang memiliki dan memelihara kepentingan ekonomi di Indonesia dengan melaksanakan investasi untuk memiliki rumah tempat tinggal atau tempat hunian. Definisi orang asing yang berkedudukan di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut: (a). secara konkrit, tidak perlu harus sama dengan tempat kediaman atau domisili. Di bidang ekonomi misalnya orang asing dapat memiliki kepentingan yang harus dipelihara tanpa yang harus menunggu secara fisik, apalagi untuk waktu panjang dan secara terus menerus; (b). Kemajuan di bidang teknologi transportasi dan komunikasi, memungkinkan orang memelihara kepentingannya di negara lain tanpa harus menunggu sendiri. Kadangkala mereka cukup hadir secara berkala. Dalam keadaan seperti itu, yang mereka perlukan adalah fasilitas tempat tinggal atau hunian bila secara berkala, tetapi teratur harus datang untuk mengurus atau memelihara kepentingannya.

Orang asing dari segi kehadirannya di Indonesia dibagi dua golongan, yaitu: (a). orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia secara menetap (penduduk Indonesia); (b). Orang asing yang tidak tinggal di Indonesia secara menetap melainkan hanya sewaktu-waktu berada di Indonesia. Pembedaan dalam dua golongan ini berhubungan dengan dokumen yang harus ditunjukkannya pada waktu melakukan perbuatan hukum memperoleh rumah sebagai berikut: (a). bagi orang asing penetap: izin tinggal tetap; (b). Bagi orang asing lainnya: izin kunjungan atau izin keimigrasian lainnya berbentuk tanda yang diterakan pada paspor atau dokumen keimigrasian lainnya yang dimiliki oleh orang asing yang bersangkutan.

Rumah tempat tinggal atau tempat hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing menurut Pasal 2 PP Nomor 41 Tahun 1996 adalah: (a). rumah yang berdiri sendiri yang dibangun diatas bidang tanah hak pakai atas tanah negara, yang dikuasai berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah; (b). Satuan rusun yang dibangun diatas bidang tanah Hak Pakai atas tanah Negara. Pemilikan ini tetap dibatasi pada satu buah rumah. Tujuan pembatasan ini adalah untuk menjaga kesempatan pemilikan tersebut tidak menyimpang dari tujuannya, yaitu sekedar memberikan dukungan yang wajar bagi penyelenggaraan usaha orang asing tersebut di Indonesia.

Cara memperoleh rumah tidak dapat dilepaskan dari cara memperoleh hak atas tanah tempat rumah tersebut berdiri. Untuk memperoleh rumah tersebut dapat dilakukan dengan perbuatan-perbuatan hukum sebagai berikut: (a). orang asing dapat membeli Hak Pakai atas tanah Negara atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik dari pemegang Hak Pakai yang bersangkutan beserta rumah yang ada diatasnya atau membeli Hak Pakai atas tanah Negara atau tanah Hak milik dan kemudian membangun rumah diatasnya; (b). Orang asing dapat pula memperoleh Hak Pakai atas tanah Hak Milik atau tanah sewa untuk bangunan atau persetujuan penggunaan tanah dalam bentuk lain dari pemegang Hak Milik; (c). Dalam hal rumah hunian atau tempat tinggal yang akan dipunyai oleh orang asing berbentuk satuan rusun, maka orang asing yang bersangkutan harus membeli Hak Milik atas satuan rusun yang dibangun diatas Hak Pakai atas tanah Negara.

Tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing yaitu terbatas pada rumah yang tidak termasuk klasifikasi rumah sederhana atau rumah sangat sederhana. Pembatasan pemilikan rumah/satuan rusun oleh orang asing: (a). rumah/satuan rusun harus dihuni sendiri; (b). Harus dihuni selama sekurang-kurangnya 30 hari secara kumulatif dalam satu tahun kalender; (c). Rumah dapat disewakan melalui perusahaan Indonesia berdasarkan perjanjian antara orang asing sebagai pemilik rumah dengan perusahaan tersebut. Orang asing yang telah memiliki rumah di Indonesia tidak lagi memenuhi syarat berkedudukan di Indonesia, maka dalam jangka waktu paling lama satu tahun wajib mengalihkan haknya kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

Pemilikan terhadap rusun dapat diperoleh dengan cara tunai, cicilan dan sewa beli. Pembelian secara tunai diatur dalam Pasal 1458 KUH Perdata dimana  jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Namun karena rusun merupakan benda tidak bergerak maka menurut Pasal 616 KUHPerdata,  penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan. Sesudah penyerahan dilakukan barulah hak milik atas benda tidak bergerak berpindah. 

Pembelian dengan cara cicilan adalah bentuk dari perjanjian pinjam meminjam yang awalnya diatur berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdata. Kemudian berkembang menjadi perjanjian kredit dan  diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 dan telah dirubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Pembelian sewa beli tidak diatur dalam KUHPerdata, meski demikian Buku III KUHPerdata menganut asas kebebasan berkontrak dan asas keterbukaan. Sehingga memungkinkan untuk diadakan perjanjian diluar Buku III KUHPerdata tersebut asalkan memenuhi syarat-syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata.  Sewa beli (Hire Purchase) adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.
Adapun kerjasama dengan lembaga pembiayaan biasanya dilakukan oleh perusahaan kontraktor yang melakukan perjanjian konstruksi dengan pengembang. Kontraktor pembangunan membutuhkan alat-alat berat dalam melakukan pekerjaannya yang dapat diperoleh melalui lembaga pembiayaan tersebut diatas. Dalam prakteknya pengembang biasanya melakukan kerjasama konstruksi dengan kontraktor, dimana pengembang berperan sebagai pengguna jasa konstruksi dan kontaktor sebagai pemberi jasa konstruksi. 
F.    
Hubungan Antara Tanah, Bangunan dan Stakeholders 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia menggunakan istilah rusun untuk menyebutkan bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Berbagai kalangan mempunyai pendapat yang berbeda sehubungan dengan penyebutan rusun ada  yang setuju dengan istilah rusun, ada yang lebih suka menggunakan istilah kondomunium, atau apartemen. Adapun alasan penggunaan istilah-istilah tersebut adalah (a) Rusun mewakili masyarakat ekonomi lemah; (b) Apartemen lebih mewakili masyarakat dengan pendapatan menengah keatas; (c) Kondomunium karena adanya pemilikan bersama.

Pengertian yang digunakan dalam RUU yang terpenting adalah dapat mewakili semua kepentingan dan golongan yang biasanya dirumuskan dalam pengertian dan tujuan pembangunan rusun. Namun sebaiknya UU baru ini dapat menjadi payung hukum bagi rusun di Indonesia khususnya pembangunan rusun di Indonesia, tidak hanya untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah saja namun juga kalangan atas.

Pengertian rusun dan Hak Milik Satuan Rumah Susun dalam UURS telah menerangkan adanya konsep pemilikan perseorangan dan bersama atas rusun yang membuat seseorang tidak dapat hanya memiliki bagian gedung rusun yang berfungsi sebagai hunian saja. Kepemilikan atas rusun termasuk juga  bagian, benda dan tanah bersama. Berarti UURS menggunakan azas perlekatan vertikal atau accessie. 

Asas ini bukanlah asas baru dalam hukum Indonesia karena asas ini juga terdapat dalam Pasal 571 KUH Perdata. Namun semenjak UUPA berlaku maka sehubungan dengan bumi air dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya berlaku asas hukum adat. Hukum adat Indonesia menggunakan asas pemisahan horizontal yang memungkinkan pemilik tanah berbeda dengan pemilik bangunan di atasnya. Akibatnya sejak UUPA berlaku sehubungan hukum tanah berlaku asas pemisahan horizontal. Berdasarkan teori hukum maka lex specialis derogat lex generalis dimana yang menjadi lex specialis untuk rusun adalah UURS sehingga dalam rusun yang digunakan adalah ketentuan UURS. 

Permasalahannya adalah proses pembangunan rusun memakan waktu lama karena harus diurus terlebih dahulu status tanah di bawahnya. Padahal jika menggunakan asas pemisahan horizontal cukup berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah. Sehingga pemilik rusun tidak perlu dipusingkan lagi dengan masalah pengurusan tanah bersama misalnya sehubungan dengan perpanjangan hak. Selain itu jika kita menerapkan asas pemisahan horizontal dalam pembangunan rusun tentunya konsep strata title dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia. Walaupun ada beberapa hal yang harus tetap dipertimbangkan misalnya sehubungan dengan kepemilikan benda dan bagian bersama. Di Singapura konsep ini dapat terlaksana karena The Land Titles Strata Act menyatakan semua bagian tanah termasuk ruang bawah tanah atau ruang udara dimensinya dapat digambarkan sehingga berdasarkan undang-undang ini dimungkinkan kepemilikan atas ruang udara. 

Konsep pemilikan rusun di Indonesia amat bergantung kepada status tanah tempat rusun tersebut dibangun. Menurut Pasal 7 ayat (1) UURS, rusun hanya dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara atau hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk bangunan yang didirikan diatas tanah pengelolaan maka sebelum diserahkan kepada konsumen, pengembang harus menyelesaikan status tanah tersebut menjadi HGB. Masalahnya adalah ketika dilakukan perpanjangan hak dimana perpanjangannya tidak hanya terhadap HGBnya saja namun terhadap pemegang hak pengelolaannya pula. 

Aturan mengenai hak pengelolaan ini tidak jelas di Indonesia, akibatnya pengurusan perpanjangannya menjadi sulit dan mahal sehingga memberatkan konsumen. Pada saat membeli rusun sering kali konsumen tidak memahami mengenai adanya HGB yang berdiri diatas tanah pengelolaan. Sehingga ketika akan memperpanjang HGB konsumen baru memahami situasi ini. Selain itu, tidak adanya aturan yang jelas tentang hak pengelolaan dan besarnya uang masukan membuka celah penyimpangan oleh pemegang hak pengelolaan yang biasanya badan-badan hukum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Berkenaan dengan masalah ini ada dua alternatif pemecahan masalah, (a) melarang pembangunan rusun diatas tanah pengelolaan atau membuat aturan yang jelas sehubungan dengan hak pengelolaan; (b) mengenai perpanjangan hak tersebut terutama terkait biaya, persyaratan dan jangka waktu.

Jadi, berdasarkan pembahasan masalah tanah dan bangunan rusun dapat diketahui bahwa penggunaan asas accessie dalam pembangunan rusun juga sudah saatnya diganti menjadi asas pemisahan horizontal. Kemudian penggunaan hak pengelolaan dalam UURS juga perlu dipertimbangkan lagi karena menimbulkan banyak masalah di kemudian hari bagi konsumen akibat ketidakjelasan aturannya. 

Berdasarkan pengertian rusun yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UURS pembangunan rusun merupakan bagian dari pembangunan gedung dan pekerjaan konstruksi. Sehubungan dengan pekerjaan konstruksi, pihak yang menjadi penyelenggara pembangunan rusun adalah pengguna dan penyedia jasa konstruksi. Penyelenggara pembangunan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat 2 UURS dapat berupa Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Milik swasta yang bergerak dalam bidang itu, serta Swadaya Masyarakat.

Setelah proses pembangunan selesai maka penyelenggara pembangunan akan menyerahkan rusun kepada pemilik rusun. Meski sebelumnya penyelenggara telah melakukan PPJB terlebih dahulu dengan konsumen sebagai pemilik rusun. PPJB diatur hanya berdasarkan Kepmenpera yang tidak memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Kepmenpera ini sering dilanggar oleh penyelenggara pembangunan misalnya terkait ketentuan mengenai penjualan perdana. 

Berdasarkan Kepmenpera penjualan perdana dapat dilakukan sebelum pembangunan dilaksanakan asalkan pengembang telah mendapatkan IMB namun, dalam prakteknya penjualan perdana dilakukan tanpa IMB. Akibatnya jika terjadi masalah sewaktu pengurusan IMB, konsumen yang dirugikan. Selama ini apabila muncul sengketa, dasar hukum yang digunakan adalah UU No. 9 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jika pelanggaran berkaitan dengan IMB atau pelanggaran syarat administratif dan teknis maka ketentuan pidana Pasal 21 ayat 3 UURS  dapat digunakan namun sanksinya tidak begitu berat sehingga cendrung diabaikan. Sehingga sebaiknya dalam UURS baru terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi yang berat. Sedangkan upaya penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan rumah susun, mengacu pada UU di bidang perumahan permukiman.
Dalam mengikatkan diri dengan konsumen yang akan membeli rusun, penyelenggara pembangunan harus memperhatikan kondisi konsumen tersebut karena harus terpenuhinya syarat sebagai pemegang hak atas tanah menurut UUPA. Terutama jika konsumen adalah orang asing karena adanya pembatasan pemilikan. Aturan kepemilikan properti oleh orang asing jika ditujukan untuk hunian dapat menggunakan PP orang asing. Sedangkan kepemilikan properti untuk tujuan lainnya dapat menggunakan ketentuan UUPA dan PP No. 40 tahun 1996.  Saat ini pemerintah bermaksud merevisi PP orang asing terutama berkaitan penambahan jangka waktu hak pakai. 

Dalam rangka pengelolaan rusun maka  penghuni rusun berkewajiban membentuk perhimpunan penghuni. Sebelum perhimpunan penghuni terbentuk, penyelenggara pembangunan yang membangun rusun berkewajiban untuk mengelola rusun dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga bulan dan paling lama satu tahun sejak terbentuknya perhimpunan penghuni atas biaya penyelenggara pembangunan. Namun tidak dijelaskan kapan perhimpunan penghuni wajib dibentuk dan selama perhimpunan penghuni belum dibentuk siapa yang akan membiayai penyelenggaraan pembangunan. Ketentuan ini sangat penting karena menyangkut masalah finansial. 

Jadi, berdasarkan pembahasan berkaitan dengan stakeholders yang terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan rusun maka dapat diketahui bahwa penyelenggara rusun adalah pengguna dan penyedia jasa konstruksi, keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam pembangunan rusun. Supaya stakeholders yang terlibat dapat menjalankan hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya maka ketentuan sanksi pelanggaran UURS perlu dipertegas. Sehubungan pemilikan rusun oleh orang asing perlu dibuat aturan yang lebih detail agar para stakeholders mempunyai kepastian hukum. Selanjutnya dapat diketahui pula bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tidak menjelaskan secara tegas kapan perhimpunan penghuni dibentuk.

BAB V

MATERI MUATAN

A.    Ketentuan Umum

1. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dengan atau tanpa tanah bersama. Pengertian mengenai rumah susun ini bertumpu pada muatan bagian-bersama, benda-bersama, dengan atau tanpa tanah bersama. Sehingga pengertian rumah susun merupakan kesatuan utuh, termasuk konsep strata title. 
2. Satuan rumah susun yang selanjutnya disebut sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. 
3. Tanah bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin bangunan.

4. Bagian-bersama adalah bagian bangunan rumah susun yang tidak terpisah, yang dimiliki atau tidak dimiliki secara bersama untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan sarusun.

5. Benda-bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian bangunan rumah susun yang dimiliki atau tidak dimiliki secara bersama untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan rumah susun.

6. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat yang tidak mampu mengikuti mekanisme pasar perumahan dan mendapatkan kemudahan dan bantuan pemerintah.

7. Rumah susun khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan oleh negara atau swasta untuk memenuhi kebutuhan sosial.

8. Rumah susun negara adalah rumah susun yang dimiliki dan dikelola negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian. 

9. Rumah susun dinas adalah rumah susun negara yang dimiliki negara yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri beserta keluarganya.

10. Rumah susun komersial adalah rumah susun yang diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi dan dapat diperjualbelikan sesuai dengan mekanisme pasar.

11. Nilai Perbandingan Proporsional yang selanjutnya disingkat NPP adalah angka yang menunjukan perbandingan antara satuan rumah susun terhadap hak atau kewajiban atas bagian bersama, benda bersama,dan tanah bersama, yang dihitung berdasarkan luas satuan rumah susun yang bersangkutan terhadap total luas lantai bangunan, atau perbandingan nilai harga jual satuan rumah susun terhadap nilai investasi pembangunan rumah susun.

12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 
13. Pelaku Pembangunan Rumah Susun selanjutnya disebut pelaku pembangunan adalah badan hukum yang didirikan oleh warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang melakukan pembangunan rumah susun.

14. Badan Pengatur Rumah Susun, yang selanjutnya disebut dengan BPRS adalah badan yang memiliki kewenangan pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan atas rumah susun yang dibentuk oleh, berada dibawah, dan bertanggungjawab kepada Menteri.
15. Pemilik adalah orang atau badan yang memiliki sarusun.
16. Penghuni adalah orang yang menempati sarusun baik sebagai pemilik atau bukan pemilik.
17. Perhimpunan pemilik satuan rumah susun, yang selanjutnya disebut PPSRS, adalah suatu badan hukum yang anggotanya terdiri dari para pemilik sarusun.
18. Pengelola adalah suatu badan hukum yang bertugas untuk mengelola rumah susun.
19. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah keluarga atau rumah tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap yang penghasilannya maksimal 6 (enam) kali Upah Minimum Regional per bulan, belum pernah memiliki hunian/belum pernah menerima subsidi perumahan.
20. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

21. Badan hukum adalah badan yang didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

22. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

23. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

24. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perumahan dan permukiman.

B.     Asas, Tujuan dan Lingkup Pengaturan
Penyelenggaran rumah susun, seyogyanya memuat asas-asas sebagai berikut:

asas kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, efisiensi dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, serta kelestarian dan keberlanjutan. 

Untuk itu maka diharapkan di masa mendatang, tujuan penyelenggaraan rumah susun dapat menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau, meningkatkan pemanfaatan ruang dan tanah di daerah perkotaan, mengendalikan dampak perkembangan perumahan dan permukiman, mengarahkan pertumbuhan penduduk perkotaan yang seimbang dengan pemenuhan tempat tinggal, pemberdayaan pemangku kepentingan, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan kepemilikan rumah susun, serta memenuhi kebutuhan lain yang berguna bagi kehidupan masyarakat.
Adapun uraiannya sebagai berikut:
        1.   Asas

a. Asas kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak bagi masyarakat agar mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

b. Asas keadilan dan pemerataan adalah  agar hasil pembangunan dibidang rumah susun dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat. 

c. Asas efisiensi dan kemanfaatan adalah penyelenggaraan rumah susun dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya lahan, teknologi bangunan, dan industri bahan bangunan  untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

d. Asas keterjangkauan dan kemudahan adalah hasil pembangunan di bidang rumah susun dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim yang kondusif dari pemerintah dan setiap warga Negara Indonesia serta keluarganya dalam memenuhi kebutuhan dasar akan perumahan dan permukiman.

e. Asas kemandirian dan kebersamaan adalah penyelenggaraan rumah susun bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek perumahan dan permukiman,  sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerjasama antara pemangku kepentingan di bidang rumah susun.

f. Asas kemitraan adalah penyelenggaraan perumahan dan permukiman dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran serta pelaku usaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

g. Asas keserasian dan keseimbangan adalah  penyelenggaraan rumah susun dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang,  keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta menerapkan persyaratan pengendalian dampak penting terhadap lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

h. Asas keterpaduan adalah penyelenggaraan rumah susun dengan memperhatikan keterpaduan kebijakan antarinstansi dan sektor  terkait.  

i. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah penyediaan rumah susun dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
2.  Tujuan

Tujuan pembangunan rumah susun dalam jangka  panjang ditujukan agar setiap keluarga menempati dan memiliki suatu rumah yang layak serta dapat menjamin ketentraman hidup. Perumahan haruslah memberikan ciri kehidupan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Perumahan mempunyai fungsi sosial,  ekonomi dan  lingkungan, diselenggarakan dan diwujudkan secara seimbang. Berkenaan dengan pengaturan rumah susun dilakukan melalui  pendistribusian tempat hunian secara adil dan merata. 

Pembangunan rumah susun bertujuan untuk:
a. menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya; 

b. meningkatkan pemanfaatan ruang dan tanah di daerah perkotaan dalam menciptakan lingkungan permukiman yang lengkap serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

c. mengendalikan dampak perkembangan perumahan dan permukiman serta mengarahkan pengembangan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien dan produktif;

d. memenuhi kebutuhan lainnya yang berguna bagi kehidupan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak khususnya bagi masyarakat  berpenghasilan rendah;

e. mengarahkan pertumbuhan penduduk perkotaan untuk mewujudkan keseimbangan pemenuhan tempat tinggal terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

f. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan rumah susun; dan

g. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan rumah susun.

3. 
Lingkup Pengaturan

Lingkup pengaturan Undang-Undang ini meliputi perencanaan, pembangunan, pemilikan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pengendalian rumah susun di perkotaan dan kawasan cepat tumbuh.

C.  Pembinaan 

Pemerintah, sebagai representatif pelaksanaan tugas negara,  melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan perumahan, rumah susun dan permukiman dalam bentuk, pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang efektif dalam rangka menumbuhkembangkan terciptanya iklim yang kondusif, penghargaan dan sanksi yang tepat, serta pengembangan system insentif, maupun pengembangan produk- produk hukum yang responsif terhadap dinamika pembangunan dan kemajuan  masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. 

Pembangunan perumahan dan permukiman diselenggarakan berdasarkan rencana tata ruang kabupaten/kota dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan rencana, program, dan prioritas pembangunan perumahan dan permukiman. Kewenangan otonomi diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota didasarkan asas desentralisasi melalui pembagian kewenangan tugas dan fungsi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pergeseran kewenangan tersebut sebagai kunsekuensi dari pelaksanaan undang-undang otonomi daerah. 

Penyelenggaraan perumahan dan permukiman meliputi kegiatan perencanaan, penetapan standard dan pedoman, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan. Penyelenggaraan perumahan dan permukiman berdasarkan pada prinsip koordinasi dan keterpaduan, dengan mengurangi wewenang dan tanggung jawab instansi – instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang bersangkutan.

D. 
Perencanaan

Perencanaan pembangunan rumah susun meliputi penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun, penetapan zonasi pembangunan rumah susun, penetapan lokasi pembangunan rumah susun, dan pengadaan tanah bagi pembangunan rumah susun. Perencanaan pembangunan rumah susun dilakukan berdasarkan jumlah dan kepadatan  penduduk, kepadatan bangunan, rencana rinci tata ruang, layanan prasarana, sarana, dan utilitas umum, layanan transportasi, alternatif pengembangan konsep pemanfaatan rumah susun, konsep hunian berimbang; dan analisis potensi kebutuhan rumah susun.

Perencanaan penyelenggaraan pembangunan rumah susun merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.
È. 
Pembangunan 

Pembangunan rumah susun ditentukan berdasarkan jenis rumah susun, yang meliputi: rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, rumah susun dinas dan rumah susun komersial. Dalam hal pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara dan rumah susun dinas merupakan tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. 

Pembangunan rumah susun dilakukan di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan atau hak sewa. Pembangunan tersebut dapat dilakukan melalui peralihan hak dan/atau konsolidasi tanah, atau sewa menyewa dengan pemilik tanah.

Perencanaan pembangunan rumah susun harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis, serta wajib melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan, untuk mewujudkan rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Persyaratan teknis berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan bangunan, dan keandalan sarana serta prasarana lingkungannya. Persyaratan administratif berkaitan dengan pemberian izin usaha, izin lokasi, dan mendirikan  bangunan serta pemberian hak atas tanah.

Persyaratan tata ruang berkaitan dengan tata ruang wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah perdesaan yang menyeluruh dan terpadu, ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait serta rencana, program, dan prioritas pembangunan perumahan. Persyaratan ekologis berkaitan dengan keserasian dan keseimbangan, baik antara lingkungan buatan dengan lingkungan alam, maupun dengan lingkungan sosial budaya, termasuk nilai-nilai budaya bangsa yang perlu dilestarikan.

Membangun rumah susun adalah termasuk membangun baru, memugar, memperluas rumah susun, dengan mempertimbangkan faktor-faktor setempat mengenai keadaan fisik, ekonomi, sosial budaya serta kerterjangkauan masyarakat, baik didaerah perkotaan maupun di daerah perdesaan. Pembangunan perumahan dilakukan oleh pemilik hak atas tanah atau oleh bukan pemilik hak atas tanah berdasarkan persetujuan dari pemilik hak atas tanah dengan suatu perjanjian tertulis agar mencegah hal-hal yang memungkinkan dikuasai atau digunakannya tanah oleh bukan pemilik hak atas tanah tanpa batas waktu.Pembangun rumah susun oleh pemerintah, terutama ditujukan pada pembangunan rumah susun bersubsidi secara besar-besaran agar terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan pembangunan rumah susun  adalah enyediakan tempat tinggal untuk merumahkan keluarga, mendorong kepemilikan rumah, dan mendorong keakraban masyarakat. Terutama, bagi pemenuhan kebutuhan rumah sesuai target group pemerintah untuk golongan masyarakat berpenghasilan randah dan menengah.

F. Penguasaan dan Pemanfaatan
Kepemilikan atas Satuan Rusun terkait atas perlekatan hak atas tanah atau tidak. Bangunan rumah susun dapat didirikan diatas tanah dengan beberapa macam hak, seperti, Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan. Kepemilikan atas satuan rusun dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), sedangkan bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk kepemilikan haknya hanya sampai pada hak pakai. Hak kepemilikan atas sarusun merupakan hak milik atas sarusun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian-bersama, benda-bersama dengan atau tanpa tanah-bersama, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hak atas bagian-bersama, benda-bersama dengan atau tanpa tanah-bersama didasarkan atas luas atau nilai sarusun pada waktu sarusun diperoleh pemilik pertama kali. Penguasaan terhadap sarusun pada rumah susun komersial dapat dilakukan dengan cara dimiliki atau disewa. Sementara penguasaan terhadap sarusun pada rumah susun umum hanya dapat dilakukan dengan cara dimiliki. Sedangkan penguasaan terhadap sarusun pada rumah susun Negara hanya dapat dilakukan dengan cara disewa.

Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan badan-badan hukum tertentu. Mengingat bahwa pemilik rusun dan pemilik satuan rusun harus memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah dimana rusun didirikan, maka satuan rusun yang dibangun di atas tanah dengan hak milik hanya terbatas pemilikannya pada perseorangan warga negara Indonesia, dan badan-badan hukum yang ditunjuk berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 1963. 

Sementara bagi WNA hanya memiliki hak pakai,  yaitu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi kewenangan dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Jangka waktu Hak Pakai paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang 30 tahun untuk kemudian dapat diperbaharui lagi. Namun, mengingat dampak positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi, perlu dipertimbangkan agar orang asing atau Badan Hukum Asing dapat memiliki rumah susun atau sarusun di Indonesia bukan ditempat strategis, baik melalui pembelian tunai atau kredit melalui bank asing yang berkedudukan di Indonesia.
Rumah susun, dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk hunian, non hunian, atau campuran antara hunian dan non hunian. Pemanfaatan dapat dilakukan secara mandiri dan/atau terpadu sebagai kesatuan sistem pembangunan perumahan dan permukiman, yang pemanfaatannya wajib memiliki sertifikat laik fungsi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Hak untuk menempati atau menghuni satuan rumah susun didasarkan pada bentuk penguasaaan satuan rumah susun berupa hak milik, hak sewa, atau hak pakai atas sarusun milik orang lain, dengan  mendapat persetujuan atau izin pemilik sarusun. 

G. 
Pengelolaan Rumah Susun

Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan operasional yang berupa pemeliharaan dan perbaikan prasarana, sarana, utilitas umum serta pemeliharaan dan perbaikan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Pengelolaan rumah susun dilaksanakan oleh badan hukum Indonesia.

H.
Peningkatan Kualitas Rumah Susun

Peningkatan kualitas rumah susun yang tidak laik fungsi, rusak sebagian atau keseluruhan, dan sudah mencapai umur teknis bangunan, wajib dilakukan melalui perbaikan, pemugaran, dan peremajaan, yang meliputi bangunan rumah susun beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta bagian bersama dan benda bersama. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat membentuk tim yang akan menangani dampak peningkatan kualitas rumah susun terhadap permukiman sekitarnya.

I.
Pengawasan dan Pengendalian
Pengawasan dalam penyelenggaraan rumah susun meliputi kegiatan pemantauan, evaluasi, dan tindakan korektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, pengendalian rumah susun meliputi tahap perencanaan, tahap pembangunan, dan tahap pemanfaatan. Pengendalian dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengawasan, penertiban, dan perizinan.

J. Kelembagaan

Penyelenggaraan dan pengelolaan rumah susun berbeda dengan penyelenggaraan dan pengelolaan perumahan pada rumah tapak, karena lebih kompleks terutama dalam kehidupan kebertetanggaannya. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rumah susun diperlukan kelembagaan khusus yang mengurus keduanya. Kedua lembaga ini perlu dibentuk, agar penyelenggaraan dan pengelolaan rumah susun dapat terselenggara dan terkelola dengan baik.
Kelembagaan tersebut adalah pertama, kelembagaan yang mengatur penyelenggaraan rumah susun, terutama dalam hah kebijakan pembangunannya, yang disebut dengan badan pengatur rumah susun. Badan ini perlu dibentuk oleh menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perumahan dan permukiman. Anggota badan tersebut, setidaknya memnuhi unsur pemerintah, pemangku kepentingan dan masyarakat. Kedua, kelembagaan yang berkewajiban untuk mengurus kepentingan bersama para pemilik dan penghuni yang bersangkutan dengan pemilikan dan penghuniannya. Kelembagaan ini wajib dibentuk oleh para pemilik sarusun dan dikukuhkan oleh surat keputusan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, dimana lokasi tersebut. Selama ini, perhimpunan yang terbentuk adalah perhimpunan penghuni, yang dalam perjalanannya dan sejumlah studi kasus, tidak memberikan kejelasan dan perlindungan terhadap pemilik sarusun. Guna menjalankan urusan kepentingan bersama, perhimpunan pemilik yang dibentuk nantinya, mempunyai paling banyak memiliki 1 (satu) hak suara yang sah atas setiap pengambilan keputusan setiap pemilik sarusun. 
K.
Tugas dan Wewenang

1.
Pemerintah

Dalam penyelenggaraan rumah susun, Pemerintah bertugas:

a. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang rumah susun tingkat nasional;

b. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyinkronisasikan  pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat nasional;

c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal rumah susun laik fungsi;

d. membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam bidang rumah susun pada tingkat nasional; 

e. mengevaluasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun pada tingkat nasional; 

f. menyusun dan menyediakan basis data rumah susun;
g. mengalokasikan dana pembangunan untuk mendukung terwujudnya rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah; 

h. memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

i. penyelenggaraan fungsi operasionalisasi kebijakan penyediaan rumah susun dan pengembangan lingkungan perumahan susun sebagai bagian dari permukiman; dan

j. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi rumah susun yang disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Kewenangan  Pemerintah yaitu: 

a. menetapkan kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat nasional dalam bentuk kebijakan dan strategi nasional rumah susun; dan

b. menetapkan peraturan perundang-undangan, termasuk norma, standar, prosedur dan kriteria.
2. 
Pemerintah Daerah Provinsi

Dalam penyelenggaraan rumah susun Pemerintah Daerah Provinsi bertugas:

a. memberdayakan pemangku kepentingan dalam pembangunan serta pengembangan rumah susun lintas Kabupaten/Kota;

b. memfasilitasi, mengoordinasi, serta menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun lintas Kabupaten/Kota; 

c. mengawasi dan mengendalikan terhadap pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program dalam bidang rumah susun lintas Kabupaten/Kota; 

d. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan rumah susun;

e. menyusun dan menyediakan basis data rumah susun;

f. mengoordinasikan pencadangan/penyediaan lahan untuk pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah;

g. mengalokasikan dana pembangunan untuk mendukung terwujudnya rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dan

h. memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam menjalankan tugasnya  Pemerintah Provinsi berwenang:

a. menetapkan kebijakan, strategi, dan program di bidang rumah susun;
b. melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk norma, standar, prosedur dan kriteria;

c. membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota;

3. 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dalam penyelenggaraan rumah susun, pemerintah daerah Kabupaten/Kota bertugas:

a. membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten/Kota.

b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam pembangunan serta pengembangan rumah susun pada skala Kabupaten/Kota; 

c. memfasilitasi, mengoordinasikan dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan rumah susun, dengan memperhatikan skala provinsi dan skala nasional;

d.  pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam bidang rumah susun pada skala Kabupaten/Kota; 

e. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan serta strategi dan program pada skala Kabupaten/Kota; 

f.  menyusun dan menyediakan basis data rumah susun;

g. menyediakan prasarana dan sarana pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

h. mencadangkan/menyediakan lahan untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

i. mengalokasikan dana pembangunan untuk mendukung terwujudnya rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dan

j. memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah Kabupaten/Kota berwenang: 

a. menetapkan kebijakan, strategi dan program Kabupaten/Kota di bidang rumah susun dalam bentuk rencana pembangunan dan pengembangan rumah susun daerah  Kabupaten/Kota; dan

b. melaksanakan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh provinsi.
Selain tugas dan kewenangan tersebut, diperlukan muatan mengenai bantuan dan kemudahan yang diberikan Pemerintah dalam rangka pembangunan, penghunian, dan pemilikan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

Bentuk keberpihakan ini, memberi kewajiban kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan berupa jaminan pengadaan tanah tanpa mengubah peruntukan tanah yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang untuk pembangunan rumah susun umum dan/atau rumah susun khusus. Biaya pengadaan tanahnya dibebankan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Untuk itu, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat membentuk badan layanan umum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk lain yang mendukung bantuan dan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, adalah dengan pemberian insentif kepada pelaku pembangunan yang membangun rumah susun umum dan rumah susun khusus, serta bagi masyarakat berpenghasilan rendah, oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
L. 
Hak dan Kewajiban

Sesuai dengan amanat UUD Negara RI Tahun 1945, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menghuni sarusun yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di dalam lingkungan yang sehat, aman, dan harmonis. Selain itu, jugaterdapat hak yang dimiliki oleh masyarakat dan organisasi nirlaba terutama dalam hal pembangunan rumah susun, yaitu:
a. memberikan masukan dan usulan dalam penyusunan  kebijakan dan strategi rumah susun di tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota;

b. mengawasi ketaatan para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan strategi, kebijakan, dan pembangunan rumah susun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, baik di tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota;

c. mengelola informasi, melakukan penelitian dan mengembangkan pengetahunan dan teknologi rumah susun, baik di tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan

d. mengawasi penegakkan hukum yang terkait dengan bidang rumah susun, baik di tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota.
Dalam pembangunan rumah susun, setiap orang dapat memberikan masukan dan usulan dalam penyusunan  kebijakan dan strategi rumah susun di tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota, membantu mengelola informasi, melakukan penelitian dan mengembangkan pengetahunan dan teknologi rumah susun, baik di tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota, dan juga membuat prakarasa dan mengupayakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dengan pemerintah dan/atau masyarakat dalam kegiatan usaha di bidang rumah susun.
Disamping itu, setiap orang memiliki wajib untuk menaati dan mendukung pelaksanaan strategi, kebijakan, dan pembangunan rumah susun yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
M.
Pembiayaan

Pembiayaan rumah susun dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, lembaga pembiayaan, dan/atau sumber-sumber pembiayaan lainnya. Pembiayaan rumah susun yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah susun dinas.
Pembiayaan bagi pembangunan rumah susun perlu memperhatikan kemungkinan-kemungkinan pengembangan sistem pembiayaan perumahan nasional secara makro dan mikro. Titik tekan pembiayaan diarahkan pada pengurangan subsidi pemerintah kecuali untuk pengadaan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Adapun pembiayaan lembaga pembiayaan nasional perumahan dapat bergerak di pasar primer perumahan dengan menggali dan memanfaakan sumber-sumber pendanaan perumahan tingkat nasional melalui mobilisasi dana perumahan. Sehingga mampu menyediakan pembiayaan perumahan untuk masyarakat yang tidak berakses ke perbankan, melalui kredit mikro, dana bergulir dan  Non mortgage loan.

Menjadikan harga rumah terjangkau secara mikro dapat dilakukan melalui tiga cara: Pertama, pendekatan dari sudut pengadaan dengan melakukan peningkatan efisiensi melalui rasionalisasi dalam segala aspek. Kedua pendekatan dengan melakukan peningkatan efisiensi melalui pengulangan dan ketiga pendekatan inkonvensional dengan pelibatan masyarakat dalam proses pengadaan rumah.  Ketiga macam pendekatan dikonsepsikan dalam konteks pembangunan perumahan secara masal dalam rangka kebijaksanaan pemerintah, dimana penekanan biaya akhirnya dan dinikmati oleh penghuni rumah sebagai end-user (Hasan poerbo,1999).

Untuk memberikan bantuan dan/atau kemudahan kepada masyarakat dalam membangun rumah sendiri atau memiliki rumah atau satuan rumah susun, pemerintah/ pemerintah daerah melakukan upaya pemupukan dana. Bantuan dan/atau kemudahan berupa kredit bersuku bunga rendah, subsidi, hibah, keringanan dibidang perpajakan, pembangunan prasarana oleh Pemerintah Daerah dan usaha-usaha lain, yang dapat mengakibatkan harga rumah menjadi lebih rendah. maka upaya pengembangan Sistem National Housing Fund perlu dipikirkan.

Bagi pengembang, untuk membantu pendanaan pembangunan rusun biasanya mengajukan kredit dengan jaminan tanah beserta bangunan rusun yang akan ada kepada bank. Permasalahannya adalah sebagian dana yang disalurkan oleh bank kepada pengembang berasal dari dana yang bersumber dari pendanaan pinjaman jangka pendek yaitu dana simpanan dari masyarakat. Untuk KPR pun bank menggunakan dana yang bersumber dari pendanaan pinjaman jangka pendek, padahal pengembalian KPR butuh waktu yang sangat panjang. Akibatnya apabila terjadi krisis sulit menanggulanginya, oleh sebab itu muncul usulan untuk mengadakan sebuah lembaga keuangan sekunder. 

Lembaga keuangan sekunder telah berhasil di beberapa negara Asia seperti di Singapura, Malaysia, Korea dan kreditur yang kemudian tagihan ini dikemas dalam suatu efek hutang yang kemudian dijual kepada investor seperti misalnya perusahaan asuransi, dana pensiun atapun investor perorangan. Jadi dengan adanya pembiayaan sekunder perumahan,  bank/lembaga yang memberikan fasilitas KPR dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan dana tanpa menunggu pembayaran cicilan KPR. Dana yang diperoleh dari pembiayaan sekunder ini kemudian dapat digunakan lagi untuk memberikan pinjaman baru. 

Sebagai bahan perbandingan kita dapat melihat bagaimana Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan dapat berkembang dengan baik pada awalnya di Amerika. Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan di Amerika terbentuk setelah terjadinya depresi ekonomi pada era 30-an. Kongres Amerika pada saat itu mengeluarkan berbagai program untuk mengaatasi krisis salah satunya adalah dengan mengundangkan National Housing Act dan mendirikan Federal Housing Administration (FHA) pada tahun 1934. FHA kemudian mengembangkan mortgage market, mortage insurance dan sistem perhitungan bunga self amortizing mortgage. Selain itu FHA juga melakukan standarisasi hukum jaminan dengan menentukan syarat pembangunan dan kelayakan pinjaman yang harus benar-benar ekonomis. 

Perkembangan selanjutnya untuk mengembangkan industri perumahan pemerintah AS mendirikan lembaga federal National Mortgage Association atau Fannie Mae yang tugasnya mirip dengan saving and loan associations dimana ia menyimpan mortgage loan dalam assetnya namun tidak menghimpun dana dari masyarakat. Tugasnya adalah membeli portfolio mortgage loan dari bank yang telah mengasuransikannya kepada FHA untuk disimpan sebagai asetnya, atau dijual kembali kepada investor sebagai sekuritas.

Berkaitan dengan pendanaan pembangunan maupun pemilikan rusun tidak dapat telepas dari ketentuan mengenai agunan atau jaminan. Adapun yang dimaksud dengan hukum jaminan adalah kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Dalam perjanjian kredit, jaminan merupakan bagian dari perjanjian accesoir atau perjanjian tambahan dimana sifatnya mengikuti perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok. Manfaat jaminan bagi pemberi kredit adalah: (a). Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang; (b). Memberikan kepastian hukum. Sedangkan fungsi jaminan bagi penerima kredit adalah sebagai dasar untuk memperoleh kredit dan tidak khawatir dalam menjalankan usahanya.

N. 
Peran Serta Masyarakat

Peran masyarakat tetap menjadi penting khususnya dalam pengadaan perumahan dan permukiman, dapat dilakukan melalui pengembangan masyarakat (community development). Peran masyarakat dimaksud dapat dilakukan secara perseorangan atau dalam bentuk usaha bersama. Melalui pengembangan masyarakat diharapkan dapat diwujudkan keswadayaan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau secara mandiri sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam rangka pengembangan jati diri, dan mendorong terwujudnya kualitas permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan, baik diperkotaan maupun diperdesaan. Keswadayaan masyarakat dapat diartikan sebagai kemitraan  dengan pelaku kunci lainnya dari kalangan dunia usaha dan pemerintah.

Penyelenggaraan perumahan yang dilakukan oleh masyarakat akan lebih optimal, apabila lembaga yang dibentuk oleh masyarakat perumahan itu sendiri bersifat independent, mandiri, professional dan nirlaba untuk mengurus dan memperjuangkan kepentingan para pelaku di bidang penyelenggaraan perumahan sekaligus sebagai mitra pemerintah dan dalam melakukan pembinaan terhadap para pelaku penyelenggaraan pembangunan perumahan. Untuk mengoptimalkan peran lembaga tersebut, maka perlu diberi ruang yang cukup dalam  bentuk  kewenangan-kewenangan  publik tertentu berdasarkan undang-undang.

Oleh karena itu, pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat disekitar pembangunan rumah susun untuk berperanserta dalam proses pembangunan dan pengelolaan rumah susun, agar tidak menerima atau mengalami dampak negatif akibat pembangunan rumah susun.

O. 
Larangan
Larangan, merupakan salah satu faktor penting yang dapat mengarahkan suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Dalam kaitan penyelenggaraan rumah susun terdapat larangan, antara lain (a) larangan membangun rumah susun di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi rumah susun dalam konsep perumahan dan permukiman dan yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya; larangan mengubah peruntukan lahan yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan pembangunan rumah susun; (c) larangan mengeluarkan izin pembangunan rumah susun yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang; (d) larangan menghalang-halangi kegiatan peningkatan kualitas rumah susun yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; (e) larangan mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di luar fungsinya  bagi setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan rumah susun; dan (f) larangan mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah diserahkan, kecuali dalam hal adanya penyesuaian fungsi sesuai dengan rencana tata ruang.

P.
Sanksi Administratif
Sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ini.Sanksi administratif dapat berupa:

a. peringatan tertulis; 

b. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha; 

c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; 

d. penghentian sementara atau  tetap pada pengelolaan rumah susun; 

e. pembekuan izin mendirikan bangunan; 
f. pembekuan izin usaha;
g. denda administratif;
h. pencabutan izin memberikan bangunan; 
i. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah susun; 

j. perintah pembongkaran bangunan rumah susun; ; atau 
k. pencabutan izin usaha. 
Namun, pengenaan sanksi administratif tersebut tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. 
Q.
Ketentuan Pidana

Perlu dikenakan sanksi terhadap mereka yang melakukan pembangunan rumah susun tidak memperhatikan persyaratan teknis, ekologis dan administratif, serta tidak melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan. Demikian pula dengan kelalaian dalam penyelenggaraan penyediaan utilitas umum; membantu masyarakat pemilik tanah yang berkeinginan melepaskan tanah hak atas tanah di dalam atau di sekitarnya dalam melakukan konsolidasi tanah; melakukan penghijauan lingkungan; menyediakan tanah untuk sarana lingkungan dan membangun rumah.

Perlu dikenakan sanksi kepada badan usaha di bidang pembangunan perumahan yang melakukan penjualan tanpa memberitahukan secara tertulis kepada pihak- pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam dua surat kabar yang beredar didaerah  yang bersangkutan, tanpa ada yang menyatakan keberatan. Selanjutnya pemberian sanksi kepada mereka yang melakukan penjualan satuan rumah susun untuk dihuni sebelum memperoleh izin kelayakan untuk dihuni oleh instansi yang berwewenang. Sanksi  tersebut berupa sanksi pidana maupun administratif dengan ketentuan kedua sanksi tersebut dapat saling mendukung dan dirumuskan secara integrative. Adapun sanksi pidana dan administratif tersebut dikenakan pada setiap pemilik rumah dan atau pemanfaatan rumah yang melakukan pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan tidak memenuhi kewajiban atau persyaratan yang telah ditentukan dalam rancangan undang-undang ini.

Sanksi administratif dapat  berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pelaksanaan pembangunan rumah, penghentian sementara pemanfaatan rumah, pencabutan izin mendirikan bangunan rumah, pembongkaran bangunan rumah. Pengenaan sanksi denda sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran. Penerapan ketentuan pidana pada dasarnya tidak menghilangkan kewajiban pelaku pelanggaran atau tindak pidana untuk tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Undang- Undang. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh suatu korperasi di bidang pembangunan perumahan dan permukiman, maka izin usaha korporasi tersebut  dapat dicabut.

R.
Ketentuan Penutup

Ketentuan ini memuat mengenai penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan, nama singkat, status peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dan saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan beserta alternatifnya. 

Disamping itu juga mengatur mengenai jangka waktu pembentukan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah untuk menjalankan Undang-Undang mengenai Perumahan dan Permukiman, sehingga pada akhirnya dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam praktiknya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun belum mampu memenuhi tujuan dari pembentukkannya, yaitu dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan peningkatan taraf hidup rakyat, khususnya dalam usaha pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok akan perumahan dengan harga yang dapat dijangkau oleh daya beli rakyat terutama golongan masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah. Disamping itu, otonomi daerah telah membawa perubahan dalam hubungan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang belum diatur dalam UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Untuk itu perlu dilakukan perubahan atau penggantian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, sehingga untuk menjawab permasalahan tersebut disusunlah perubahan UU tersebut yang terlebih dahulu dirumuskan dalam suatu naskah akademis, yang di dalamnya berisikan materi muatan RUU, meliputi antara lain asas dan tujuan, perencanaan pembangunan rumaha susun yang di dalamnya mencakup jenis dan tipe, hak keperdataan dalam perumahan, pembiayaan, kelembagaan, peran masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyelesaian sengketa, dan ketentuan pidana. Materi tersebut merangkum substansi-substansi antara lain rumah susun dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, mengendalikan perkembangan perumahan dan permukiman, menata perumahan dan permukiman kumuh perkotaan, menjamin keselamatan, keamanan, ketenteraman, serta ketertiban para penghuni, serta pembentukan perhimpunan pemilik rumah susun dan Badan Pengelola Rumah Susun. Upaya penegakan Undang-Undang ini, dilakukan melalui pemberian sanksi tegas, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. 
Selain itu penyusunan Naskah Akademis ini berangkat dari kesadaran adanya perubahan paradigma dan semangat otonomi daerah yang mengharuskan adanya perubahan dan perbaikan pengaturan penyelenggaraan dibidang Ruamah Susun.
B. Saran

1. Rancangan undang-undang tentang rumah susun perlu memuat dua hal pokok, yaitu kebijakan penyelenggaraan rumah susun, terutama keberpihakannnya pada masyarakat berpenghasilan menengah bawah, dan pengaturan mengenai pembangunan, penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan rumah susun.

2. Perlu perubahan dalam pengaturan penyelenggaraan di bidang  rumah susun, agar dapat mewujudkan peningkatan kualitas pemukiman terutama di daerah-daerah yang berpenduduk padat tetapi hanya tersedia luas tanah yang terbatas yang memperhatikan faktor sosial budaya yang hidup dalam masyarakat; 
3. Perlu pengaturan khusus tentang kepemilikan satuan rumah susun oleh orang asing, sejauh memberikan manfaat bagi Negara dan bangsa Indonesia.
Isu yang muncul sebagai dasar pertimbangan penyusunan Perubahan RUU


Pertumbuhan permukiman kumuh yang tidak terkendali


Pertumbuhan Apartemen dengan fungsi ganda


Desentralisasi





Penjelasan tentang Kebijakan pembangunan rumah susun selama ini





Urgensi Penyusunan RUU





Landasan Teori dan Konsep





Landasan FiIosofis





NASKAH AKADEMIS DAN RUU RUMAH SUSUN





Landasan Sosiologis





Tinjauan Yuridis





Asas dan Prinsip 





Definisi atau batasan Pengertian 





Materi Muatan Undang-undang Rumah Susun








� Pada tahun 1980 penduduk perkotaan berjumlah sekitar 32,85 juta atau 22,27% dari jumlah penduduk nasional). Tahun 1990 jumlah penduduk perkotaan menjadi sekitar 55,43 juta atau 30,9% dari jumlah penduduk nasional. Tahun 1995 jumlah penduduk perkotaan menjadi sekitar 71.88 juta atau 36,91% dari jumlah penduduk nasional). Tahun 2005 jumlah penduduk perkotaan diperkirakan mencapai hampir 110 juta orang, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 3 juta orang. Sensus penduduk tahun 2000 mencatat total jumlah penduduk adalah 206.264.595 jiwa (�HYPERLINK "http://www.bps.go.id/sector/population/%20table1.shtml"�www.bps.go.id/sector/population/ table1.shtml�). Tingkat urbanisasi mencapai 40% (tahun 2000), dan diperkirakan akan menjadi 60% pada tahun 2025 (sekitar 160 juta orang) (Bank Dunia, 2003). Laju pertumbuhan penduduk perkotaan pada kurun waktu 1990-2000 tercatat setinggi 4,4%/tahun, sementara pertumbuhan penduduk keseluruhan hanya 1,6%/tahun. Perkembangan kota-kota yang pesat ini disebabkan oleh perpindahan penduduk dari desa ke kota, perpindahan dari kota lain yang lebih kecil, pemekaran wilayah atau perubahan status desa menjadi kelurahan. 


� Singapura dan Kuala Lumpur yang semula kumuh dapat berubah menjadi kota yang lapang dan hijau, seiring dengan semakin meningkatnya kesejahteraan penduduknya. Demikian pula dengan Kota Guangzhow, sebuah kota tua yang semula amat padat dan kumuh, telah berubah menjadi kota yang longgar dengan flat-flat tinggi lengkap dengan sarana olah raga terbuka yang memadai. Investasi dibidang perumahan vertical di Guangzhow dirangsang oleh pemberian insentif pajak serta tariff listrik dan air minum yang lebih murah. Sarana olah raga, sekolah dan kebutuhan-kebutuhan hidup lain tersedia, membuat biaya transportasi menjadi murah. Keterlambatan kita mensosialisasikan hunian vertikal—meski Undang-undang Tentang Rumah Susun, terbit terlebih dahulu di bandingkan dengan Undang-undang Tentang Perumahan dan Permukiman—menyebabkan kota-kota besar lain di wilayah Indonesia berkembang melebar, menjadi tidak effisien serta mengurangi daya dukung lingkungan secara signifikan. 


� 	Singapura di bawah Perdana Menteri Lee Kuan Yew merupakan negara di Asia yang secara sadar meninggalkan pendekatan welfare policy dalam kebijakan perumahannya, dan mengubah cara kerja lembaga tabungan pekerja, Central Provident Fund, yang diwarisinya dari pemerintah kolonial Inggris, dengan menempatkan kebijakan strategis perumahan dalam tujuan pembangan ekonomi keseluruhan, serta memadukan lembaga-lembaga keuangan negara untuk tujuan ini terkait dengan kebijakan pengembangan rumah susun untuk warga dalam jumlah massal yang dikendalikan melalui program pemerintah. Pengalaman Singapura ini diikuti dan dikembangkan dengan sukses di Cina dalam skala yang lebih besar baik untuk kota-kota baru maupun peremajaan dan pembangunan kembali kawasan-kawasan kota lama.





� Sebagai contoh, Amerika Serikat pada saat mengalami depresi di tahun 1930s maupun pembangunan kembali Eropa pasca Perang Dunia Kedua menggunakan sektor perumahan (dan infrastruktur yang mengikutinya) sebagai penggerak pertumbuhan ekonominya. Demikian pula Jepang di tahun 1950an, dan dalam dekade 1970an di negara-negara Asia seperti Singapura, Hongkong, Korea Selatan dan Taiwan menempuh strategi yang sama (diikuti Cina dalam dekade 2000an akhir-akhir ini). Pengambil keputusan politik negara-negara ini benar-benar mengikuti saran dari Ernest Weissmann yang sejak tahun 1950an telah mengingatkan untuk tidak melupakan penyediaan rumah yang layak sebagai prasyarat pembangunan ekonomi yang sehat; bahwasanya manfaat ekonomi dapat diciptakan bagi sebuah negara melalui pembangunan perumahan dalam skala yang luas dan untuk program peningkatan kehidupan komunitas di masyarakat. 


  Demikian pula dengan negara-negara berkembang lain di Afrika seperti Zambia, Tanzania, Kenya dan Mosambik juga belakangan ini mengikuti pemikiran ini telah menetapkan bahwa penyediaan perumahan yang layak merupakan prasayarat bagi pembangunan ekonomi, mengikuti langkah yang diperlihatkan olah bekas penguasa koloninya, yaitu Inggris yang menetapkan perumahan ke dalam strategi untuk perbaikan lingkungan perkotaan yang sekaligus mendorong tumbuhnya sektor-sektor produktif lainnya. Indonesia yang termasuk awal yang telah memprakarsai sejak di tahun 1970an dan menjadi tempat belajar bagi negara-negara lain di tahun-tahun itu seyogyanya mampu memberikan contoh akan langkah kebijakan yang lebih progresif.





� 	Rezim tingkat suku bunga tinggi disebabkan karena adanya ketidaksesuaian (mismatch) antara masa tenor pinjaman dengan tenor pendanaan Bank, karena tenor pinjaman KPR umumnya membutuhkan waktu panjang. Sedangkan sumber dana Bank yang umumnya diperoleh dari dana pihak ketiga (masyarakat) yang sebagian besar didapat dari dana tabungan dan deposito. Apabila sumber dana jangka pendek digunakan untuk membiayai pinjaman dengan tenor panjang tentunya mempunyai tingkat risiko yang tinggi. Oleh karena itu, untuk menjaga agar masyarakat tetap menyimpan dananya dalam bank tersebut, pihak bank tentunya akan menawarkan tingkat suku bunga tabungan atau deposito yang menarik (tinggi).  Hal itulah yang menjadi penyebab tingginya cost of capital bank dan secara langsung beban tersebut akan ditanggung oleh debitur yang meminjam dana ke bank tersebut, termasuk debitur KPR. Kondisi ini memberatkan debitur, karena selama jangka waktu yang panjang akan dibebani oleh kewajiban untuk membayar angsuran KPR yang besar. 
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